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KATA PENGANTAR 

 
 

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Pem- 

berantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan menandai tong- 

gak sejarah baru pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Salah satu terobosannya adalah dengan dikategorikannya korupsi 

sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dalam pa- 

sal 2 ayat (1) dan ayat (2). Dengan demikian menerapkan ancaman 

dan bahkan memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku korup- 

si adalah sah menurut UU tersebut. Keberanian dan inisiatif dari UU 

tersebut tentu perlu direspons oleh semua pihak terkait untuk me- 

nemukan formula yang tepat dalam menangani kasus korupsi secara 

serius, sistematis, dan berani sehingga terjadi keseimbangan antara 

semangat pemberantasan korupsi dalam law in book dengan law in 

action. 

Pemberantasan korupsi dengan cara menangkap dan memen- 

jarakan terpidana korupsi yang selama ini dilakukan ternyata belum 



na Islam diharapkan dapat memberi kontribusi yang penting dalam 
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cukup efektif untuk menghentikan dan menekan jumlah kejahatan 

korupsi secara signifikan. Buktinya mantan terpidana korupsi sete- 

lah dipenjara dan bebas kemudian melakukan tindak pidana korupsi  

lagi. Demikian juga dengan sanksi pencabutan hak politik terhadap 

koruptor juga masih belum maksimal, bahkan masih diperdebatkan. 

Akibatnya, ada hakim yang berani memberikan sanksi pencabutan 

hak politik terpidana korupsi dan ada hakim yang tidak mencabut 

hak politik terpidana korupsi. 

Belum efektifnya sanksi bagi terpidana korupsi serta besarnya 

kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi me- 

nuntut para akademisi berinisiatif memberikan solusi permasalahan 

bangsa tersebut. Salah satu tawaran yang diberikan untuk mengatasi  

persoalan tersebut adalah pemberian sanksi perampasan aset terpi- 

dana korupsi sebagai hukuman pokok dalam perkara tindak pidana 

korupsi (saat ini masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang). 

Penempatan sebagai sanksi pokok ini dirasa sangat penting karena 

diharapkan akan berkontribusi secara langsung dalam penegakan 

hukum korupsi, yakni menjadi landasan yang kuat bagi hakim un- 

tuk memilih sanksi yang tepat bagi pelaku korupsi. Selain itu juga 

untuk memperkuat keyakinan para hakim dalam memutus perkara 

korupsi. Inilah sekaligus sebagai upaya yang extra ordinary bagi pe- 

nanganan korupsi, sebagaimana amanat UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

Pembahasan ini terasa lebih lengkap dengan adanya perspektif 

hukum pidana Islam (fiqh jinayah). Lebih dari sebagai konsekuensi 

dan tuntutan atas keberadaan hukum Islam sebagai sebuah sistem 

hukum yg hidup (living law) di negeri ini, fleksibilitas hukum pida- 
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perumusan aturan perampasan aset tersebut selain sebagai landasan 

normatif yang sangat efektif. 

Atas dasar pemikiran itulah, buku yang merupakan hasil pe- 

nelitian kolektif penulis ini hadir di tangan pembaca. Selain itu juga 

dalam rangka melengkapi diskusi yang telah banyak berkembang 

seputar tindak pidana korupsi menurut hukum pidana dan hukum 

pidana Islam. Semoga kontribusi pemikiran yang  ditawarkan  da- 

pat memberikan wawasan kebaruan yang akan menyempurnakan 

perspektif terhadap tindak pidana korupsi sehingga dapat memberi 

arah dan pencerahan pada penguatan landasan dan kerangka hukum 

pemberantasan korupsi di Indonesia. Amin 
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PEDOMAN 

TRANSLITERASI 

 
 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam pe- 

nulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan 

hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendi- 

dikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 

dan Nomor : 0543b/U/1987. 

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya de- 

ngan huruf latin. 

 
1. Konsonan 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Ja J Je ج

 Ḥa Ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik ذ

di atas) 



xi 

 

 

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sa S Es س

 Sya SY Es dan Ye ش

 Ṣa Ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍat Ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 Ain ‘ Apostrof Terbalik‘ ع

 Ga G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qa Q Qi ق

 Ka K Ka ك

 La L El ل

 Ma M Em م

 Na N En ن

 Wa W We و

 Ha H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, 

maka ditulis dengan tanda (’). 
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2. Vokal 
 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal 

tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,  

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama  َا Fatḥah A A 

 Ḍammah U U اَ  Kasrah I I اَ 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, 

yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah dan ya Ai A dan I يَ اَ 

 Fatḥah dan wau Iu A dan U ا وَ 

 

Contoh: 

       aifak    :  كيف 

haula    : حول 
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3. Maddah 
 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

    ــاَََ ــى
Fatḥah dan alif 

atau ya 

ā a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di ــيِ

atas 

 Ḍammah dan ـــُو

wau 

ū u dan garis di 

atas 
 

Contoh: 

 َََم اتَ 

 

 
: māta 

 

 ramā :ر م ى

 قِي لَ 

 ي مُو تَُ

 

 
: qīla 

 
: yamūtu 

 

4. Ta Marbūṭah 

 
Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, translite- 

rasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat 

harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

 rauḍah al-aṭfāl : ر و ض ةَُالأط ف ال
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al-fāḍīlah al-madīnah  :ََََََََََََُل ة دِي ـن ةَُالف ضِيـ   َََالم 

al-ḥikmah   :ََََُمِة َالحِك  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
5. Syaddah (Tasydīd) 

 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilam- 

bangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ـ ), dalam transliterasi ini 

di- lambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang 

diberi 

tanda syaddah. Contoh: 

 ر بّـَن ا
 

: rabbanā al-ḥajj  :َ َ َ َ  الح جَ َ

ن ا   نُـعِ مَ َ:   najjainā nu’’ima   : ن جَّيـ 

al-ḥaqq  :َََََ ََع دُوَ  الح ق 
 

: ‘aduwwun 

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh 

huruf  berharkat  kasrah  (    َ  ِ   maka  ia  ditransliterasi  seperti  ,(ــ

huruf maddah (ī). Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع لِيَ  َََََ

 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع ر بِيَ 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata  

sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh 

huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak meng- 

ikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 
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terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). Contohnya: 

 al-syamsu    (bukan  asy-syamsu)  :  الشَّم سَُ  

 al-zalzalah  (bukan az-zalzalah) : الزَّل ز ل ة

al-falsafah :ََََََََََََالف ل س ف ة 

bilādu-al :َ ََََََََََََََََُالبِلا د 

7. Hamzah 

 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya 

berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, 

bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena da- 

lam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya: 

rūnauta’mَ:ََ َءَ  َََََََت أ مُرُو ن  syai’un : ش ي 

umirtu  :  َُأمُِر ت                          al-nau’    :ََُالنَّوء 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam 

Bahasa Indonesia 

Kata, istil ah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 

istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.  

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 

pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam 

tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi 

di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khu- 

sus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 
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satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara 

utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

 

9. Lafẓ al-Jalālah الله) ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan hu- 

ruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: 

 dīnullāh   :  االله دين
 Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 

al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

الله رحمة في هم :  hum fī raḥmatillāh 

 

10. Huruf Kapital 

 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All 

Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai keten- 

tuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman eja- 

an Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya,  

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,  

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata 

sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
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sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang dida- 

hului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

 

A. Latar Belakang 
 

Tindak pidana korupsi telah menyita perhatian setiap peme- 

rintahan di berbagai negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. 

Siapapun presidennya pasti menyatakan akan memberantas korupsi. 

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat besar, seperti 

dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, mem- 

bahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik. Bahkan 

tindak pidana ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas 

karena potensi negatif yang dikandungnya dengan berevolusi men- 

jadi sebuah budaya.1 Ketika korupsi telah dianggap sebagai budaya 

 

 

1 Evi Hartianti, Tindak Pidana Korupsi, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1. 
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maka itindakan ikorupsi itidak ilagi idianggap isebagai itindak ipidana. 

iBahkan iorang imenganggap iwajar iketika iada iorang iyang 

imelakukan ikorupsi. 

Ironisnya ikorupsi itidak ihanya imembelit ikalangan ielit idan iatas 

iyang imerugikan inegara idalam ijumlah ibesar itetapi ijuga ikalangan 

iba- iwah iyang iberupa ipungutan iliar iyang imerugikan irakyat ikecil. 

iLebih idari iitu iyang imengkhawatirkan ikorupsi idiwariskan idari isatu 

igene- irasi ike igenerasi iberikutnya isehingga imenjadi isuatu 

ikejahatan iyang idilkukan iterus imenerus. iBahkan idilakukan isecara 

isistematis idan iberjamaah iseperti ikasus ikorupsi iE iKTP iyang 

idilakukan ioleh iekseku- itif, ianggota idewan, ibadan iusaha imilik 

inegara idan iswasta.2 iTindakan ikorupsi iyang idilakukan isecara 

ibersama-sama iini imengindikasikan ibahwa ikorupsi itidak ihanya 

idianggap isebagai isuatu ibudaya itetapi ibahkan isudah idianggap 

isebagai isuatu iladang ibisnis idan iusaha.3 

Anggapan ibahwa itindak ipidana ikorupsi imerupakan iladang 

ibisnis idan iusaha ijuga idapat idilihat idari imerajalelanya ipraktek ijual 

ibeli ijabatan idi ikabupaten/kota idi iseluruh iIndonesia. iKomite 

iApara- itur iSipil iNegara i(KASN) imenemukan ibahwa ipraktik ijual 

ibeli ijabatan iterjadi idi i95 ipersen ipengisian ijabatan idi ikabupaten 

i/kota idi iseluruh iIndonesia.4 iUntuk iitu itidak imengherankan ibila 

ibanyaknya ipara ipe- itahana ibupati idan iwalikota iyang imencalonkan 

idiri ilagi ibahkan iistri idan ianaknya idicalonkan iuntuk imenjadi 

ipemimpin idi iwilayah iitu ika- irena ipunya ikesempatan iuntuk 

imemperdagangkan ijabatan. 

 
2 “KTP – el, Korupsi Nyaris Sempurna”, Harian Kompas, tanggal 10 Maret 2017, hal, 1. Disebutkan “Perkara korupsi  

pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012 menjadi kejahatan yang nyaris sempurna. Korup- 
si terjadi sejaka proyek itu dalam perencanaan serta melibatkan anggota legislatif, eksekutif, badan usaha milik  
negara dan swasta” 

3 Deypend Tommy Sibuea dkk, “Kebijakan Hukum Pidana dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indone- 
sia”, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016, hlm. 2. 

4 Praktek Jual Beli Jabatan Merajalela, Kompas, Kamis 1 Agustus 2019, hlm. 2. 
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Penangkapan isejumlah ikepala idaerah iyang iterjadi ikarena iko- 

irupsi imenunjukkan ibelum iditemukannya isolusi iyang ijitu iuntuk 

imemberantas ikorupsi.5 iMemberikan isanksi ipencabutan ihak ipolitik 

iterhadap ikoruptor isebagai ihukuman itambahan iselain ihukuman ipo- 

ikok ijuga imasih ibelum imaksimal. iHal iini idikarenakan isanksi 

ipenca- ibutan ihak ipolitik iterhadap ikoruptor imerupakan ihukuman 

itambahan idari ihukuman ipokok iyang iberupa ihukuman ipenjara. 

iAkibatnya iada ihakim iyang imemberikan isanksi ipencabutan ihak 

ipolitik iterpidana ikorupsi idan iada ihakim iyang itidak imencabut ihak 

ipolitik iterpidana ikorupsi. iDi isamping iitu iada isebagian ipihak iyang 

ikeberatan idike- inakannanya ipencabutan ihak ipolitik ibagi iterpidana 

ikorupsi idengan ialasan ihak ipolitik imerupakan ihak iyang itidak ibisa 

idicabut.6 iPem- iberantasan ikorupsi idengan icara imenangkap idan 

imemenjarakan iterpidana ikorupsi iyang iselama iini idilakukan 

iternyata ibelum icukup iefektif iuntuk imenghentikan idan imenekan 

ijumlah ikorupsi. iBuktinya imantan iterpidana ikorupsi isetelah 

idipenjara idan ibebas ikemudian imelakukan itindak ipidana ikorupsi 

ilagi. iKasus itertangkap itangannya iBupati iKudus, iM iTamzil ioleh 

iKomisi iPemberantasan iKorupsi i(KPK) ijelas imenunjukkan ihal 

itersebut. iUntuk iitu iperlu idipikirkan ibentuk isanksi ilain iyang ibisa 

iefektif iuntuk imemberantas ikorupsi. 

Di isisi ilain ikerugian inegara iakibat itindak ipidana ikorupsi 

isangat ibesar. iSebagai icontoh idata idari iKjaksaan iNegeri iJakarta 

iSelatan ipada itahun i2010 imenyebutkan ibahwa ilebih idari iRp. 

i2.000.000.000.000 i(dua itriliun irupiah) ikerugian inegara iyang itidak 

ibisa idikembalikan ioleh inegara idari iperkara iI iGede iDermawan, 

iEdy iThong idan iH.M. iSo- ieharto. iDimana ikasus iyang ipertama 

i tersangka isakit ipermanen, i ter- 

5 Kepala iDaerah iTidak iJuga iJera. iKompas, iJum’at, i26b iOktober i2018, ihlm. i1. 
6 “Pro-Kontra i Pencabutan i Hak i Politik i Jenderal i Djoko i Susilo”, iTribunnews.com i Jumat, i 20 i Desember i 2013 

i diakses itanggal i19 iMaret i2017. 
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sangka ikedua imelarikan idiri idan itersangka iketiga imeninggal 

idunia.7 iBahkan ikerugian inegara idalam ikurun iwaktu i2001-2015, 

imenurut ihasil ikajian iLaboratorium iIlmu iEkonomi iUniversitas 

iGadjah iMada i(UGM), imencapai iRp. i203, i9 itriliun.8 

Didasari ioleh ibesarnya itingkat ikerusakan iyang idiakibatkan ioleh 

ipelaku ikorupsi, imaka ibanyak ipihak imencoba imenawarkan 

ialternatif isolusi ipenanganan ikejahatan ikorupsi idengan iberbagai 

ibentuk ihu- ikuman. iBeberapa itokoh iagama idan iormas ikeagamaan 

iIslam, ibahkan imengusulkan iuntuk imenghukum ipelaku ikorupsi 

idengan ihukuman imaksimal, iyaitu ihukuman imati isebagai 

ialternatif iterakhir iuntuk imenimbulkan iefek ijera. iKetua iPBNU, 

iK.H. iSaid iAqil iSiradj imisalnya, imenyatakan ibahwa: i“Bandar 

inarkoba, ikoruptor iyang imenggang- igu iekonomi inegara ipantas 

idihukum imati. iKalau isampai i1 itriliun iitu imembangkrutkan inegara, 

iitu iharus imati ihukumannya” iNU imenye- itujui ihukumanmati 

iterhadap ikoruptor idengan ibeberapa iketentuan.9 iPemikiran iyang 

isama ijuga idisampaikan ioleh iMuhammadiyah. iBah- ikan itidak ihanya 

imendukung ipenerapan ihukuman imati ibagi ikorup- itor, 

iMuhammadiyah ijuga imengusulkan iuntuk itidak iperlu imensha- 

ilatkan ijenazah ipelaku ikorupsi. iMajelis iUlama’ iIndonesia ijuga 

ipernah imengeluarkan ifatwa ihukuman imati ibagi ikoruptor ipada 

iacara iMu- isyawarah iNasional iMUI ike-7 ipada itanggal i28 iJuli i2005 

idi iJakarta.10 

7 Muhammad iYusuf, iMerampas iAset iKoruptor: iSolusi iPemberantasan iKorupsi idi iIndonesia, i(Jakarta: iPenerbit 
iBuku iKompas, i2013), ihlm. il9. 

8 Sudarto idkk, i“Mekanisme iPerampasan iAset iDengan iMenggunakan iNon-Conviction iBased iAsset iForfeiture 
iSe- ibagai iUpaya iPengembalian iKerugian iNegara iAkibat iTindak iPidana iKorupsi”, iJurnal iPasca iSarjana 
iHukum iUNS, iVolume i5, iNomer i1, iJanuari-Juni i2017, ihlm. i110. 

9 Buku iMuqarrarāt iNahdhatul iUlama’, iKeputusan iBahtsul iMasail iPWNU iJawa iTimur iTahun i2009-2014, iJilid i2, 
ihlm. i290. 

10 “Fatwa iMajelis iUlama i Indonesia iNomor: i 10/Munas iVII/MUI/14/2005 i tentang iHukuman iMati i dalam 
iTindak i Pida- ina iTertentu”, idalam: ihttp://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-
Tindak-Pindana- iTertentu.pdf 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-Tindak-Pindana-
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-Tindak-Pindana-
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Tidak iefektifnya imemberikan isanksi ihukuman ipenjara ibagi 

iterpidana ikorupsi iserta ibesarnya ikerugian inegara iyang idiakibatkan 

ioleh itindak ipidana ikorupsi imenuntut ipara iakademis iuntuk 

imembe- irikan isolusi ipermasalahan ibangsa itersebut.11 iSalah isatu 

itawaran iyang idiberikan iuntuk imengatasi ipersoalan itersebut iadalah 

imemberikan isanksi iperampasan iaset iterpidana ikorupsi isebagai 

ihukuman ipokok idalam iperkara itindak ipidana ikorupsi. iDengan 

iditerapkannya isanksi itersebut isebagai ihukuman ipokok idiharapkan 

iakan idapat imencegah idan imengurangi ikasus-kasus ikorupsi iyang 

iterjadi idi iIndonesia. 

Berdasarkan ipemikiran idi iatas, ibuku iini imenawarkan ipemba- 

ihasan ipada idua iisu ipenting, iyaitu: ipertama, ibagaimana isanksi ipe- 

irampasan iaset iterpidana ikorupsi imenurut ihukum ipositif, idan 

ikedua, ibagaimana isanksi iperampasan iaset iterpidana ikorupsi 

imenurut ifiqh ijinayah. 

 
 

B. Kerangka Teori 
 

Kebijakan ipenetapan ihukuman idalam ihukum ipidana itidak iter- 

ilepas idari imasalah itujuan iyang iingin idicapai ioleh ikebijakan 

ikrimi- inal isecara ikeseluruhan.12 iHukum ipidana iIslam,13 

isebagaimana ihu- ikum ipidana ipositip iyang idiberlakukan inegara, 

isebagai ihukum iyang imenangani imasalah ipidana idan ipemidanaan 

isudah ibarang itentu imempunyai itujuan iyang iingin idicapai idengan 

imenerapkan ihukum- ian iyang iditetapkan. iDengan ikata ilain, isanksi 

imaupun ihukuman iyang 

 

11 “Fatwa iMajelis i Ulama i Indonesia iNomor: i 10/Munas iVII/MUI/14/2005 i tentang iHukuman iMati i dalam 
iTindak i Pida- ina iTertentu”, idalam: ihttp://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-
Tindak-Pindana- iTertentu.pdf 

12 M. iSholehuddin, iSistem iSanksi iDalam iHukum iPidana: iIsu iDasar iDouble iTrack iSystem i& iImplementasinya, 
iJakarta: iRaja iGrafindo iPersada, i2004, ihlm. i22. 

13 Penyebutan i Hukum i Pidana i Islam i sebagai i ganti i Fiqh i Jinayah i dilakukan i untuk i lebih i memudahkan. 

http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-Tindak-Pindana-
http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/42.-Hukuman-Mati-dalam-Tindak-Pindana-
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ada ibaik idalam ihukum iposistif imaupun ihukum ipidana iIslam itidak 

akan iditerapkan ikecuali iada itujuan iyang iingin idicapainya. 

Para i iahli i iushul i ifiqh i isepakat i imenyatakan i ibahwa i ipada i 

iseti- iap ihukum iyang idisyariatkan ioleh iAllah iterkandung 

ikemaslahatan ibagi imanusia ibaik iitu ikemaslahatan iyang ibersifat 

iduniawi imaupun ikemaslahatan iyang ibersifat iukhrawi. iBahkan, 

ikemaslahatan iyang iterkandung i dalam i setiap i hukum i yang 

i disyariatkan i Allah i itu i bersi- ifat iḍarūrī. iArtinya ikemaslahatan iitu 

imerupakan isuatu iyang iharus idiwujudkan idan idirealisasikan. iAllah 

isendiri itidak imempunyai ike- ipentingan iterhadap isegala iperintah 

idan ilarangan iyang idisyareatkan ikepada imanusia ikecuali ihanya 

iuntuk ikemaslahatan imereka.14 iTanpa imempertimbangkan itujuan 

idiberlakukannya ihukuman idalam ihu- ikum ipidana iIslam imaka 

ihukuman imenjadi ikehilangan iesensi idan isubstansi itujuan idari 

idiberlakukannya ihukuman iPadahal, i itujuan idari idiberlakukannya 

ihukuman idalam ihukum ipidana iIslam iadalah iuntuk ikemaslahatan 

imasyarakat. iIbrahim iShalih imenyatakan ibahwa itujuan iditetapkan 

ihukuman idalam isuatu itindak ipidana idalam ihu- ikum iIslam iadalah 

isebagai ibentuk ibalasan iatas itindak ipidana iyang itelah idilakukan 

iuntuk ikemaslahatan imasyarakat.15 iAbd ial-Qadir iAu- idah 

imenyatakan ibahwa ihukuman iadalah ibalasan iyang iditetapkan 

iuntuk ikemaslahatan imasyarakat iatas ipelanggaran iketentuan 

isyara.16 

Sanksi iatau ihukuman idalam ihukum ipidana iIslam iberorientasi ikepada 

idua ikepentingan iyaitu ikepentingan iumum iatau imasyarakat idan i 

ikepentingan i iindividu i iatau i iperorangan. i iHukuman i iyang i ibero- 

14 Hamka iHaq, iAl iSyatibi: iAspek i Teologis i Konsep iMaslahah i dalam i Kitab i al iMuwafaqat, i(Surabaya: iErlangga, i2007), ihlm. 
i90. 

15 Abd i al i Ghafar i Ibrahim i Shalih, i Al-Qiṣāṣ i fī i al-Nafsi i fi i al- i Syarī’ah i al-Islāmiyyah: i Dirāsah i Muqāranah, i (Kairo: i Al- 
iNahḍah ial iMisriyyah, i1989/1409), ihlm. i10 

16 Abdul iQadir iAudah, iAl-Tasyrī’ ial-Jinā’ī ial iIslāmī: iMuqāran ibi ial-Qanūn ial-Waḍ’ī, iJuz i1, i(Beirut: iDār ial iKātib ial iA’rabi, itt.), 
ihlm. i609. 
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rientasi ipada ikepentingan iumum iatau imasyarakat idikenal idengan 

iistilah iḥaqqan ilillāh i(Hak iAllah). iSedangkan ihukuman iyang iberori- 

ientasi ipada ikepentingan ipribadi iatau iindivid idikenal idengan iistilah 

iḥaqqan ilil iafrad i(Hak imanusia iperorangan).17 iSuatu itindak ipidana 

iterkadang ihanya imelanggar isatu ihak isaja idan iterkadang 

imelanggar idua ihak. 

Orang iyang imelakukan itindak ipidana ipencurian, iatau idalam 

itu- ilisan iini itindak ipidana ikorupsi, imaka iorang itersebut 

imelanggar idua ihak iyaitu ihak iAllah idan ihak imanusia. iIni iberati 

iorang itersebut iketika iterbukti ibersalah imaka iia idikenakan idua 

isanksi iatau ihukuman iyakni isanksi idihukum ipenjara idan isanksi 

ipengembalian ihasil ikorupsi. iDe- ingan idemikian, iketika iorang 

imelakukan itindak ipidana ikorupsi imaka itidak ihanya idihukum 

ipenjara itetapi ijuga iharus imengembalikan ihasil ikorupsinya.18 

Berkembangnya ikehidupan idalam imasyarakat idi izaman imo- 

idern iini imenuntut idilakukan iterobosan-terobosan ipenanganan idan 

ipenyelesain ikasus-kasus ihukum. iAndaikan ihanya imengandalkan 

icara-cara ipenyelesain ikonvensional iseperti ihanya imendasarkan 

ipada iteks iperundang-undangan iatau ihanya imendasarkan ipada isatu 

inorma ihukum imaka itujuan idari ihukum itidak iakan itercapai. 

iPenye- ilesain i kasus i hukum i dibutuhkan i pendekatan i hukum 

i progresif19 i se- 

 

17 Abdul iQadir iAudah, iAl-Tasyrī’ ial-Jinā’ī ial iIslāmī: iMuqāran ibi ial-Qanūn ial-Waḍ’ī, iJuz i1, i(Beirut: iDār ial iKātib 
ial iA’rabi, itt.), ihlm i79., iAbdul iKarim iZaydan, iAl-Madkhal iLidirāsati iSyarī’at ial-Islāmiyyah, i(Baghdad: iAl iQuds, 
i1986 iM/1407 iH), ihlm. i404. 

18 Abdul iQadir iAudah, iAl-Tasyrī’ ial-Jinā’ī ial iIslāmī: iMuqāran ibi ial-Qanūn ial-Waḍ’ī, iJuz i1, i(Beirut: iDār ial iKātib 
ial iA’rabi, itt.), iJuz i2, ihlm. i620. 

19 Bagi i hukum i progresif, i hukum i adalah i untuk i manusia, i sedangkan i bagi i hukum i praktis, i manusia 
i untuk i kepen- itingan ihukum i(Satjipto iRaharjo, iHukum iProgresif iSebagai i dasar iPembangunan i Ilmu 
iHukum iIndonesia, idalam iQodri iAzizy idkk, iMenggagas iHukum iProgresif idi iIndonesia, i(Yogyakarta: iPustaka 
iPelajar, i2006), ihlm. i9. iLihat ijuga iSatjipto iRaharjo, iMembedah iHukum iProgresif, iJakarta, iPenerbit iBuku 
iKompas, i2006, ihlm. iix. 
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hingga itidak ihanya iterpaku ipada iteks-teks i iperundang-undangan 

idan ijuga idibutuhkan ipendekatan ilegal ipluralism.20 

Mengingat ikompleksnya ipermasalahan ikorupsi imaka iuntuk ipe- 

inyelesainnya itidak ihanya imengandalkan isatu ipendekatan isaja 

itetapi imembutuhkan ibeberapa ipendekatan. iPendekatan iyang 

idigunakan idalam ipenyelesain ikasus ikorupsi iutamanya idi isini 

iperampasan iaset iterpidana ikorupsi iadalah ipendekatan itujuan 

ihukum idan ihukuman, ipendekatan ihak iAllah idan iHak imanusia, 

ipendekatan ihukum iprore- isif idan ipendekatan ilegal ipluralism. 

iDengan ipendekatan-pendekatan itersebut imaka iperfect ijustice iakan 

idapat idicapai idan iakan imemberi- ikan ibanyak ikemaslahatan ibagi 

imasyarakat. 

 

C. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Data Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan 

menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Bahwa peneli- 

tian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang akan 

mengkaji kesenjangan dalam asas-asas hukum di mana mengguna- 

kan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer serta ba- 

han hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu dikaji dari bahan- 

bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, catatan- 

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan 

dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perampasan 

aset terpidana korupsi.21 Sedangkan bahan hukum sekunder, yaitu 

20 Werner Menski, Comparative Law in Global Contextt , (New York, Cambridge University Press, 2006, 187), hlm. 187, 
juga lihat Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek) , (Depok: Rajawali 
Pers, 2018), hlm. 297. 

21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 141. 
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bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, seperti litera- 

ture atau buku-buku hukum, karya tulis hukum baik yang termuat 

dalam media massa maupun media internet yang berkaitan dengan 

perampasan aset terpidana korupsi.22
 

 
2. Metode Pengumpulan Data dan Analisisnya 

 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kepustakaan ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah 

dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah 

pemidanaan atau hukuman baik yang berasal dari sumber primer 

maupun sumber yang sekunder. Setelah proses pengumpulan data 

selesai, dilakukan proses seleksi data untuk mendapatkan informasi 

yang lebih terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab oleh 

penelitian ini. Setelah proses seleksi data selesai, dilakukan proses 

diskripsi, yakni menyusun data itu menjadi sebuah teks naratif. Pada 

saat penyusunan data menjadi teks naratif ini dilakukan analisis data 

dengan menggunakan teori tujuan hukum dan hukuman dalam hu- 

kum pidana positif maupun hukum pidana Islam, teori hak Allah dan 

hak individu, teori hukum progresif dan legal pluralism. Setelah pro- 

ses diskripsi data yang berkaitan dengan perampasan aset terpidana 

korupsi dengan menggunakan pendekatan teori-teori tersebut ke- 

mudian dilakukan proses penyimpulan 

 

 

 

 

 

 

 

22 “Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), hlm. 52.” 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB II 

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM 

HUKUM PIDANA DAN DALAM FIQH 

JINAYAH (HUKUM PIDANA ISLAM) 

 

 
A. Korupsi dalam Hukum Pidana 

1. Pengertian Korupsi 

 
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corrumpo- 

re yang masing-masing berarti penyuapan dan merusak.23 Sedang- 

kan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti buruk, 

rusak, suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya, dapat 

 

 
23 IGM Nurdjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, cetakan 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

hlm. 14. 
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disogok melalui kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan priba- 

di.24
 

Secara iterminologi ibanyak idefinisi ikorupsi iyang idikemukakan 

ioleh ipara iahli iyang ipada imuaranya imenuju ikepada isatu isubstansi, 

iyaitu ipenyelewenangan iatau ipenggelapan iuang inegara iatau iperusa- 

ihaan iuntuk ikepentingan ipribadi iatau iorang ilain.25 iBerikut iini 

ibebe- irapa idefinisi ikorupsi idimaksud. 

a. Transparancy iInternasional, isebagaimana idikutip iShoim,26 imen- 

idefinisikan ikorupsi isebagai iperilau ipejabat ipublik, ibaik ipoliti- 

ikus imaupun ipegawai inegeri iyang isecara itidak iwajar idan 

itidak ilegal imemperkaya idiri iatau imemperkaya imereka iyang 

idekat idenganya idengan imenyalahgunakan ikekuasaan ipublik 

iyang idi- ipercayakan ikepada imereka. 

b. Webster’s iThird iNew iInternasional iDictionary imendefinisikan iko- 

irupsi isebagai iajakan i(dari iseorang ipejabat ipublik) idengan iper- 

itimbangan-pertimbangan iyang itidak isemestinya iuntuk imelak- 

isanakan ipelanggaran itugas. 

c. Zainal iAbidin imengartikan ikorupsi isebagai isuatu iperbuatan 

imenyimpang idari iperaturan idan imoral, imenyalahgunakan ike- 

iwenangan iatau ikekuasaan iserta imenghancurkan 

ikepercayaan.27 

d. Mochtar iLubis idan iJames iC. iScott imengartikan ikorupsi isebagai 

ipenggunaan i yang i korup i dari i kekuasaan i yang i dialihkan, 

i atau 

24 Departemen iPendidikan idan iKebudayaan iRI, iKamus iBesar iBahasa iIndonesai, i(Jakarta: iBalai iPustaka, i1995), 
ihlm. i527. 

25 Departemen iPendidikan idan iKebudayaan iRI, iKamus iBesar iBahasa iIndonesai, i(Jakarta: iBalai iPustaka, i1995), 
ihlm. i527. 

26 Muhammad iShoim, i“Pengaruh iPelayanan iPublik iterhadap iTingkat iKorupsi ipada iLembaga iPeradilan idi iKota 
iSemarang”, iLaporan iPenelitian iIndividual idibiayai ioleh iPusat iPenelitian iIAIN iWalisongo iTahun i2009, ihlm. 
i14. 

27 Zainal iAbidin, iPsikologi iKorupsi, i(Bandung: iRemaja iRosdakarya, i2015), ihlm. i11. 
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penggunaan isecara idiam-diam ikekuasaan iyang idialihkan iber- 

idasarkan iwewenang iyang imelekat ipada ikekuasaan iitu iatau 

iber- idasarkan ikemampuan iformal, idengan imerugikan itujuan-

tuju- ian ikekuasaan iasli idan idengan imenguntungkan iorang iluar 

iatas idalil imenggunakan ikekuasaan iitu idengan isah.28 

e. Baharuddin iLopa imenyatakan ibahwa icorruption iadalah ithe iof- 

ifering iand iaccepting iof ibribes i(penawaran/pemberian idan ipe- 

inerimaan ihadiah-hadiah iberupa isuap). iDi isamping iitu ijuga idi- 

iartikan isebagai i“decay” iyaitu ikebusukan iatau ikerusakan. iYang 

ibusuk i/rusak iadalah imoral idan iahlak ioknum iyang imelakukan 

iperbuatan ikorupsi. iSesuai idengan iarti iau icorruptio, iyaitu 

imoral iperversion i(kerusakan imoral).29 

f. Undang-Undang iNomor i31 itahun i1999 itentang iPemberantasan 

iTindak iPidana iKorupsi i(selanjutnya idisebut iUU iTipikor) iseba- 

igaimana itelah idiubah idengan iUndang-Undang iNomor i20 iTa- 

ihun i2001 itentang iPerubahan iUndang-Undang iNomor i31 

itahun i1999 itentang iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi 

i(selanjut- inya idisebut iUU iTipikor iBaru iatau iPerubahan) isama 

isekali itidak imembuat idefinisi itentang ikorupsi, imelainkan 

imengidentifikasi iperbuatan-perbuatan itertentu iyang 

idikualifikasi isebagai iko- irupsi. iBeberapa iperbuatan iyang 

idiidentifikasi isebagai ikorupsi iantara ilain: 

g. Setiap iorang iyang isecara imelawan ihukum imelakukan iperbuat- 

ian imemperkaya idiri isendiri iatau iorang ilain iatau isuatu 

ikorpora- 

 

28 Mochtar iLubis idan iJames iC. iScott, iBunga iRampai iKorupsi, iJakarta: iLP3ES, i1995), ihlm. i4. 
29 Baharuddin iLopa, iMasalah iKorupsi idan iPemecahannya, i(Jakarta: iPutih iAksara, i1997), icet. i1, ihlm. i1. 
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si iyang idapat imerugikan ikeuangan inegara iatau iperekonomian 

inegara.30 

h. Setiap iorang iyang idengan itujuan imenguntungkan idiri isendiri 

iatau iorang ilain iatau isuatu ikorporasi, imenyalahgunakan ikewe- 

inangan, ikesempatan iatau isarana iyang iada ipadanya ikarena ija- 

ibatan iatau ikedudukan iyang idapat imerugikan ikeuangan 

inegara iatau iperekonomian inegara.31 

i. “Setiap i orang i yang: i memberi i atau i menjanjikan i sesuatu 

i kepa- ida ipegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara idengan 

imaksud isupaya ipegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara 

itersebut iber- ibuat iatau itidak iberbuat isesuatu idalam 

ijabatannya, iyang iber- itentangan idengan ikewajibannya; iatau 

imemberi isesuatu ikepada ipegawai inegeri iatau ipenyelenggara 

inegara ikarena iatau iberhu- ibungan idengan isesuatu iyang 

ibertentangan idengan ikewajiban, idilakukan iatau itidak 

idilakukan idalam ijabatannya.32 

j. Pegawai inegeri iatau ipenyelenggara inegara iyang imenerima 

ipemberian iatau ijanji isebagaimana idimaksud ipada ipoin ic.33 

k. Setiap iorang iyang imemberi iatau imenjanjikan isesuatu 

ikepada ihakim idengan imaksud iuntuk imempengaruhi iputusan 

iperkara iyang idiserahkan ikepadanya iuntuk idiadili; iatau 

imemberi iatau imenjanjikan isesuatu ikepada iseseorang iyang 

imenurut iketentu- ian iperaturan iperundang-undangan 

iditentukan imenjadi iadvo- ikat iuntuk imenghadiri isidang 

ipengadilan idengan imaksud iun- ituk imempengaruhi inasihat 

iatau ipendapat iyang iakan idiberikan 

30 Pasal i2 iayat i(1) iUU iTipikor. 
31 Pasal i3 iUU iTipikor. 
32 Pasal i5 iayat i(1) iUU iTipikor iBaru. 
33 Pasal i5 iayat i(2) iUU iTipikor iBaru. 
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berhubung idengan iperkara iyang idiserahkan ikepada ipengadilan 

iuntuk idiadili.34 

l. Hakim idan iadvokat iyang imenerima ipemberian iatau ijanji 

iseba- igaimana idimaksud idalam ipoin ie.35 

m. Dan ilain isebagainya. 

 
Dengan iungkapan iyang ilain, iUU iTipikor ilama ijo. iUU iTipikor 

ibaru imengklasifikasi ikorupsi idalam itujuh ijenis iyaitu: i(1) 

imerugikan ikeuangan inegara i(memperkaya idiri isendiri/orang ilain 

iatau imenya- ilahgunakan ikewenangan isehingga imerugikan 

ikeuangan inegara), i(2) isuap, i(3) igratifikasi, i(4) ipenggelapan 

idalam ijabatan, i(5) ipemerasan, 

(6) iperbuatan icurang, idan i(7) ikonflik ikepentingan. 

 
Dari ibeberapa idefinisi idan icontoh ikualifikasi ikorupsi itersebut 

inampak ibahwa ikorupsi imempersyaratkan iadanya ijabatan iatau ike- 

iwenangan ipublik iyang itidak idipergunakan isebagaimana imestinya 

idemi imendapatkan ikeuntungan, ibaik ibagi iorang iyang imenduduki 

ijabatan iatau imemegang ikewenangan itersebut isecara ilangsung iatau 

itidak ilangsung, imaupun ibagi iorang ilain. 

 

2. Unsur-unsur i Korupsi 
 

Beberapa idefinisi idan icontoh itentang ikorupsi idi iatas isecara 

itidak ilangsung itelah imenggambarkan iunsur-unsur ikorupsi, iyaitu 

imenyalahgunakan ikekuasaan, ikekuasaan iyang imempunyai iakses 

ibisnis iatau ikeuntungan imateri, idan ikeuntungan ipribadi.36 iUnsur 

iter- 

 

 

34 Pasal i6 iayat i(1) iUU iTipikor iBaru. 
35 Pasal i6 iayat i(2) iUU iTipikor iBaru. 
36 IGM iNurdjana, iSistem iHukum iPidana idan iBahaya iLaten iKorupsi, icetakan i1, i(Yogyakarta i: iPustaka iPelajar, 

i2010), ihlm. i14-15. 
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penting idari ikorupsi idan isebagai ipenentu ibesar ikecilnya iakibat ine- 

igatif ikorupsi iadalah iunsur ipenyalahgunaan ikekuasaan. iSemakin ibe- 

isar ipenyalahgunaan ikekuasaan idilakukan ioleh iseseorang ipemegang 

ijabatan/kewenangan, imaka isemakin ibesar ipula ibahaya idan iakibat 

inegatifnya. iSebaliknya isemakin ikecil ipenyalahgunaan ikekuasaan/ 

ijabatan, imaka isemakin ikecil ipula ibahaya idan iakibatnya. 

Unsur iyang ikedua, iyaitu ikekuasaan imerupakan iunsur iprasyarat. 

iArtinya ikorupsi ihanya iada ipada ikekuasaan. iAtau idengan iungkapan 

iyang ilain, itidak iakan iada ikorupsi itanpa ikekuasaan, iapakah 

ikekuasa- ian iitu ibesar iatau ikecil. iSemakin ibesar ikekuasaan, imaka 

isemakin ibe- isar ipula ipotensi iterjadinya ikorupsi. iSebaliknya 

isemakin ikecil isuatu ikekuasaan, isemakin ikecil ipula ipotensi 

ikorupsinya. iAtau ibesar ikecil- inya ipotensi ikorupsi idipengaruhi ioleh 

isifat idari ikekuasaan iitu, iapa- ikah imemiliki iakses ibisnis/materi 

iatau itidak. iYang idisebut ipertama ijelas ilebih ibesar ipotensi 

iterjadinya ikorupsi idibanding iyang iterakhir. 

Unsur iyang iketiga, iyaitu ikeuntungan ipribadi, iboleh idisebut 

isebagai iunsur ipelengkap idari ikorupsi. iNamun idemikian, iia isangat 

imenentukan iada iatau itidaknya iperbuatan ikorupsi. iOleh ikarena iitu, 

iunsur iketiga iini isesuatu iyang ikrusial isifatnya. iKetiadaan iunsur iini 

ihanya isemata imeniadakan ikualifikasi isuatu iperbuatan isebagai iko- 

irupsi, imanakala isuatu ikekuasaan itelah idipergunakan isecara itidak 

isemestinya. iNamun itetap isaja ihal iitu imengandung iaspek inegatif. 

Menurut iYuntho,37 isesungguhnya idalam iUU iTipikor itelah idie- 

ilaborasi isatu iunsur idari itindak ipidana ikorupsi, iyaitu imerugikan 

ike- iuangan inegara. iNamun iunsur i ini i justru i lebih ibanyak 

imenimbulkan 

 

37 Emerson iYuntho, idkk., i“Penerapan iUnsur iMerugikan iKeuangan iNegara idalam iDelik iTindak iPidana iKorupsi,” 
iHasil iPenelitian i Indonesian iCorruption iWatch i (ICW) i bekerjasama i dengan iYayasan i Lembaga i Bantuan 
iHukum i Indone- isia idan iLembaga iBantuan iHukum iSemarang iTahun i2014, iterutama iBab iII, ihlm. i17-39. 
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permasalahan idalam ikonteks ipenanganan iperkara ikorupsi. iBeberapa 

ipermasalahan ipenerapan iunsur ikerugian inegara idalam ipenanganan 

ikorupsi iadalah isebagai iberikut. 

a. Hanya idiatur idalam ipasal i2 idan ipasal i3 iUU iTipikor; 

b. Tiap iorang imempunyai ipersepsi iyang itidak isama imengenai 

ike- iuangan inegara; 

c. Sebagai ikonsekwensi idari ipoin i2 idia iatas, iruang ilingkup 

ikerugi- ian inegara ibelum idisepakati; 

d. Adanya ipemahaman iyang iberbeda itentang iactual iloss idan ipoten- 

itial iloss iatas iunsur ikerugian inegara, iatau isingkatnya ikerugian 

inegara imerupakan idelik iformil iatau idelik imateriil; 

e. Kesulitan iuntuk imengeksekusi iuang ipengganti ikerugian inega- 

ira; 

f. Metode ipenghitungan ikerugian inegara ibervariasi iyang ipada 

iakhirnya imenimbulkan iketidakpastian ijumlah ikerugian inegara 

iitu isendiri; 

g. Unsur ikerugian inegara imasih isebatas ipada iaspek ifinansial; 

h. Penghitungan ikerugian inegara imemperlambat ipenuntasan 

iperkara ikorupsi; 

i. Pengembalian ikerugian inegara imenghentikan ipenanganan 

iperkara ikorupsi. 

Terdapat itiga ikelompok ipendapat iyang iberbeda imengenai iperlu 

iatau itidaknya i“unsur ikerugian ikeuangan inegara” idalam itindak ipi- 

idana ikorupsi. iPendapat ipertama imenyebutkan ibahwa ipencantum- 

ian i unsur i “merugikan i keuangan i negara” i dalam i delik i tindak 

i pidana 
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korupsi isudah iselayaknya idihilangkan. iHal iini isetidaknya idasarkan 

ipada isejumlah ialasan.38 

Pertama, iunsur i“kerugian ikeuangan inegara” itidak imasuk iseba- 

igai isalah isatu iunsur idalam itindak ipidana ikorupsi idalam iUnited 

iNati- ions iConvention iAgainst iCorruption i(UNCAC) iyang isudah 

idiratifikasi idengan iUU iNo i7 iTahun i2006. 

Kedua, ibanyak itindak ipidana ikorupsi iyang itidak imerugikan 

ikeuangan inegara isecara ilangsung, iseperti itindak ipidana 

ipenyuap- ian. iDalam ihal iini iyang idirugikan iadalah imasyarakat, 

ibukan inegara. i“Walaupun itidak imerugikan ikeuangan inegara, 

idampak itindak ipida- ina isuap iini isangat imerugikan ipelaku ipasar 

iyang isecara itidak ilang- isung idapat imerugikan iperekonomian.” 

Ketiga, iterdapat iperlakuan iyang isama iantara ibadan iusaha 

imilik inegara i(BUMN) idan iperusahaan iswasta ikalau iterjadi itindak 

ipidana iyang imelibatkan ikorporasi itersebut. iDengan iperubahan 

isikap iseper- iti iini, iyang idisertai idengan iperubahan iundang-undang 

iyang iterkait, imaka ipemberantasan ikorupsi imenjadi ilebih iluas idan 

ilebih iadil. 

Keempat, imembuka ipeluang idituntutnya ikerugian inon ikeu- 

iangan inegara. iDampak ikorupsi itidak ihanya imenimbulkan ikerugian 

ikeuangan inegara inamun ijuga ikerugian ilain iseperti ikerugian 

imasya- irakat iatau isosial, ipihak iswasata, ikerugian iekologis imaupun 

ikerugi- ian ilainnya. iMenurut iRimawan, ikerugian inegara ijauh ilebih 

ibesar ijika idimasukkan ipula ibiaya iantisipasi idan ipenanganan 

iperkara ikorupsi, ibiaya i implisit i atau i efek i beban i finansial 

i negara i akibat i korupsi. i Ke- 

 

38 Yunus iHusein i menekankan i bahwa i tidak i perlu imempermasalahkan i lagi i ada/tidaknya i kerugian i negara 
i pada i sua- itu itindak ipidana ikorupsi. iYunus ihusein, i“Kerugian iNegara idalam iTipikor”, idimuat idalam iKoran 
iSeputar iIndonesia i(Sindo), iedisi iRabu, i28 iMei i2008, ikolom iOpini, ihlm. i7 iatau idapat idiakses imelalui ilaman 
iblog ipenulis ihttps:// iyunushusein.wordpress.com/2008/07/08/. 
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rugian inegara idi iluar iuang iyang idikorup iitu, idapat ikategorikan ise- 

ibagai ibiaya isosial ikorupsi iyang irumusan ipenghitunganya ibelum 

iada idi iIndonesia. iBesaran ibiaya isosial ibisa imembengkak ijika iada 

iprak- itik ipencucian iuang iyang iterjadi idan imengalir ihingga ike iluar 

inegeri. iBiaya ipengejaran iaset iyang idicuci iitu itentu isangat ibesar, 

isementara iefeknya ibisa imembuat idinamika iekonomi inasional 

iterkena iimbas- inya isebab iada idana iyang ilari ike ikawasan iasing.39 

Kelima, itanpa iharus imembuktikan iunsur ikerugian inegara ida- 

ipat imendorong ipercepatan ipenanganan iperkara ikorupsi ikhususnya 

iyang idijerat idengan iPasal i2 idan iPasal i3 iUU iTipikor. iSebagaimana 

idisampaikan isebelumnya ipenghitungan ikerugian inegara iyang idi- 

ilakukan ioleh iBPK iatau iBPKP imemerlukan iwaktu iyang ilama. iHal 

iini imemberikan ipengaruh ipada ilambatnya iproses ihukum iyang 

isedang iditangani ioleh iinstitusi ipenegak ihukum. iMenurut ipakar 

ihukum iPi- idana iUniversitas iIndonesia, iIndriyanto iSeno iAdji, 

ipenempatan iunsur ikerugian inegara ijustru imenjadi ikendala ibagi 

ipenegak ihukum. iBer- idasarkan i asas i hukum i pidana, i sebenarnya 

i perbuatan i yang i dipida- ina icukup iadanya iperbuatan imelawan 

ihukum iatau ipenyalahgunaan iwewenang. iKeberadaan iunsur 

ikerugian inegara, imakin imenghambat ipengusutan ikorupsi ikarena 

iperhitungannya idilakukan ilembaga ilain, iyakni iBadan iPemeriksa 

iKeuangan i(BPK) iatau iBadan iPengawasan iKeuangan idan 

iPembangunan i(BPKP).40 

Tidak idimasukkannya iunsur ikerugian ikeuangan inegara idalam 

idelik ikorupsi, isejalan idengan imasuknya idraf iRUU iPerampasan 

iAset 

39 Rimawan, i“Akibat iKorupsi, iUang iNegara iMenguap iRp168,19 itriliun”, iTempo.co, iedisi isenin, i4 iMaret i2013 
iatau iver- isi ielektroniknya idapat idiakses ipada ilaman ihttps://nasional.tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-
uang-negara- imenguap-rp16819-triliun. 

40 Indriyanto iSeno iAji, i“Pembuktian iKerugian iNegara iMenghambat”, iKompas, i30 iSeptember i2013 idiakses idari 
ihttp://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1413-pembuktian-kerugian-negara-menghambat itanggal i1 iJuli 
i2020. 

http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1413-pembuktian-kerugian-negara-menghambat
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dalam iprogram ilegislasi inasional, idimana iperampasan iaset itidak 

iharus imenunggu iputusan ipengadilan iyang iberkekuatan ihukum itetap 

i(inkracht i van i gewisdje) i yang i menyatakan i bahwa i terdakwa 

i bersalah.41 

Keenam, ikeuntungan ipokok idari itidak idimasukkannya iunsur 

ikerugian ikeuangan inegara isebagai iunsur idelik ikorupsi iyaitu itidak 

iadanya ipolemik imengenai ikonsep ikeuangan inegara iatau ikerugian 

inegara idan ijuga ikewenangan idalam imenghitung ikerugian inegara. 

iMeski iunsur i“merugikan ikeuangan inegara” itidak idimasukkan ida- 

ilam irumusan idelik itipikor, itetapi ipengaturan idelik itipikornya 

ipeng- iganti iPasal i2 idan iPasal i3 iUU iTipikor itetap iharus ijelas. 

iSehingga iketi- ika irumusan iunsur i“merugikan ikeuangan inegara” 

itidak idimasukkan, ijustru imenimbulkan imulti itafsir idalam 

ipenerapannya. 

Mengingat isecara ihistoris isudah i40 itahun ilebih iperspektif iter- 

ikait ikerugian ikeuangan inegara itelah idipertahankan. iPengaturan 

ihukuman itambahan iberupa isubsidair iharus ijelas, isehingga itidak 

isebanding idengan iuang ipengganti iyang iharus idikembalikan ike ikas 

inegara. iHukuman isubsidair iatas iuang ipengganti iharus idisesuaikan 

idengan ijumlah ikerugian iakibat itindak ipidana ikorupsi, ijangan 

iterlalu irendah, iapalagi ijika inilai ikorupsinya ibesar.42 

Pendapat ilain imenyampaikan iunsur i“merugikan ikeuangan 

inegara” imasih idiperlukan idalam iproses ipenegakan ihukum ipena- 

inganan iperkara itipikor itermasuk idi idalamnya imencantumkan 

iunsur itersebut idalam iRevisi iUU iTipikor. iHal iini ididasarkan ipada 

ipertim- ibangan; ipertama, iuntuk imemastikan ibenar ikorupsi itelah 

iterjadi. iKe- 

41 Sayang i sekali i hingga i saat i ini i RUU i ini i belum i juga i disahkan i menjadi i Undang-Undang, i padahal 
i sudah i disusun isejak imasa iPresiden iSusilo iBambang iYudhoyono. 

42 Andiyono, iDirektur iLBH iSemarang, iLocal iWorkshop i“Mengkaji iUnsur iKerugian iNegara idalam iDelik iTipikor, 
iSema- irang i4 iNovember i2013. 
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dua, iuntuk imenentukan idasar iberapa ibesaran inegara idirugikan iserta 

iuntuk imenentukan idasar iperampasan iaset ihasil ikorupsi.43 

Sejalan idengan iitu imenurut iPaku iUtama,44 isuatu iperbuatan 

iti- idak idapat imenjadi idelik ikorupsi iapabila itidak iterdapat i(baik 

ipotential iloss) iunsur ikerugian inegara. iSelain iitu, iunsur ikerugian 

inegara ime- irupakan isalah isatu idasar iuntuk imenghitung iberapa 

iaset iperolehan ihasil ikorupsi iyang iharus idikembalikan. iDalam 

imemahami iupaya ipemaksimalan ipengembalian ikerugian inegara 

imelalui iperspektif iasset irecovery, imaka iaparat ipenegak ihukum 

itidak idapat imemisahkan iunsur ikerugian inegara isebagai iunsur iyang 

iberdiri isendiri idalam ime- inetapkan ibesaran iaset iperolehan ihasil 

ikorupsi iyang iharus idikemba- ilikan. 

Selain iitu imuncul ipula ipendapat ilain itentang ipengaturan 

iunsur i“kerugian ikeuangan inegara” idalam idelik itipikor iseperti iyang 

idike- imukakan ioleh iYunus iHusein.45 iMenurut imantan iKetua iPusat 

iPela- iporan idan iAnalisis iTransaksi iKeuangan i(PPATK) iini, iunsur 

ikerugian ikeuangan inegara ibisa isaja itetap idiatur idalam iUU iTipikor 

iyang iakan idatang, itetapi ihanya isebagai ialasan ipemberat, ibukan 

isebagai iunsur iutama iyang iwajib idibuktikan ioleh ijaksa. iApabila 

ijaksa imenemukan iadanya ikerugian ikeuangan inegara, imaka ijaksa 

ibisa imenuntut ilebih iberat ilagi. iSelain iitu ijika iunsur ikerugian 

ikeuangan inegara itetap iingin idipertahankan i dalam i UU i Tipikor 

i sebagai i pemberat, i maka i definisi 

 

 

43 Leo iNugroho, iKonsultan idan imantan iAuditor iBPKP, idisampikan ipada iFocus iGroup iDiscussion i“Kajian 
iUnsur iKerugian iNegara idalam iDelik iTipikor” iyang idiselenggarakan iICW ipada i17 iSeptember i2013. 

44 Paku i Utama, i“Memaksimalkan i Pemahaman i dan i Penerapan i Unsur i Kerugian iNegara i Dalam i Upaya 
i Pengembalian iAset iBerdasarkan iDelik iTindak iPidana iKorupsi i“Disampaikan idalam idisampaikan idalam iFocus 
iGroup iDiscussion iMengkaji iUlang ikeberadaan iUnsur iMerugikan iKeuangan iNegara idalam iDelik iTindak iPidana 
iKorupsi, iSelasa i17 iSeptember i2013.” 

45 “Akademisi i: iHapus iKerugian iNegara idari iUnsur iKorupsi”, idiakses idari ihttps://www.hukumonline.com/berita/ 
ibaca/lt5248a99bb71aa/akademisi--hapus-kerugian-negara-dari-unsur-korupsi/ itanggal i5 iJuni i2020. 

http://www.hukumonline.com/berita/
http://www.hukumonline.com/berita/
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keuangan inegara iharus idiperluas. iBukan ihanya ikerugian iekonomi, 

imelainkan ijuga ikerugian iekologis iakibat ihasil ikorupsi iyang isaat 

iini ibelum itersentuh. 

 

3. Jenis-jenis iKorupsi 
 

Seperti itelah idikemukakan ipada iparagraf iterdahulu iUU iTipikor 

itelah imengidentifikasi ibeberapa imacam itindak ipidana ikorupsi ike 

idalam itujuh ikelompok, i“yaitu i(1) imerugikan ikeuangan inegara iatau 

imenyalahgunakan ikewenangan isehingga imerugikan ikeuangan ine- 

igara), i(2) isuap, i(3) igratifikasi, i(4) ipenggelapan idalam ijabatan, i(5) 

ipemerasan, i(6) iperbuatan icurang, idan i(7) ikonflik ikepentingan.” 

Secara i teoritis i para i i ahli i i mengemukakan i i jenis-jenis i 

i korup- isi iberdasarkan ikeadaan ipelaku idan imodus ioperandinya. 

iMisalnya, iChaerudin46 i membagi ijenis ikorupsi imenjadi itujuh 

isebagai iberikut. 

a. Korupsi itransaktif, iyaitu ikorupsi iyang imenunjukkan iadanya 

ikesepakatan itimbal ibalik iantara ipemberi idan ipenerima iyang 

imenguntungkan ikeduanya. 

b. Korupsi iekstorsif, iyaitu ikorupsi iyang idipaksakan ikepada isuatu 

ipihak idisertai idengan iadanya iteror, iancaman, idan itekanan. 

c. Korupsi iintensif, iyaitu ikorupsi iyang idilakukan idengan icara 

imemberikan ipenawaran isuatu ijasa iatau ibarang itertentu 

ikepada ipihak ilain idemi ikeuntungan imasa idepan. 

 

 

 

 

46 Chaerudin, iStrategi iPencegahan idan iPenegakan iHukum iTindak iPidana iKorupsi i(Bandung: iRefika iAditama, 
i2008), ihlm. i3. 
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d. Korupsi inepotistik, iyaitu ikorupsi iyang imenyangkut ipenyalah- 

igunaan ikekuasaan idan ikewenangan iuntuk iberbagi ikeuntungan 

ibagi ikeluarga idekat. 

e. Korupsi iotogenik, iyaitu ikorupsi iyang iterjadi iketika iseorang 

ipe- ijabat imendapat ikeuntungan ikarena imemiliki ipengetahuan 

ise- ibagai iorang idalam itentang iberbagai ikebijakan ipublik iyang 

ise- iharusnya idirahasiakan. 

f. Korupsi isuportif, iyaitu ikorupsi iyang idilakukan idengan icara 

imemberikan idukungan iatau iperlindungan. 

g. Korupsi idefensif, iyaitu ikorupsi iyang idilakukan idalam irangka 

imempertahakan idiri idari ipemerasan. 

Sementara iitu iAmin iRais, isebagaimana idikutip iSyamsul 

iAnwar,47 iempat ijenis ikorupsi isebagai iberikut. iPertama, ikorupsi 

iekstorsif, iya- iitu ikorupsi iberupa isogokan iatau isuap iyang 

idilakukan ipengusaha ike- ipada ipenguasa. iKedua, ikorupsi 

imanipulatif, iyaitu ipermintaan isese- iorang iyang imemiliki 

ikepentingan iekonomi ikepada iesksekutif iatau ilegislatif iuntuk 

imembuat iperaturan iatau iUndang-Undang iyang ieng- iuntungkan 

ibagi iusaha iekonominya. iKetiga, ikorupsi inepotistik, iyaitu iterjadinya 

ikorupsi ikarena iada iikatan ikekeluargaan, ipertemanan, idan 

isebagainya. iKeempat, ikorupsi isubversif, iyaitu imerampok ikekayaan 

inegara isecara isewenang-wenang iuntuk idialihkan ike ipihak iasing 

ide- ingan isejumlah ikeuntungan ipribadi. 

 

 

 

 

 

47 Syamsul i Anwar, iFikih i Antikorupsi i Perspektif i ulama i Muhammadiyah i Majlis i Tarjih i dan i Tajdid i PP i Muhammadiyah 
(Jakarta: iPusat istudi iAgama idan iPerdaban, i2006), ihlm. i18. 
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4. Faktor iPenyebab iKorupsi 
 

Korupsi iterjadi itidak ibegitu isaja, imelainkan idipengaruhi ioleh 

isituasi iyang ikomplek iyang ibersifat iinternal imaupun ieksternal. iFak- 

itor iInternal, imerupakan ifaktor ipendorong ikorupsi iyang iberasal 

idari idalam idiri isetiap iindividu. iFaktor iinternal iantara ilaian iadalah 

ia) iSifat itamak/rakus imanusia. iSifat itamak iini imerupakan isifat iyang 

iberasal idari idalam idiri ipelaku ikorupsi. iHal iitu iterjadi iketika 

iseseorang imem- ipunyai ihasrat ibesar iuntuk imemperkaya idiri idan 

itidak ipernah imera- isa ipuas iterhadap iapa iyang itelah idimiliki; ib) 

iGaya ihidup ikonsumtif. iPerilaku iini itelah isangat imembuadaya idi 

isemua ilapisan imasyarakat. iApabila iperilaku ikonsumtif iini itidak 

idiimbangi idengan ipendapatan iyang imemadai, imaka ihal itersebut 

iakan imembuka ipeluang iseseorang iuntuk imelakukan iberbagai 

itindakan idemi imemenuhi ihajatnya. iSalah isatunya iadalah idengan 

ikorupsi; ic) iIman idan imoral iyang ilemah. iSe- iseorang iyang 

imempunyai iiman idan imoral ilemah icenderung imudah itergoda 

iuntuk imelakukan itindakan ikorupsi. iGodaan iitu ibisa iberasal idari 

imana isaja, iseperti iatasan, iteman isetingkat, ibawahan, iatau ipihak 

ilain iyang imemberi ikesempatan iuntuk imelakukan ikorupsi. 

Sedangkan ifaktor isksternal ipemicu iterjadinya itindakan ikorup- 

isi idapat idibagi imenjadi iempat, iyaitu ipolitik, ihukum, iekonomi 

idan iorganisasi. iFaktor ipolitik imerupakan isalah isatu isarana 

iuntuk ime- ilakukan ikorupsi. iHal iini idapat idilihat iketika iterjadi 

iintrabilitas ipo- ilitik iatau iketika ipolitisi imempunyai ihasrat iuntuk 

imempertahankan ikekuasaannya. iFaktor iHukum ibisa imenjadi ifaktor 

iterjadinya ikorupsi idilihat idari idua isisi, idisatu isisi idari iaspek 

iperundang-undangan, idan idisisi ilain idari ilemahnya ipenegak 

ihukum. iHal ilain iyang imenjadikan ihukum isebagai isarana ikorupsi 

iadalah itidak ibaiknya isubstansi ihu- ikum, imudah iditemukan 

iaturan-aturan iyang idiskrimatif idan itidak 
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adil, irumusan iyang itidak ijelas idan itegas isehingga imenumbulkan 

imulti itafsir, iserta iterjadinya ikontradiksi idan ioverlapping idengan 

iaturan ilain. iFaktor iekonomi ijuga imerupakan isalah isatu 

ipenyebab iterjadinya ikorupsi. iHal iitu idapat idilihat iketika itingkat 

ipendapat iatau igaji iyang itidak icukup iuntuk imemenuhi 

ikebutuhannya, imaka isese- iorang iakan imudah iuntuk imelakukan 

itindakan ikorupsi idemi iterpe- inuhinya isemua ikebutuhan. iFaktor 

iorganisasi idalam ihal iini iadalah iorganisasi idalam iarti iyang iluas, 

itidak ihanya iorganisasi iyang iada idalam isuatu ilembaga, itetapi 

ijuga isistem ipengorganisasian iyang iada ididalam ilingkungan 

imasyarakat. iFaktor-faktor ipenyebab iterjadi- inya ikorupsi idari 

isudut ipandang iorganisasi imeliputi: ikurang iadanya iteladan idari 

ipemimpin; itidak iadanya ikultur iorganisasi iyang ibenar, isistem 

iakuntabilitas idi iinstansi ipemerintah ikurang imemadai, ima- 

inajemen icenderung imenutupi ikorupsi idi idalam iorganisasi, idan 

ile- imahnya ipengawasan.48 

 

5. Sanksi iTindak iPidana iKorupsi 
 

Korupsi imerupakan ikejahatan iluar ibiasa i(extra iordinary 

icrime). iOleh ikarena iberdasarkan isemua iteori ipemidanaan, iapakah 

iteori iab- isolut, iteori irelatif, imaupun iteori igabungan,49 ikorupsi 

ipantas idan ila- iyak imendapatkan isanksi ihukum iyang ikeras. 

iMenurut iteori iabsolut iatau ijuga idisebut iteori ipembalasan, isanksi 

ipidana imutlak iperlu idija- ituhkan ikarena iorang itelah imelakukan 

ikejahatan ikorupsi isebagai isu- iatu ipembalasan ikepadanya. iJadi 

idasar ipembenarannya iterletak ipada iadanya ikejahatan ikorupsi iitu 

isendiri iyang iakibat inegatifnya idirasa- 

 

 
48 Ahmad iZurul, i“Faktor-faktor iPenyebab iKorupsi”, idiakses idari ihttps://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6a- 

ib37e61951464bfe4/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all itanggal i5 iJuli i2020. 
49 Muladi i menyebut i ketiganya i dengan i istilah i teori i absolut i (retributif), i teori i teleologis, i dan i teori i retributif 

i teleolo- igis. iBaca: iMuladi, iKapita iSelekta iSistem iPeradilan iPidana, ihlm. i49-51. 

http://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6a-
http://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6a-
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kan ioleh ibanyak iorang,50 ikarena imerugikan ikeuangan inegara 

iatau iperekonomian inegara idan imenghambat ipembangunan inasional. 

iPe- ilaku ikejahatan ikorupsi ipun iharus idipidana iberdasarkan iteori 

irelatif iatau iteori itujuan51 iagar itidak ilagi iberulang, ibaik ioleh 

ipelaku imaupun ioleh iorang ilain. iDemikian ipula imenurut iteori 

igabungan iyang ime- inyatukan iteori iabsolut idan iteori irelatif, 

ikejahatan ikorupsi imesti idi- ipidana isebagai ibalasan iyang iadil iatas 

iperbuatannya isekaligus iuntuk imencegah iterulangnya ikejahatan iitu 

idi imasa iyang iakan idatang. iAda- ilah ihal iyang itidak ibisa idibantah 

ibahwa ipidana imerupakan isalah isatu isarana iuntuk imencegah 

ikejahatan iserta imemperbaiki inarapidana. iDengan idemikian ipada 

ihakikatnya isanksi ipidana ibagi ipelaku ikorupsi itidak isaja ipembalasan 

iyang iadil iterhadapnya, imelainkan ijuga iseka- iligus ipemberian 

iperlindungan iterhadap imasyarakat.52 

Sesungguhnya itujuan ipemidanaan ilebih idari iitu. iMerangkum 

idari iberbagai iteori iyang idikemukakan ioleh ipara iahli ihukum 

ipidana, idari iyang ipaling iklasik ihingga iyang ipaling iterkini, 

iMubarok53 imeng- iidentifikasi iada ilima iteori ipemidanaan, iyaitu 

iteori iretribusi iatau ipembalasan, iteori ipencegahan i(deterrence) 

iteori irehabilitasi, iteori ipelemahan iatau iinkapasitasi, idan iteori 

irestorasi iatau ipemulihan. 

Teori iretribusi imemandang ibahwa ipemidanaan imerupakan 

ipembalasan iatas ikesalahan iyang itelah idilakukan isehingga 

iberorien- itasi ipada iperbuatan idan iterletak ipada iterjadinya 

ikejahatan iitu isen- idiri. i Teori i ini i mengedepankan i bahwa i sanksi 

i dalam i hukum i pidana 

 
50 Baca imisalnya, iUsman, i“Analisis iPerkembangan iTeori iHukum iPidana”, iJurnal iIlmu iHukum iJambi, iVolume i2 iNomor i1 iTahun i2011, ihlm. i67-

70. 

51 Muladi idan iBarda iNawawi, iTeori i dan i Kebijakan i Pidana i (Bandung: iAlumni, i1992), ihlm. i30-31. 

52 Usman, i“Analisis iPerkembangan iTeori iHukum iPidana”, iJurnal i Ilmu i Hukum i Jambi, iVolume i2 iNomor i1 iTahun i2011, ihlm. i73-74. 

53 Nafi’ iMubarok, i“Tujuan iPemidanaan idalam iHukum iPidana iNasional idan iFiqh iJinayah”, iAl-Qanun, iVolume i18, iNomor i2, iTahun i2015, ihlm. 
i300-306. 
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dijatuhkan isemata-mata ikarena iorang itelah imelakukan isesuatu ike- 

ijahatan iyang imerupakan iakibat imutlak iyang iharus iada isebagai 

isuatu ipembalasan ikepada iorang iyang imelakukan ikejahatan, 

isehingga isan- iksi ibertujuan iuntuk imemuaskan ituntutan ikeadilan.54 

Teori ipidana iretribution itelah iada isepanjang isejarah. iYang 

ipa- iling idikenal iadalah iperintah iAlkitab: i“... imata iuntuk imata, igigi 

iganti igigi, ikehidupan iuntuk ihidup i..” iteori iini ibertujuan iadanya 

ikesamaan idan ikesetaraan iantara ipemidanaan idan ikejahatan, 

isehingga ipelaku iharus ikehilangan isesuatu isebagaimana iyang 

ikorban ialami iatau ide- irita. iAkibatnya, imayoritas imasyarakat 

iberpandangan idan iterus iber- ipikir ibahwa isatu-satunya ihukuman 

iyang ipantas iuntuk i“orang iyang itelah imengambil ikehidupan” 

iadalah iperampasan ikehidupan ipelaku itersebut, isehingga ikejahatan 

ikekerasan iharus idicocokkan idengan ihukuman ifisik.55 

Teori iretribusi imembebankan idan imemberikan ihukuman iha- 

inya iberdasarkan i“ganjaran”. iPara ipelaku ikejahatan iharus imeneri- 

ima ihukuman iyang ilayak ibagi imereka idengan imempertimbangkan 

itingkat ikeseriusan ikejahatan imereka. iTeori iini imengasumsikan 

ibahwa i kita i semua i mengetahui i hal i yang i benar i dari i hal i yang 

i salah, idi isamping isecara imoral ibertanggung ijawab iatas itindakan 

ikita.56 iTeori iini idipengaruhi ioleh ipandangan iretributif i(retributive 

iview), iyang imemandang ipemindanaan ihanya isebagai ipembalasan 

iterha- idap ikesalahan iyang idilakukan iatas idasar itanggung ijawab 

imoralnya 

 

 

54 Zainal i Abidin, i Pemidanaan, i Pidana i dan i Tindakan i dalam i Rancangan i KUHP: i Position i Paper i Advokasi i RUU i KUHP i Seri 
3. i(Jakarta: iELSAM, i2005), ihlm. i11. 

55 Barbara iA. iHudson, iUnderstanding iJustice: iAn iintroduction ito iIdeas, iPerspectives iand iControversies iin iModern 
iPenal iTheory, i(Philadelphia: iOpen iUniversity iPress, i2003), ihlm. i41. 

56 Matthew iLippman, iContemporary iCriminal iLaw: iConcepts, iCases, iand iControversies i(London: iSAGE 
iPublications, i2010), ihlm. i55. 
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masing-masing, iatau ipandangan iyang ibersifat imelihat ike ibelakang 

i(backward-looking).57 

Teori ideterrence imemandang ibahwa ipemidanaan ibukan isebagai 

ipembalasan iatas ikesalahan ipelaku, iakan itetapi imerupakan isarana 

imencapai itujuan iyang ibermanfaat iuntuk imelindungi imasyarakat 

imenuju ikesejahteraan imasyarakat. iSanksi iditekankan ipada itujuan- 

inya, iyakni iuntuk imencegah iagar iorang itidak imelakukan ikejahatan, 

imaka ibukan ibertujuan iuntuk ipemuasan iabsolut iatas ikeadilan.58 

iTe- iori iini idipengaruhi ioleh ipandangan iutilitarian i(utilitarian iview), 

iyang imelihat ipemidanaan idari isegi imanfaat iatau ikegunaannya 

idimana iyang idilihat iadalah isituasi iatau ikeadaan iyang iingin 

idihasilkan ide- ingan idijatuhkannya ipidana iitu. iDi isatu ipihak, 

ipemidanaan idimak- isudkan iuntuk imemperbaiki isikap iatau itingkah 

ilaku iterpidana idan idi ipihak ilain ipemidanaan iitu ijuga idimaksudkan 

iuntuk imencegah iorang ilain idari ikemungkinan imelakukan iperbuatan 

iyang iserupa. iPandang- ian iini idikatakan iberorientasi ike idepan 

i(forward-looking) idan isekali- igus imempunyai isifat ipencegahan 

i(detterence).”59 

Bentham, isebagai itokoh idari iteori idetterence, imenyatakan ibah- 

iwa iperlu idibedakan iantara ipencegahan iindividu idan iumum. 

iArtinya iantara imencegah iseseorang iyang itelah imelakukan 

ikejahatan iuntuk imelakukan ilagi i(prevensi ikhusus) idan iantara 

imencegah ipotensi ipe- ilaku iyang ibelum imelakukan ikejahatan isama 

isekali i(precensi iumum). iMenurutnya, iterdapat itiga istrategi iuntuk 

imencegah iseseorang ime- ilakukan ikejahatan ilagi, iyaitu: 

 

 

 
57 Herbert iL. iPacker, iThe iLimits iof ithe iCriminal iSanction, i(California: iStanford iUniversity iPress, i1968), ihlm. i9. 
58 Zainal i Abidin, i Pemidanaan, i Pidana i dan i Tindakan i dalam i Rancangan i KUHP: i Position i Paper i Advokasi i RUU i KUHP i Seri 

3. i(Jakarta: iELSAM, i2005), ihlm. i11. 
59 Herbert iL. iPacker, iThe iLimits iof ithe iCriminal iSanction, i(California: iStanford iUniversity iPress, i1968), ihlm. i10. 
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a. Menghilangkan ipotensi ikekuatan ifisiknya iuntuk imelakukan ike- 

ijahatan. 

b. Menghilangkan ihasrat idan ikeinginan iuntuk imelakukan 

ikeja- ihatan. 

c. Membuatnya ijera iuntuk imelakukan ikejahatan.60 

 
Sementara ipencegahan iumum idicapai idengan imenggunakan 

ihukuman isebagai icontoh i(penderitaan) ikepada iorang ilain. 

iMenurut- inya, ihukuman iyang ididerita ioleh ipelaku idiperlihatkan 

ipada isetiap iorang isebaga icontoh i(penderitaan) idari iapa iyang 

iharus iia ialami, ijika idia ibersalah ikarena imelakukan ikejahatan iyang 

isama.”61 

Tujuan iasli idari ihukuman, iselain ihukuman imati itentunya, iada- 

ilah iuntuk imereformasi ipelaku idan imengubah idia imenjadi ianggota 

iyang itaat ihukum idan imasyarakat iyang iproduktif.62 iOleh ikarena 

iitu, iteori irehabilitasi imenganjurkan ibahwa isanksi iseharusnya 

idiguna- ikan iuntuk imengubah iapa iyang imenyebabkan ipelaku 

imelakukan ime- ilakukan ikejahatan. iPerubahan iini isebagai ihasil idari 

iintervensi iyang idirencanakan i(misalnya, ipartisipasi idalam iprogram 

ipembinaan inarkoba) idan iproses itersebut itermasuk idalam 

imelakukan iperubah- ian isecara iindividu i(misalnya, imengubah isikap 

idan iperilaku imereka), iatau imerubah/memodifikasi ilingkungan ihidup 

ipelaku idan imenyedi- iakan ikesempatan isosial i(misalnya, imembantu 

imereka imendapatkan ipekerjaan).63 

 

 

60 Barbara iA. iHudson, iUnderstanding iJustice: iAn iintroduction ito iIdeas, iPerspectives iand iControversies iin iModern 
iPenal iTheory, i(Philadelphia: iOpen iUniversity iPress, i2003), ihlm. i19. 

61 Barbara iA. iHudson, iUnderstanding iJustice: iAn iintroduction ito iIdeas, iPerspectives iand iControversies iin iModern 
iPenal iTheory, i(Philadelphia: iOpen iUniversity iPress, i2003), ihlm. i20. 

62 Matthew iLippman, iContemporary iCriminal iLaw: iConcepts, iCases, iand iControversies i(London: iSAGE 
iPublications, i2010), ihlm. i56. 

63 “Penghukuman”, idiakses idari ihttp://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html 
itanggal i25 iJuni i2020. 

http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html
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Paradigma iinkapasitasi idiartikan isebagai iupaya iuntuk imenu- 

irunkan/mengurangi iatau imenghilangkan ikemampuan iseseorang 

iuntuk imelakukan ikejahatannya. iInkapasitasi i(incapacitation) imeru- 

ipakan iparadigma ipenghukuman iyang ibersifat itransisi iantara ipeng- 

ihukuman iyang ibersifat ireaktif idan iproaktif. iBentuk idari 

iinkapasitasi iyang ipaling ibanyak idigunakan iadalah ipemenjaraan. 

iPemenjaraan imerupakan itindakan iyang imembatasi ikemerdekaan 

ipelanggar ihu- ikum isebagai iupaya iuntuk imencegah iagar ipelaku 

ikejahatan itidak imelakukan ikejahatan.64 iDengan idemikian, itujuan 

idari iinkapasitas iadalah iuntuk imenghilangkan iatau imemisahkan 

ipelaku idari imasya- irakat iagar itidak iterus imengancam iorang ilain. 

iTeori iini idibangun idi iatas iasumsi ibahwa iterdapat iindividu 

ikriminal iyang icenderung itidak idapat idicegah iatau idirehabilitasi. 

Pembenaran iteori iinkapasitasi ididasarkan ipada ipemikiran ibah- 

iwa ikemampuan ipelaku iuntuk imelakukan ikejahatan iperlu iuntuk idi- 

ilemahkan iatau ibahkan idihapus. i“Penjara” itelah imemisahkan ipelaku 

idari imasyarakat, idan imenghapus iatau imengurangi ikemampuan 

ime- ireka iuntuk imelakukan ikejahatan itertentu. iHukuman imati ijelas 

iakan imembuat ipelaku itidak ibisa ilagi imelakukan ikejahatan isecara 

iperma- inen. iPada ibeberapa imasyarakat, ibahkan iorang iyang 

imencuri itelah idihukum idengan iamputasi itangan imereka.”65 

Sementara iitu iteori irestorasi imenekankan ipada iaspek ikerugian 

iyang ididerita ioleh ikorban ikejahatan idan imengarahkan ipelaku 

iuntuk iterlibat idalam irestitusi ikeuangan idan ipelayanan imasyarakat 

iuntuk imengkompensasi ikorban idan imasyarakat idan iuntuk 

i“membuat ime- 

 

 

64 “Penghukuman”, idiakses idari ihttp://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html 
itanggal i25 iJuni i2020. 

65 “Punishment”, i diakses i dari i https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment i tanggal i 25 i Juni i 2020. 

http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html
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reka iutuh ikembali.” iPendekatan ikeadilan irestoratif imengakui 

ibahwa ikebutuhan ikorban isering idiabaikan idalam isistem iperadilan 

ipidana. iOleh ikarena iitu iteori iini idirancang iuntuk imendorong 

ipelaku ikejahat- ian iuntuk imengembangkan irasa itanggung ijawab 

isecara iindividu idan imenjadi ianggota imasyarakat iyang ibertanggung 

ijawab.”66 

UU iTipikor imengatur ijuga ijenis-jenis isanksi ipidana ibagi 

ipelaku itindak ipidana ikorupsi, idisamping ijenis-jenis itindak 

ipidananya. iPer- iubahan idari iUU iTipikor iLama ike iUU iTipikor iBaru 

imengandung ise- imangat ipemberantasan ikorupsi idengan 

imemperluas icakupan itindak ipidana ikorupsi iserta imempertegas 

ieksistensinya ipada isatu isisi, idan imemperberat isanksi ihukumnya 

ipada isisi iyang ilain. 

UU iTipikor itelah imengatur ibeberapa isanksi ipidana iyang imeli- 

iputi ipidana ipokok idan ipidana itambahan. iSanksi ipidana ipokok 

iterdiri idari ipidana imati, ipidana ipenjara, idan ipidana idenda. 

iSementara iitu isanksi ipidana itambahan iterdiri idari: 

a. Perampasan ibarang ibergerak iyang iberwujud iatau iyang itidak 

iberwujud iatau ibarang itidak ibergerak iyang idigunakan 

iuntuk iatau iyang idiperoleh idari itindak ipidana ikorupsi, 

itermasuk iperu- isahaan imilik iterpidana, ibegitu ipula ibarang 

iyang imenggantikan ibarang-barang itersebut; 

b. Pembayaran iuang ipengganti iyang ijumlahnya isebanyak- 

ibanyaknya isama idengan iharta ibenda iyang idiperoleh idari 

itindak ipidana ikorupsi; 

c. Penutupan iseluruh iatau isebagian iperusahaan; 
 

 

 

 

66 Matthew iLippman, iContemporary iCriminal iLaw: iConcepts, iCases, iand iControversies i(London: iSAGE 
iPublications, i2010), ihlm. i56. 
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d. Pencabutan iseluruh iatau isebagian ihak-hak itertentu iatau ipeng- 

ihapusan iseluruh iatau isebagian ikeuntungan itertentu, iyang 

itelah iatau idapat idiberikan ioleh ipemerintah ikepada iterpidana.” 

Kecuali iitu itindak ipidana ikorupsi ijuga idiancam isanksi ipidana 

iyang iditetapkan iuntuk itindak ipidana ipencucian iuang. iDengan ikata 

ilain, itindak ipidana ikorupsi ijuga ibisa idiancam ipidana i ipencucian 

iuang, iyaitu imelalui iinstrumen ihukum iberupa iperampasan idan ipe- 

inyitaan iaset.67 

 

B. Korupsi idalam iHukum iPidana iIslam 

1. Pengertian iJarimah iKorupsi 
 

Dalam ibahasa iArab, ikorupsi ijuga idisebut isebagai irisywah iyang 

iberarti ipenyuapan. iRisywah ijuga idiartikan isebagai iuang isuap. 

iSelain idinilai isebagai isebuah itindakan imerusak idan ikhianat, 

ikorupsi ijuga idisebut isebagai ifasād i(ifsād) idan ighulūl.68 

iBerdasarkan ipemahaman itersebut imaka iarti idan ikandungan 

ikorupsi isangatlah iluas, itergan- itung ipada ibidang idan iperspektif 

iyang idilakukan. iArti ikorupsi iseca- ira iumum imengarah ikepada 

ikeburukan, iketidakbaikan, ikecurangan, ibahkan ikezaliman, iyang 

iakibatnya idapat imerusak idan imenghancur- ikan itata ikehidupan 

ikeluarga, imasyarakat, ibangsa idan inegara. 

Secara iterminologis, ikorupsi iadalah isalah isatu ibentuk ikejahat- 

ian iterhadap iharta. iSebagaimana itindak ikejahatan iterhadap ilima ipi- 

ilar ipokok idalam ikehidupan imanusia, imaka ibentuk ikejahatan iini 

idi- 

 

67 Halif, i“Model i Perampasan iAset i terhadap iHarta iKekayaan iHasil iTindak iPidana iPencucian iUang”, iJurnal 
i Rechtens, iVolume i5, iNomor i2, iDesember i2016, ihlm. i5. 

68 Ahmad i Warson i iMunawwir, i Kamus iAl-Munawwir iArab-Indonesia i (Yogyakarta: i Ponpes i Krapyak i Al-
Munawwir, i1884), ihlm. i537, i1089, i1134. iKata i fasād/ifsād idalam ikamus iini idiartikan isebagai imengambil 
iharta isecara izalim. 
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kategorikan isebagai ijarimah iyang iharus imendapatkan isanksi. iKeja- 

ihatan iterhadap ilima ipilar ipokok iyang ilain iadalah ikejahatan 

iterhadap ijiwa, ikejahatan iterhadap iagama, ikejahatan iterhadap iakal, 

ikejahatan iterhadap ikehormatan, idan ikejahatan iterhadap iketurunan. 

Istilah ikorupsi idalam idiskursus ikeislaman itermasuk iistilah 

iyang ibelum imemiliki ikejelasan imakna. iUntuk imemahami imakna 

ikorupsi itentu isaja itidak icukup ihanya imelihat idefinisi iyang 

itermu- iat idalam iperundang-undangan. iAn-Naim idalam ibukunya, 

isebagai- imana idikutip iAbu iHapsin, imemberikan ipemahaman iumum 

itentang ikorupsi isebagai isuatu itindakan imelanggar ihukum idengan 

imaksud imemperkaya idiri isendiri, iorang ilain iatau ikorporasi iyang 

iberakibat imerugikan ikeuangan inegara iatau iperekonomian inegara. 

iTindakan imelanggar ihukum iini itentu isaja iberwujud isuap, iillegal 

iprofit, isecret itransaction, ihadiah, ihibah iatau ipemberian, 

ipenggelapan, ikolutif, ine- ipotisme, i penyalahgunaan i jabatan, 

i wewenang i serta i fasilitas i negara.”69 

Istilah ikorupsi idalam idiskursus ihukum ipidana iIslam ibelum idi- 

ikenal idan idipahami isecara iformal isebagai isebuah ijarimah, iutama- 

inya idiantara iyang itelah idiperkenalkan ikepada ipublik, ibaik imelalui 

ial-Qur’an imaupun iHadis. iAda ibeberapa ikemungkinan iyang imenjadi 

ifaktor ipenyebabnya, idiantaranya ibahwa isecara iteknis ioperasional, 

iAl-Qur’an idan iHadis itidak imerumuskan isecara ikhusus itentang iko- 

irupsi isehingga isecara iempirik ijarimah iini itidak idikenal ipada imasa 

ilegislasi iIslam iawal. 

Belum iadanya iformulasi ifinal iyang idisepakati ioleh isemua ike- 

ilompok iterkait idefinisi ikorupsi, imembuat isetiap ielemen iahli 

ihukum 

 

 

69 Abu iHapsin, i“Pidana iMati iBagi iKoruptor”, iJustisia, iEdisi i37 iTh iXXII i2011, ihlm. i23 
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Islam iberupaya iuntuk imerumuskan iformulasi idefinisi ikorupsi. iMa- 

ijelis iTarjih idan iTajdid iMuhammadiyah iadalah isalah isatu idi 

iantaranya iyang itelah imemiliki irumusan idefinisi itersebut. 

iMenggunakan ipen- idekatan iunsur-unsur ikorupsi iyang iterdapat 

ipada ihukum ipositif, iya- iitu iUU iNo. i31 iTahun i1999, iMajelis iTarjih 

idan iTajdid iMuhammadiyah imendefinisikan ikorupsi isebagai itindakan 

imelawan ihukum imemper- ikaya idiri isendiri iatau iorang ilain, 

imerugikan ipihak ilain, ibaik ipribadi imaupun i negara i dan 

i menyalahgunakan i wewenang i atau i kesempat- ian iatau isarana 

ikarena ikedudukan iatau ijabatan.Namun imengingat imasih iadanya 

ipotensi ikelemahan ipada iunsur-unsur itersebut, imaka iperlu 

idirumuskan ipengertian iyang ilebih ikomprehensif. iPengertian 

ikorupsi iadalah iTindakan iyang ibertentangan idengan inorma imasya- 

irakat, iagama, imoral idan ihukum idengan itujuan imemperkaya idiri 

isendiri iatau iorang ilain iatau ikorporasi iyang imengakibatkan 

irusaknya itatanan iyang isudah idisepakati iyang iberakibat ipada 

ihilangnya ihak- ihak iorang ilain, ikorporasi iatau inegara iyang 

isemestinya idiperoleh.70 

“Korupsi itermasuk idalam ikategori ikejahatan imāliyah, iyang ime- 

imiliki itiga iunsur: i1) iadanya itaṣarruf, iyakni iperbuatan ihukum 

idalam ibentuk imengambil, imenerima idan imemberi; i2) iadanya 

iunsur ipeng- ikhianatan iterhadap iamanat ipublik iyang iberupa 

ikekuasaan; i3) iada- inya ikerugian iyang iditanggung ioleh imasyarakat 

iluas iatau ipublik.”71 

 

 

 

 

70 Majelis iTarjih idan iTajdid iPP iMuhammadiyah, iFikih iAnti iKorupsi, iperspektif iUlama iMuhammadiyah, i(Jakarta: 
iPusat iStudi iAgama idan iPeradaban, i2006), ihlm. i54-55. 

71 Abu iHapsin, i“Pidana iMati iBagi iKoruptor”, iJustisia, iEdisi i37 iTh iXXII i2011, ihlm. i23-24. 
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2. Karakteristik iJarimah iKorupsi 

 
Untuk imendapatkan iidentifikasi iyang ikomprehensif iterhadap 

ijarimah ikorupsi, iperlu idikemukakan ianalisis iterhadap ibeberapa 

iisti- ilah iyang idianggap imemiliki ikaitan isecara ierat idengan iistilah 

ikorup- isi. iBeberapa ijenis ijarimah iyang isecara isubstansial idapat 

idijadikan isebagai ilandasan iuntuk imenganalisa ikonstruksi ijarimah 

iini idengan ipendekatan ifiqh iantara ilain isebagai iberikut: 

a. Korupsi isebagai iGhulūl 
 

Ghulūl isecara ileksikal ibermakna i“akh izal-syay’ iwa idassahu ifi 

imata’ihi” i(mengambil isesuatu idan imenyembunyikannya idalam ihar- 

itanya).72 iPada iawalnya ighulūl imerupakan iistilah ibagi ipenggelapan 

iharta irampasan iperang isebelum idibagikan. iOleh ikaena iitu iIbn 

iHajar ial-Asqalani imendefinisikannya isebagai i“al-khiyanah ifi i al-

magh- inam” i(pengkhianatan ipada iharta irampasan iperang.73 iLebih 

ijauh, iibn iQutaybah imenjelaskan ibahwa iperbuatan ikhianat 

idikatakan isebagai ighulūl ikarena iorang iyang imengambilnya 

imenyembunyikannya ipada iharta imiliknya.74 

Ghulūl idiartikan isebagai ipengkhianatan iterhadap ibait ial-māl 

i(kas iperbendaharaan inegara), izakat iatau ighanīmah i(harta irampas- 

ian iperang). iGhulūl ijuga iberarti iperbuatan icurang idan ipenipuan 

iyang isecara ilangsung imerugikan ikeuangan inegara i(masyarakat). 

iDari isisi ipengkhianatan iterhadap iharta inegara iini, ikorupsi idapat 

idiidentifi- ikasi i sebagai i ghulūl, i karena i sama-sama i melibatkan 

i kekuasaan i dan 

 

 

72 Muhammad i Rawās i Qala’arjī i dan i Ḥāmid i Ṣādiq i Qunaybī, i Mu’jam i Lughāt i al-Fuqaha’, i (Beirut: iDār i al-
Nafīs, i 1985), ihlm. i334. 

73 Ibn iḤajar ial-‘Asqalānī, iFatḥ ial-Bārī ibi iSyarḥ iṢaḥīḥ ial-Bukhārī, i(Kairo:Dār iDiwān ial-Turāṡ, itt.), ihlm. i117. 
74 Muhammad iibn iAbd ial-Bāqi iibn iYūsuf ial-Zarqani, iSyarḥ ial-Zarqānī i ‘ala i al-Muwaṭṭa’ ial-Imām i al-Mālik, 

i(Beirut: iDār ial-Kutub ial-‘Ilmiyah, itt.), ijilid iIII, ihlm. i37. 
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melibatkan iharta ipublik. iIstilah ighulūl isendiri idiambil idari ial-Qur’an isurat iAli-Imran: i161:

 ثمُ  i  ۚ i ال قِيَامَةِ i يَ و مَ i غَل  i بِمَاi يأَ تِ i يَ غ لُل  i وَمَن  i  ۚ i يَ غُل  i أَن  i لنَِبِي   i كَانَ i وَمَا
i  تُ وَف ى i  كُل i  نَ ف س iمَا i  كَسَبَت i  وَهُم i َل i َيظُ لَمُون i i﴾ 

 “Tidak imungkin iseorang inabi iberkhianat idalam iurusan iharta 

irampasan ipe- irang. iBarangsiapa iyang iberkhianat idalam 

iurusan irampasan iperang iitu, imaka ipada ihari ikiamat iia iakan 

idatang imembawa iapa iyang idikhianatkannya iitu, ike- imudian 

itiap-tiap idiri iakan idiberi ipembalasan itentang iapa iyang iia 

ikerjakan idengan i(pembalasan) isetimpal, isedang imereka itidak 

idianiaya. i(QS. iAli iImran i[3]: i161)” 

 
Rasulullah isendiri itelah imenggariskan isebuah iketetapan ibah- 

iwa isetiap ikembali idari ighazwah/sariyah i(peperangan). iSemua 

iharta ighanīmah i(rampasan) ibaik iyang ikecil imaupun iyang ibesar 

ijumlah- inya iharus idilaporkan idan idikumpulkan idihadapan 

ipimpinan iperang, ikemudian iRasulullah imembagikannya isesuai 

iketentuan ibahwa i1/5 idari iharta irampasan iitu iuntuk iAllah, iRasul, 

ikerabat iRasul, ianak iya- itim, iorang imiskin, idan iibnu isabil, 

isedangkan isisanya iatau i4/5 ilagi idiberikan ikepada imereka iyang 

iberperang. iNabi iMuhammad itidak ipernah imemanfaatkan iposisinya 

isebagai ipemimpin idan ipanglima iperang iuntuk imengambil iharta 

ighanīmah idiluar idari iketentuan iayat itersebut. 

Sebuah iriwayat imenerangkan ibahwa iayat idi iatas i(Ali-Imran: 

i161) iturun iberkenaan idengan ihilangnya isehelai ikain iwol 

iberwarna imerah iyang idiperoleh idari irampasan, iada iyang iberkata: 

i“Mungkin iRasulullah isendiri iyang imengambil ikain iitu iuntuk ibeliau”. 
iAgar ituduh- ian i itu i tidak imenimbulkan ikeresahan iumat i Islam, 

iAllah iSWT imenu- 
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runkan iayat itersebut iyang imenyatakan ibahwa iNabi iMuhammad iti- 

idak imungkin iberlaku icurang i(ghulūl) idalam ihal iharta irampasan. 

Ayat itersebut imengandung ipengertian ibahwa isetiap iperbuatan 

icurang, iseperti ighulūl iakan idiberi ihukuman isetimpal ikelak idi 

iakhirat. iHal iitu imemberi iperingatan iagar isetiap ipejabat itidak 

iterlibat idalam itindak ipidana ighulūl. iDalam isejarah iIslam itercatat 

iperistiwa idalam iarti ibahwa iIslam imelarang ikeras iperbuatan 

ighulūl. iDikisahkan ipada isuatu iketika ipengawas iperbendaharaan 

inegara i(baitul imal) idi imasa iKhalifah iUmar ibin iAbdul iAziz 

i(63H/682M i- i102H/720M) imemberi- ikan isebuah ikalung iemas 

ikepada iputri ikhalifah, ikarena iia imenang- igap ihal iitu ipatut iuntuk 

imenghargai ipengorbanan ikhalifah. iSetelah imengetahui ihal iitu, 

iUmar ibin iAbdul iAziz imarah idan imemerintahkan iagar isaat iitu 

ijuga ikalung itersebut idikembalikan ikepada ikas inegara. iBaitul imal 

iadalah imilik inegara idan ihanya iuntuk inegaralah iharta iitu iboleh 

idigunakan. 

Berdasarkan ipenjelasan ipada ibeberapa ihadis iRasulullah, imaka 

makna ighulul idapat idikategorikan idalam ibeberapa ibentuk; 

1) Ghulūl ijuga idimaknai isebagai ipenyalahgunaan ijabatan. iJabatan 

iadalah iamanah, ioleh isebab iitu, ipenyalahgunaan iterhadap 

iama- inat ihukumnya iharam idan itermasuk iperbuatan itercela. 

iDianta- ira ibentuk iperbuatan ighulūl imisalnya imenerima 

ihadiah, ikomisi, iatau iapapun inamanya iyang itidak ihalal idan 

itidak isemestinya iditerima. iDalam ihal iini iterdapat ihadis 

iRasulullah iSAW iriwayat iAbu iDaud ira: 

 

i داود(i ابوi )رواهi غلولi فهوi ذلكi بعدi اخذi فماi رزقاi فرزفناهi عملi علىi استعملناهi من
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“Barangsiapa iyang ikami iangkat imenjadi ikaryawan iuntuk 

imengerjakan ise- isuatu, idan ikami iberi iupah imenurut 

isemestinya, imaka iapa iyang iia iambil ilebih idari iupah iyang 

isemestinya, imaka iitu inamanya ighulūl. i(HR. iAbu iDaud)75 

 
Menurut i hadis i di i atas, i semua i komisi i atau i hadiah i yang 

i diteri- ima iseorang ipetugas iatau ipejabat idalam irangka 

imenjalankan itugasnya ibukanlah imenjadi ihaknya. iKetika 

iseorang istaf ipem- ibelian isebuah ikantor ipemerintahan 

imelakukan ipembelian iba- irang iinventaris ibagi ikantornya idan 

ikemudian idia imendapat ipo- itongan iharga idari isi ipenjual, 

imaka ijumlah ikelebihan ianggaran iakibat ipotongan iharga 

itersebut ibukanlah imenjadi imiliknya, ite- itapi imenjadi imilik 

ilembaga iyang imengutusnya. iDemikian ijuga imanakala iseorang 

ipejabat imenerima ihadiah idari icalon ipeserta itender isupaya 

icalon ipeserta itender iyang imemberi ihadiah iterse- ibut iyang 

idimenangkan idalam isebuah iproyek iyang iditenderkan itersebut, 

ijuga isalah isatu ibentuk ighulūl. iGhulūl ijuga iadalah ipen- icurian 

idana i(harta ikekayaan) isebelum idibagikan, itermasuk idi 

idalamnya iadalah idana ijaring ipengaman isosial.”76 

2) Ghulūl ijuga imengandung imakna iperbuatan ikolutif imisalnya 

imengangkat iorang-orang idari ikeluarga, i teman iatau isanak 

ike- irabatnya iyang itidak imemiliki ikemampuan iuntuk 

imenduduki ijabatan itertentu, ipadahal iada iorang ilain iyang 

ilebih imampu idan ipantas imenduduki ijabatan itersebut. 

Mengacu ipada i iunsur-unsur i iperbuatan i ikorupsi, i imaka i ighulūl 

memenuhi isemua iunsur ikorupsi, idengan ibeberapa ipertimbangan: 

 

1) Ghulūl iterjadi ikarena iada iniat iuntuk imemperkaya idiri isendiri; 

 

 

 

75 Muhammad iibn i‘Ali iibn iMuhammad ial-Syaukâni, iNail ial-Auṭār, iJuz iVIII., i (Kairo: iDār ial-Ḥadīts, it.th.), ihlm. i278 
76 Syekh iMuhammad ial-Hamid, iRadd i ‘alā i al-Bāṭil, i (Beirut: ial-Maktabah ial-‘Ashriyyah, i1997), ihlm. i126 



80 Abdul iQādir i‘Awdah, ial-Tasyrî’ ial-Jinā’î ial-Islāmī, i(t.tp: iMu’assasah ial-Risālah, i1977), ijuz iII, ihlm. 
i519. 
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2) Ghulūl imerugikan iorang ilain idan isekaligus imerugikan 

inegara, ikarena ighanīmah idan ihadiah iyang idigelapkan 

i(diterima) ioleh ipelakunya imengakibatkan iterkurangi iatau 

ibahkan ihilangnya ihak iorang ilain. 

3) Ghulūl iterjadi ikarena ipenyalahgunaan iwewenang; 

4) Ghulūl imerupakan itindakan iyang ibertentangan idan isekaligus 

imelawan ihukum ikarena idilarang iagama idan imerusak isistem 

ihukum idan imoral imasyarakat.77 

b. Korupsi isebagai iSarīqah 

 

Korupsi idiidentifikasi isebagai isarīqah idari isisi ipenguasaan iharta 

iyang ibukan imiliknya. iSarīqah iberarti imencuri, iterambil idari ikata 

iba- ihasa iArab isarīqah iyang isecara ietimologis iberarti imelakukan 

isesuatu itindakan iterhadap iorang ilain isecara isembunyi. iMisalnya 

iistaraqqa ial-sam’a i(mencuri idengar) idan imusāraqat ial-nazhar 

i(mencuri ipan- idang).78 

Terkait idengan ibatasan ikonsep itersebut, iAbdul iQādir i‘Awdah 

imendefinisikan isarīqah isebagai itindakan imengambil iharta iorang 

ilain idalam ikeadaan isembunyi-sembunyi.79 iYang idimaksud 

idengan imengambil iharta iorang ilain isecara isembunyi-sembunyi 

iadalah imengambilnya idengan itanpa isepengetahuan idan ikerelaan 

ipemilik- inya. iMisalnya, iseseorang imengambil iharta idari isenuah 

irumah ietika ipemiliknya isedang ibepergian iatau itidur.80 

 

 

77 Lihat: iMajelis iTarjih idan iTajdid iPP iMuhammadiyah, iFikih iAnti iKorupsi, iperspektif iUlama iMuhammadiyah, 
i(Jakarta: iPusat iStudi iAgama idan iPeradaban, i2006), ihlm. i58-61. 

78 Ibn ial-Manzūr, iLisān ial-‘Arab, i(t.tp: iDār ial-Ma’ārif, it.th.), ijuz iIII, ihlm. i1998; iAl-Muqry ial-Fayyūmī, ial-Misbāh ial-
Munīr, i(t.tp,, it.p., it.th.), ijuz iI, ihlm. i274; iWahbah ial-Zuhailî, ial-Fiqh ial-Islāmī iwa iAdillatuhu, i(Damaskus: iDār 
ial-Fikr, i1989), icet iII, ijuz iIV, ihlm. i92. 

79 Abdul iQādir i‘Awdah, ial-Tasyrî’ ial-Jinā’î ial-Islāmī, i(t.tp: iMu’assasah ial-Risālah, i1977), ijuz iII, ihlm. i519. 
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Syekh iMuhammad ial-Nawawi ial-Bantani imendefinisikan 

isarīqah isebagai i“Orang iyang imengambil isesuatu isecara 

isembunyi- isembunyi idari itempat iyang idilarang imengambil idari 

itempat iterse- ibut”81 i“Jadi isyarat isarīqah iharus iada iunsur 

imengambil iyang ibukan ihaknya, isecara isembunyi-sembunyi, idan 

ijuga imengambilnya ipada itempat iyang isemestinya. iKalau iada 

ibarang iditaruh idi itempat iyang itidak isemestinya iuntuk imenaruh 

ibarang imenurut ibeliau ibukan iter- imasuk ikategori isariqah. 

Sedangkan imenurut iSyarbinī ial-Khāthib iyang idisebut ipencuri- 

ian iadalah imengambil ibarang isecara isembunyi-sembunyi idi itempat 

ipenyimpanan idengan imaksud iuntuk imemiliki iyang idilakukan 

ide- ingan isadar iatau iadanya ipilihan iserta imemenuhi isyarat-

syarat iter- itentu.82 

Adanya ipersyaratan i“dalam ikeadaan isembunyi-sembunyi”, ise- 

ibagaimana idalam idefinisi itersebut, imenunjukkan ibahwa iorang 

iyang imengambil iharta iorang ilain isecara iterang-terangan itidak 

itermasuk ikategori ipencurian iyang idiancam ihukuman ihad. 

iAlasannya iadalah ihadis iNabi iyang imenegaskan ibahwa: i“Tidak 

idipotong itangan iorang iyang imenipu, idan itidak ipula i(dipotong) 

itangan iorang iyang imencopet” i(HR. iAhmad). iYang idimaksud iorang 

iyang imenipu idalam ihadis iter- isebut iadalah iorang iyang iberpura-

pura imemberikan inasihat ikepada iseseorang ipemilik iharta, inamun 

iternyata iia iseorang ipenipu. 

Pencurian idilarang idengan itegas ioleh iAllah imelalui ial-Qur’an 

isurat ial-Maidah: i38: 

 

 

 

81 Syekh iMuhammad iAn-Nawāwī ial-Bantānī, iSullam iat-Taufīq, i(Surabaya: ial-Hidayah, itth), ihlm i224. 
82 Syarbini ial-Khâthib, iMughnî i al-Muhtāj, i (Mesir: iDār ial-Bāb ial-Halabī iwa iAwlāduhu, i1958), ihlm. i158. 
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ل  i كَسَبَاi بِمَاi جَزَاءٓ   i أيَ دِيَ هُمَاi فٱَق طَعُوٓا  i وَٱلس ارقَِةُ i وَٱلس ارِقُ   نَكَ 
i َمِ ن i ِٱلل ه i  ۚ i ُوَٱلل ه i  عَزيِز i  حَكِيم i i﴾ 

 

 “Laki-laki iyang imencuri idan iperempuan iyang imencuri, 

ipotonglah itangan ikeduanya i(sebagai) ipembalasan ibagi iapa 

iyang imereka ikerjakan idan isebagai isiksaan idari iAllah. idan 

iAllah iMaha iPerkasa ilagi iMaha iBijaksana.” 

 
Penegasan ilarangan imencuri ijuga ididasarkan ipada ihadis iNabi: 

 فيهم iسرق iإذا iكانوا iأنهم iقبلكم iمن iالذين iأهلك iإنما

iالشريفi تركوهi ،i وإذاi سرقi فيهمi الضعيفi أقامواi عليه 

iالحدi ،i وايمi اللهi :i لوi أنi فاطمةi بنتi محمدi سرقت 

iلقطعتi ايدهi  

“Sesungguhnya itelah ibinasa iumat isebelum ikamu, idimana 

iapabila iorang ibangsawannya imencuri imereka ibiarkan 
ibegitu isaja, idan iapabila idilakukan ioleh iorang ibiasa idiantara 

imereka, imereka ikenakan ihukuman ihad i(potong ita- ingan). 

iDemi iAllah iandaikan iFatimah ibinti iMuhammad imencuri, 

iniscaya iaku ipotong itangannya” 

 
Menurut ifikih ijinayah, ipara ifukaha imengklasifikasikan ipencuri- 

ian ike idalam idua ikategori. iPertama, ipencurian iyang idiancam 

idengan ihukuman ihad i(ancaman ihukuman iyang itelah iditegaskan 

imacam idan ikadarnya idalam ial-Qur’an iatau iSunnah. iKedua, 

ipencurian iyang idi- iancam idengan ihukuman ita’zir i(ancaman 

ihukuman iyang ibentuk idan ikadarnya idiserahkan ikepada ihakim 

iuntuk imenetapkannya). 

Pencurian ibaru idapat idiancam ihukuman ihad ijika imemenuhi 

ibeberapa iunsur. iUnsur-unsur iiru iadalah itindakan imengambil ise- 

icara isembunyi-sembunyi, iunsur ibenda iyang idiambil iberupa 

iharta, iunsur ibenda iyang idiambil iadalah ihak iorang ilain, idan 

iunsur ikese- 
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ngajaan iberbuat ikejahatan.83 iPencurian iyang idiancam ihukuman 

ihad idibagi imenjadi idua imacam: ial-sarīqah isughrā i(pencurian ikecil) 

idan ial-sarīqah ikubrā i(pencurian ibesar). iPara iulama iberpendapat 

ibahwa ikarena iadanya ipersamaan ikarakter idalam ibeberapa ihal, 

ijenis ipen- icurian iyang ibesar i(al-sarīqah ikubrā) idikenal ijuga 

isebagai ijarimah ihi- irābah.84 

Bentuk ikejahatan iterhadap iharta iterbagi ikepada: 
 

1) Tindak ikejahatan iterhadap iharta iyang idiancam idengan ihu- 

ikuman ihad, iterdiri idari idua imacam, iyaitu: ia) iPencurian 

iyang idikenal isebagai ial-sarīqah ial-sughrā; idan ib) 

iPerampokan iyang idikenal isebagai ial-sarīqah ial-kubrā iatau 

iḥirābah. 

2) Tindak ikejahatan ipencurian iyang idiancam idengan ihukuman 

ita’zir, iyaitu ipencurian idan iperampokan iyang itidak 

imencukupi isyarat-syarat iuntuk idijatuhi ihukuman ihad. 

Korupsi ijelas imerupakan itindakan ikejahatan iterhadap iharta, 

ikarena ikorupsi ibertujuan iuntuk imenguasai ihak imilik iorang ilain, 

iatau imilik inegara. iHanya isaja imengidentifikasi ikorupsi isebagai 

ijari- imah isarīqah ibiasa itidaklah itepat ikarena iada iperbedaan 

ikarakter iyang icukup imendasar iantara ikeduanya. iMungkin ilebih 

itepat iapabila iko- irupsi idiidentifikasi isebagai ial-sarīqah ial-kubrā, 

ikarena isifat-sifat- inya iyang imelampaui ial-sarīqah ial-ṣughrā. 

iBeberapa ikarakter idasar iyang iberbeda iantara ilain: 

1) Sarīqah idilakukan isecara isembunyi-sembunyi, isedangkan 

ḥirābah idilakukan isecara iterang-terangan. 
 

 

83 Abdul iQādir i‘Awdah, ial-Tasyrî’ ial-Jinā’î ial-Islāmī, i(t.tp: iMu’assasah ial-Risālah, i1977), ijuz iII, ihlm. i518. 
84 Lihat: iSayid iSābiq, iFiqh iSunnah, ihlm. i393; iAbdul iQādir i‘Awdah, ial-Tasyrî’ ial-Jinā’î ial-Islāmī, i(t.tp: 

iMu’assasah ial- iRisālah, i1977), ijuz iII, ihlm. i638, iAhmad iWardi iMuslih, iHukum iPidana iMenurut ial-Qur’an, 
i(Jakarta: iDiadit iMedia, i2007), ihlm. i240-241 
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2) Sarīqah idilakukan isecara iindividual isedangkan iḥirabah idilaku- 

ikan isecara iberkelompok idan idengan ikekuatan isenjata. 

3) Sarīqah ibiasanya idilakukan isecara ispontan, itanpa irencana 

iyang imatang, ilebih ikepada imemanfaatkan ipeluang, 

isedangkan iḥirabah idilakukan isecara iterencana, iterorganisir, 

isistematis, iterkadang idiikuti idengan iadanya iagenda 

i(kepentingan) iyang ibesar. 

4) Sarīqah ibiasanya idilakukan itanpa itipu idaya, isedangkan iḥirabah 

dengan imenggunakan itipu idaya. 

 

Meskipun idiakui iada iirisan iantara iperbuatan ikorupsi 

idengan isarīqah, inamun imengidentifikasi ikorupsi idengan isarīqah 

itidaklah itepat. iHal iini isebagaimana idinyatakan ioleh iAndi 

iHamzah. iMengu- itip ipendapat iM. iCherif iBassiouni, iahli ipidana 

iinternasional iberke- ibangsaan iMesir, iIa imenyatakan ibahwa itindak 

ipidana ikorupsi itidak ibisa idisamakan idengan ipencurian iatau 

iperampokan isebab ikeduanya itermasuk idalam ikategori ijarimah 

iḥudūd, iyang iketentuannya isudah ibaku idan itegas idalam ial-Qur’an.”85 iTerdapat iperbedaan imendasar iantara imencuri idan 

ikorupsi. iYaitu, ikalau imencuri iharta isebagai iob- ijek icuriannya 

iberada idi iluar ikekuasaan ipelaku idan itidak iada ihubung- ian idengan 

ikedudukan ipelaku, isedangkan ikorupsi, iharta isebagai iob- ijek 

ikorupsinya iberada idi ibawah ikekuasaannya idan iberkaitan idengan 

ikedudukan ipelaku idalam ipenerimaan isuap. iBahkan ibisa ijadi ipelaku 

imemang imemiliki isaham iatau ipaling itidak imemiliki ihak, isekecil 

iapapun ipada iharta iyang idikorupsinya.”86 

 

 
85 Jur iAndi iHamzah, idalam iKata iPengantar iBuku: iM. iNurul iIrfan, iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam, 

i(Jakarta: iAm- izah, i2012), ixiv. iLihat ijuga: iM. iCherif iBassiouni, iCrimes iAgainst iHumanity iin iInternational 
iCriminal iLaw, i(Boston: iKluwer iInternational iLaw, i1999), i2nd irevised iedition, i136. 

86 Jur iAndi iHamzah, idalam iKata iPengantar iBuku: iM. iNurul iIrfan, iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam, 
i(Jakarta: iAm- izah, i2012), ixiv. iLihat ijuga: iM. iCherif iBassiouni, iCrimes iAgainst iHumanity iin iInternational 
iCriminal iLaw, i(Boston: iKluwer iInternational iLaw, i1999), i2nd irevised iedition, i136. 

c. Korupsi isebagai iPerbuatan iKhianat 
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Orang iyang iberkhianat i(kha’in) iadalah iseseorang iyang idiberi 

ikepercayaan iuntuk imerawat/mengurus isesuatu ibarang idengan iakad 

isewa-menyewa idan ititipan, itetapi isesuatu iitu idiambil idan isi ikha’in 

iitu imengaku ijika ibarang iitu ihilang iatau iia imengingkari ibarang 

isewa- ian iatau ititipan iitu iada ipadanya.87 

Khianat iadalah itidak imenepati iamanah, iia imerupakan isifat 

iter- icela. iSifat ikhianat iadalah isalah isatu isifat iorang imunafiq 

isebagai- imana isabda iRasulullah iSAW. ibahwa itanda-tanda iorang 

imunafiq iitu iada itiga, iyaitu iapabila iberkata iberdusta, iapabila 

iberjanji iingkar, idan iapabila idiberi iamanah iberkhianat. iOleh 

ikarena iitu, iAllah imelarang imengkhianati iamanat isesama imanusia 

iberiringan idengan ilarangan imengkhianati iAllah idan iRasul-Nya, 

isebagaimana idalam isurat ial- iAnfal i[8]: i27:” 

تِكُم  i وَتَخُونُ وٓا  i وَٱلر سُولَ i ٱلل هَ i تَخُونوُا  i لَ i ءَامَنُوا  i ٱل ذِينَ i يَ أٓيَ  هَا نَ   ﴾تَ ع لَمُونَ i وَأنَتُم  i أمََ 

“Hai iorang-orang iyang iberiman, ijanganlah ikamu 

imengkhianati iAllah idan iRasul i(Muhammad) idan i(juga) 

ijanganlah ikamu imengkhianati iamanat-ama- inat iyang 

idipercayakan ikepadamu, isedang ikamu imengetahui.” 

 
Al-Raqīb ial-Isfahānī, iseorang ipakar ibahasa iArab, i imemakani 

ikata ikhianat idengan imembandingkannya idengan ikata inifaq. iKhia- 

inat iadalah isikap itidak imemenuhi isuatu ijanji iatau isuatu iamanah 

iyang idipercayakan ikepadanya. iDemikian ijuga itermasuk isikap 

imenyalahi/ 

 

 

87 Abu ial-Thayyib iMuhammad iSyamsul iHaq ial-Adzim ial-Abadi, i‘Aun ial-Ma’būd iSyarḥ iSunan iAbī iDāwūd, i(al-
Qāhirah: iDār ial-Hadīṡ, i2001), ijuz iVII, ihlm.464; iLihat ijuga: iAbu i‘Ali iMuhammad ibin iAbdurrahman ial-
Mubārakfurī, iTuḥfah ial-Aḥwāżī ibi iSyarḥ iJāmi’ ial-Turmūzī, i(Beirut: iDār ial-Fikr, itt.), ijuz iV, ihlm. i9. 
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menentang ikebenaran idengan icara imembatalkan ijanji isecara isem- 

ibunyi-sembunyi/sepihak. iLawan idari ikhianat iadalah iamanah. iSe- 

idangkan ikata inifāq idigunakan ibagi iseseorang iyang imelanggar iatau 

imengambil i hak-hak i orang i lain, i i dapat i i dalam i i bentuk i 

i pembatal- ian isepihak iperjanjian iyang idibuatnya, ikhususnya idalam 

imasalah imu’amalah. iIstilah iini ipada ipraktiknya idigunakan isecara 

iberganti- ian.88 

Jarimah ikhianat iterhadap iamanah iberlaku iuntuk isetiap 

iharta ibergerak ibaik ijenis idan iharganya isedikit imaupun 

ibanyak.89 iDalam ipraktiknya, ikhianat idapat iterjadi ipada iberbagai 

ibidang ikehidupan iseperti iamanat ipolitik, iekonomi, ibisnis 

i(muamalah), isosial idan iper- igaulan. iKhianat imemiliki iketerkaitan 

iyang ierat idengan iperbuatan ighulūl isebab ihakikatnya iorang iyang 

imelakukan ighulūl iadalah ijuga imelakukan ikhianat. 

 صاحبهiَفيهiَخانiَوiَواخفاهiَمتاعهiَىفiَدسهiَاليشءiَغل

“Berbuat ighulūl iterhadap isesuatu iberarti imenyembunyikan 

isesuatu iitu ike ida- ilam ihartanya idan imenyembunyikannya, 

ikemudian iia imengkhianati isahabat- inya idalam i(harta) iitu”90 

 

d. Korupsi isebagai iRisywah i (Suap) 

Secara iharfiyah, isuap i(risywah) iberarti i رطيلبال  ibatu ibulat iyang ijika 

idibungkamkan ike imulut iseseorang, iia itidak iakan imampu iber- 

ibicara i apapun.91 iJadi i suap i bisa i membungkam i seseorang i dari 

i kebe- 

 

88 Al-Rāghib ial-Asfahānī, iMu’jam iMufradāt ial-Alfāż ial-Qur’ān i(Beirut: iDār ial-Fikr, itt.), ihlm. i62. iLihat ijuga: iAbd. 
iAzis iDahlan i(et iall.), iEnsiklopedi iHukum iIslam, ijilid i3, iCet. i1, i(Jakarta: iPT. iIchtiar iBaru iVan iHoeve, i1996), 
ihlm. i913. 

89 Ahmad iAbu ial-Rus, iJarā’im ial-Sariqat i wa ial-Nasbi iwa iKhiyānat ial-Amānah iwa ial-Syaik iBi iDūni iRasīd, 
i(Iskandari- iyah: ial-Maktabah ial-Jāmi’ ial-Hadīṡ, i1997), ihlm. i580. 

90 M. iShadiq iKhan, iNail ial-Marām imin iTafsīr iAyāt ial-Aḥkām, i(ttp itp, i1929), ihlm. i99. 
91 Muhammad iAl-Azhari, iTahdzīb ial-Lughah, i (Kairo: iDār ial-Qawmiyyah, i1964), ihlm. i1 
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naran. iSecara iterinologis, irisywah iadalah iTindakan imemberikan 

iharta idan iyang isemisalnya iuntuk imembatalkan ihak imilik ipihak 

ilain iatau imendapatkan iatas ihak imilik ipihak ilain.92 iSenada idengan 

iini, ial-San’ani idalam iSubul ial-Salam ibahwa i i“korupsi i imerupakan i 

iupa- iya imemperoleh isesuatu idengan imempersembahkan isesuatu”.93 

iDa- ilam ikonteks iperadilan, idikenal iistilah i“isti’jāl ifi ial-qāḍiyah”, 

iyakni iusaha iuntuk imenyegerakan ipengurusan imasalah ihukum, 

itermasuk ipengurusan imasalah ilainnya itanpa imelalui iprosedur 

iyang iberlaku.94 

Menurut iSyekh iAbdul iAziz ibin iAbdullah ibin iBaz, isebagaimana 

idikutip iAbdul iHalim, ibahwa isuap iadalah imemberikan iharta 

ikepada iseseorang isebagai ikompensasi ipelaksanaan imaslahat i(tugas, 

ikewa- ijiban) iyang itugas iitu iharus idilaksanakan itanpa imenunggu 

iimbalan iatau iuang itip.95 iSedangkan imenurut iIbn iAbidin, isuap 

iadalah isegala isesuatu iyang idiberikan ioleh iseseorang ikepada 

iseorang ihakim iatau iyang ibukan ihakim iagar iia imemutuskan isuatu 

iperkara iuntuk i(kepen- itingan) inya iatau iagar iia imengikuti 

ikemauannya.96 

Dasar i hukum i pelanggaran i suap i adalah i Allah i berfirman i dalam 

surat ial-Maidah i[5]: i42 

 

 

 

 

 

 

92 Muhammad i Rawās i Qala’arjī i dan i Ḥāmid i Ṣādiq i Qunaybī, i Mu’jam i Lughāt i al-Fuqaha’, i (Beirut: iDār i al-
Nafīs, i 1985), ihlm. i233. 

93 Al-Ṣan’āniī iSubul ial-Salām, i(Beirut: iDār ial-Ṣadr, itt.), ijuz iXIV, ihlm i322. 
94 Abdullah iibn iabd ial-Muhsin ial-Turki, iSuap idalam iPandangan i Islam, iTerj. iM. iHamzah idan iSubakir iSaerozi, 

i(Jakar- ita: iGensani iPress, i2001), ihlm. i10. 
95 Abu iAbdul iHalim iAhmad. iS., iSuap, i Dampak idan i Bahyanya i bagi iMasyarakat, iCet i1, i(Jakarta: iPustaka ial-

Kautsar, i1996), ihlm. i20-21 
96 Muhammad iAmin iIbn iAbidīn, iRadd ial-Mikhtār i‘Alā ial-Durr ial-Mukhtār; iHashiyat iIbn iAbidīn, ijuz iVII, i(Beirut: 

iDār ial-Ihya’, i1987), ihlm. i5. 
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كُم  i جَاءُوكَ i فإَِن  i  ۚ i للِس ح تِ i أَك الُونَ i للِ كَذِبِ i سَم اعُونَ  نَ هُم  i فاَح   أَو  i بَ ي  
i  أَع رِض i  هُم هُم  i تُ ع رِض  i وَإِن  i  ۚ i عَن   ئ اi يَضُر وكَ i فَ لَن  i عَن    حَكَم تَ i وَإِن  i  ۚ i شَي  
i  كُم نَ هُم  i فاَح   ﴾ال مُق سِطِينَ i يُحِب  i الل هَ i إِن  i  ۚ i باِل قِس طِ i بَ ي  

 

Mereka iitu iadalah iorang-orang iyang isuka imendengar iberita 

ibohong, ibanyak imemakan iyang iharam[418]. ijika imereka 

i(orang iYahudi) idatang ikepadamu i(untuk imeminta iputusan), 

iMaka iputuskanlah i(perkara iitu) idiantara imereka, iatau 

iberpalinglah idari imereka; ijika ikamu iberpaling idari imereka 

iMaka imereka itidak iakan imemberi imudharat ikepadamu 

isedikitpun. idan ijika ikamu imemu- ituskan iperkara imereka, 

iMaka iputuskanlah i(perkara iitu) idiantara imereka ide- ingan 

iadil, iSesungguhnya iAllah imenyukai iorang-orang iyang iadil. 

 
Suap ibisa iterjadi iapabila iunsur-unsurnya itelah iterpenuhi. iUn- 

isur-unsur isuap imeliputi, ipertama iyang idisuap i(al-murtasyi), ikedua, 

ipenyuap i(al-rāsyi), idan iketiga, isuap i(al-risywah). iSuap idilarang idan 

isangat idibenci idalam iIslam ikarena isebenarnya iperbuatan itersebut 

i(suap) itermasuk iperbuatan iyang ibatil. iAllah iberfirman idalam isurat 

ial-Baqarah i[2]: i188. 

 

لَكُم iتأَ كُلُوٓا   iوَلَ  وَ  نَكُم iأمَ  لُوا   iبٱِل بَ طِلِ  iبَ ي    مِ ن   iفَريِق ا iلتَِأ كُلُوا   iٱل حُك امِ  iإِلَى iبِهَآ  iوَتدُ 

لِ  ث مِ  iٱلن اسِ  iأمَ وَ   ﴾تَ ع لَمُونَ  iوَأنَتُم   iبٱِلْ ِ

“Dan i ijanganlah i isebahagian i ikamu i imemakan i iharta i 

isebahagian i iyang i ilain idi iantara ikamu idengan ijalan iyang 

ibathil idan i(janganlah) ikamu imembawa i(urusan) i harta i itu 

i kepada i hakim, i supaya i kamu i dapat i memakan i sebahagi- ian 

idaripada iharta ibenda iorang ilain iitu idengan i(jalan iberbuat) 

idosa, iPadahal ikamu imengetahui.” 
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Baik iyang imenyuap imaupun iyang idisuap idua-duanya idilaknat 

ioleh iRasulullah isebagai ibentuk iketidaksukaan ibeliau iterhadap iper- 

ibuatan ikeduanya. iRasulullah ibersabda: 

 

 i i عَنََل  iر iسو iل 
i

هَ اللَ   i ل ىصَّ  iه يهi اللَّ مi عل  والمرتشىi شىi الراi وَسلَّ
 “Rasulullah iSAW imelaknat ipenyuap idan iyang idisuap”97 

 
Riwayat iyang ilain, ial-Tabrani idalam ial-Kabīr-nya idari iTsaubah 

r.a. iberkata: 

  
i لi سوi رi عَنََل

لi هَ اللَ  هi ىصَّ يهi اللَّ مi عل   الذىi يعنىi والرائشi والمرتشىi شىi الراi وَسلَّ

iيمشى iبينهما iيش i “Rasulullah iSAW imelaknat ipenyuap idan iyang idisuap idan isi 

iperantara. iArtinya i iorang iyang imenjadi iperantara isuap ibagi 

ikeduanya.”98 

 
Suap idengan isegala ibentuknya iharam ihukumnya. iDi iantara 

iben- ituk isuap iadalah ihadiah. iSeorang ipejabat iharam ihukumnya 

imeneri- ima ihadiah. iBahkan itermasuk ihadiah iyang idiharamkan 

ibagi iseorang ipejabat iyang imeski itidak isedang iterkait iperkara iatau 

iurusan, itelah imembiasakan isaling imemberi ihadiah ijauh isebelum 

imenjadi ipejabat, inamun isetelah imenduduki ijabatan iterjadi 

ipeningkatan ivolume iha- idiah idari ikebiasaan isebelumnya.99 

iSeorang ipejabat ijuga iharam ime- inerima i hadiah i dari i seseorang 

i yang i jika i bukan i karena i jabatannya, 

 

 

 

97 CD-ROM iMausū’ah ial-Hadīṡ ial-Syarīf, iEdisi i1, i2, iSyirkah iShakhr ili iBarnamij ial-Hasīb, i1991. ilihat ijuga idi 
ikitab iṢaḥīḥ iIbn iḤibbān, ihlm. i457. 

98 “Abu ial-Qāsim iSulayman i ibn iAhmad iat-Tabrānī, ial-Mu’jam ial-Kabīr, ieditor: iHamdi i‘Abd ial-Majīd ial-Salafî, 
i(Beirut: iDār iIhyā’ ial-Turāṡ ial-‘Arabī, i1985), ihlm. i354.” 

99 Muhammad iAmin iIbn iAbidīn, iRadd ial-Mikhtār i‘Alā ial-Durr ial-Mukhtār; iHashiyat iIbn iAbidīn, ijuz iVII, i(Beirut: 
iDār ial-Ihya’, i1987), ihlm. i34.” 
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niscaya iorang itersebut itidak iakan imemberikannya.100 iUmar ibin 

iAbdul iAziz isuatu iketika idiberi ihadiah ioleh iseseorang itapi iditolaknya 

ikarena iwaktu iitu idia isedang imenjabat isebagai ikhalifah. iOrang iyang 

imembe- iri ihadiah ikemudian iberkata: i“Rasulullah ipernah imenerima 

ihadiah”. iLalu iUmar imenjawab: ihal iitu ibagi iRasulullah imerupakan 

ihadiah itapi ibagi ikita iitu iadalah irisywah i(suap).101 

Seorang ipejabat iboleh imenerima ihadiah idengan ibeberapa isya- 

irat: iPertama, ipemberi ihadiah ibukan iorang iyang isedang iterkait 

iper- ikara idan iurusan. iKedua, ipemberian itersebut itidak imelebihi 

ikadar ivolume ikebiasaan isebelum imenjabat.102 

Beberapa iulama iada iyang imemperkenakan isuap ikepada ihakim 

ijika ibermaksud iuntuk imendapatkan ihaknya. iNamun ianggapan iini 

idibantah ioleh ial-Syaukani idengan imenyebutnya isebagai ikebobrok- 

ian imoral iyang isangat iluar ibiasa i(ghāyah ial-suqūt).103Dengan 

idemi- ikian, isuap, iwalaupun idilakukan iuntuk itujuan iyang itidak 

imerugikan iorang ilain itetap iharam, isebagaimana iharamnya ihadiah 

ibagi ipara ipejabat, ikarena idapat iberakibat ihancurnya itata inilai idan 

isistem ihu- ikum.104 iTerkait idengan ihail irisywah, ikhalifah iUmar 

ibin iKhattab ime- ilarang iuntuk imengembalikan ikepada ipemberinya, 

iterlebih ilagi ike- ipada ipenerimanya, inamun iharus idiinfakkan iuntuk 

isabīlillah.105 

 

 

 

 

 

100 Muhammad iAmin iIbn iAbidīn, iRadd ial-Mikhtār i‘Alā ial-Durr ial-Mukhtār; iHashiyat iIbn iAbidīn, ijuz iVII, i(Beirut: 
iDār ial-Ihya’, i1987), ihlm. i373. 

101 “Muhammad iYusuf ial-Qardāwī, ial-Halāl, ihlm. i230.” 
102 Al-Fatwā ial-Hindiyah, iJuz iIII, i(Bulak: iDār ial-Ṭabā’ah ial-Amīrah, it.th), ihlm. i224. 
103 Al-Syaukānī, iNail ial-Auṭār, i(Kairo: iDār ial-Ḥadīṡ, i1993), ijuz iVIII, ihlm. i310. 
104 Ibn iTaimiyah, iAl-Fatāwā, i(Maktabah iIbn iTaimiyah, itt.), ijuz iXXVIII, ihlm. i302. 
105 Muhammad i Rawās i Qala’arjī i dan i Ḥāmid i Ṣādiq i Qunaybī, i Mu’jam i Lughāt i al-Fuqaha’, i (Beirut: iDār i al-

Nafīs, i 1985), ihlm.336-337. 
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e. Korupsi isebagai iGhaṣab 
 

Menurut ibahasa ighaṣab iberarti imengambil isesuatu isecara ipaksa 

idan izalim. iGhaṣab ijuga idiartikan idengan imengambil isesuatu isecara 

izalim, ibaik iyang idiambil iitu iharta imaupun iyang ilain.106 

iSedangkan imenurut iistilah, ighaṣab ididefinisikan isebagai iupaya 

iuntuk imengua- isai ihak iorang ilain isecara ipermusuhan/terang-

terangan.107 

Menurut iAbu iHanifah idan iAbu iYusuf, ighasab itidak idapat 

iterja- idi ikecuali idengan imemindahkan iyang idapat idiambil idari 

itempatnya isemula ike itempat ilain. iPendapat iini idibantah ioleh 

iImam iMuham- imad idengan ipernyataannya ibahwa ighaṣab idapat 

isaja iterjadi ipada ibenda iyang itidak ibergerak. iKonsekuensi ihukum 

idari idua ipendapat iini isangat iberbeda ijika iterjadi ikerusakan. 

iKerusakan ipada ibenda iti- idak ibergerak idi itangan iorang iyang 

imenguasai isecara itidak isah, imaka imenurut iAbu iHanifah idan iAbu 

iYusuf, itidak imenjadi itanggung ijawab iorang iyang ibersangkutan. 

iSebaliknya imenurut iImam iMuhammad, iorang itersebut ibertanggung 

ijawab ikarena iia iadalah ipelaku ighaṣab. iJika ibarang itersebut imasih 

iada, imaka iharus idikembalikan ikepada ipemiliknya iyang isah. iBila 

ibarang ighaṣab iitu irusak iatau ihilang idi ita- ingan ipelakunya, imaka 

iia iharus imengganti ibarang itersebut idengan ibarang iyang isama 

iatau iseharga.108 

Secara ilebih irinci iImam ial-Nawawi idalam ikitabnya imengkla- 

isifikasikan ijenis ihukuman ibagi ipelaku ighasab idikaitkan idengan 

ikondisi ibarang iobjek ighaṣab imenjadi itiga ikategori; ipertama, 

ibarang 

106 Lihat: i Ibrahim iAnis, i dkk, iAl-Mu’jam i al-Wasīṭ, i (Mesir; i Al-Majma’ i al-Lughah i al-‘Arabiyah, i 1972), i cet. i 2, 
i hlm. i 653; ilihat ijuga: iAli ibin iMuhammad ial-Jurjānī, iKitāb ial-Ta’rifāt, i(Jakarta: iDār ial-Hikmah, itt.) ihlm. i162. 

107 Muhammad ial-Khāṭib ial-Syarbīnī, iMughni ial-Muḥtāj, i(Beirut: iDār ial-Fikr, i tt.), iJilid i2, ihlm. i275. 
108 Lihat: iMajelis iTarjih idan iTajdid iPP iMuhammadiyah, iFikih iAnti iKorupsi, iperspektif iUlama iMuhammadiyah, 

i(Jakarta: iPusat iStudi iAgama idan iPeradaban, i2006), ihlm. i63-64. 
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objek ighaṣab imasih iutuh iseperti isemua; ikedua ibarang iobjek ighaṣab 

telah ilenyap; iketiga, ibarang iobjek ighaṣab itelah iberkurang. 

 

1) Sanksi iketika ibarang iobjek ighaṣab imasih iutuh iseperti isemula 

iadalah ikewajiban imengembalikan iharta ighaṣab itersebut. iTek- 

inis ipengembalian idilakukan idengan idesakan ipemilik ikepada 

ipelaku. iJika ipemilik itidak imampu imelakukannya, imaka i[pe- 

itugas iberwenang imengambil ialih idan imemberikan ihukuman 

ita’zir/ta’dib ikepada ipelaku. iJika ibarang ibersifat iproduktif idan 

ibisa imenghasilkan iincome ibagi ipemilik imaka ipelaku ijuga idi- 

ituntut iuntuk imemperhitungkan ikerugian ikorban iakibat 

iperbu- iatan ighaṣab itersebut. 

2) Sanksi iketika ibarang iobjek ighaṣab ithe ihilang, imaka iterdapat 

idua ibentuk. iPertama, iterhadap ibarang idengan iukuran, 

ibentuk, idan ijenis iyang ijelas idan ipasti, iseperti ibiji-bijian, 

iuang, imi- inyak, imaka ipelaku iwajib imengembalikan ibarang 

itersbut idalam ibentuk idan iukuran iyang isama. iKedua, ibarang 

idengan ibentuk, iukuran idan ijenis iyang itidak ipasti, ipelaku 

iwajib imengganti ise- iharga ibarang itersebut. 

3) Sanksi iketika ibarang iobjek ighaṣab itelah iberkurang, imaka idi- 

ibedakan iantara ibarang iberupa imakhluk ihidup idan ibenda 

imati. iBila iberupa imakhluk ihidup, imaka ipelaku iwjib 

imengembalikan- inya ibeserta ikekurangannya iseharga inominal 

iuang. iJika iberupa ibenda imati, idengan ikondisi iberku iseperti 

icacat, isobek, iretak, idan ilain-lain imaka ipelaku iwajib 

imengembalikan ibarang isecara iutuh idan ijuga imengganti 

ikekurangannya.109 

 

109 Muhyiddin iAbu iZakariyya i ibn iSyaraf i ibn iMurri i al-Nawawi, iMajmu’ i Syarh i al-Muhazzab, i (Mesir: iMatbaah 
ial-Imam, itt.), ijilid iXIV, ihlm. i65-69. 
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Di isamping ipendekatan iidentifikasi ikorupsi imelalui ibeberapa 

ijenis ijarimah ita’zir iseperti idi iatas, iada ijuga iyang imenambahkan 

ide- ingan ijenis-jenis ijarimah ilainnya, iseperti iyang idilakukan ioleh 

iNurul iIrfan. iIrfan imenambahkan ibeberapa ijenis ijarimah ilain 

iseperti ial- imaks i(pungutan iliar), ial-ikhtilās i(pencopetan), idan ial-

ihtiḥāb i(pe- irampasan). iDalam ibukunya, iKorupsi idalam iHukum 

iPidana iIslam, iIa imenyatakan ibahwa iberdasarkan iunsur-unsur idan 

idefinisinya ijari- imah-jarimah itersebut ijuga imemiliki ikedekatan idan 

irelevansi ide- ingan itindak ipidana ikorupsi idi imasa isekarang.110 

Berdasarkan iuraian iberbagai ijarimah iyang idianggap imemiliki 

ikedekatan ibentuk idengan itindak ipidana ikorupsi idi iatas, imaka 

itindak ipidana ikorupsi icenderung ilebih itepat imenjadi ibagian idari 

ijarimah ita’zir, ibukan iḥudūd. iMayoritas iulama iSyafi’iyyah ilebih 

icenderung imengkategorikan ikorupsi isebagai itindak ipengkhianatan, 

ikarena ipe- ilakunya iadalah iorang iyang idipercayakan iuntuk 

imengelola iharta ikas inegara. iMenurut imereka, ioleh ikarena iseorang 

ikoruptor imengambil iharta iyang idipercayakan ipadanya iuntuk 

idikelola, imaka itidak idapat idihukum ipotong itangan. iDalam ikonteks 

iini, i‘illat ihukum iuntuk ime- inerapkan ihukum ipotong itangan itidak 

iada. iDari ipembahasan iini, ida- ipat idisimpulkan ibahwa idalam 

iperspektif ifuqaha iSyafi’iyah, itindak ipidana ikorupsi itidak idapat 

idikategorikan isebagai ipencurian. iKarena itidak imemenuhi isyarat-

syarat iyang iditentukan idalam isarīqah. iKo- irupsi ihanya idapat 

idikategorikan isebagai itindakan ipengkhianatan. 

Kelompok ilain iyang itidak isepakat imengkategorikan ikorupsi ise- 

ibagai ijarimah ihudud iadalah iAndi iHamzah idan iM. iCherif iBassiouni, 

iyang ikemudian idiikuti ijuga ioleh iM. iNurul iIrfan. iMereka isecara 

itegas 

 

 

110 M. iNurul iIrfan, iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam, i(Jakarta: iAmzah, i2012), ihlm. i78. 
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mempertanyakan iapakah itindak ipidana ikorupsi idapat idisamakan 

iatau idianalogikan idengan itindak ipidana ipencurian iatau ibahkan ipe- 

irampokan? iAndi iHamzah, imengutip ipendapat iM. iCherif iBassiouni, 

iahli i pidana i internasional i berkebangsaan i Mesir, i berpendapat 

i bah- iwa itindak ipidana ikorupsi itidak ibisa idisamakan idengan 

ipencurian iatau iperampokan isebab ikeduanya itermasuk idalam 

ikategori ijarimah iḥudūd, iyang iketentuannya isudah ibaku idan itegas 

idalam ial-Qur’an.”111 

Menjatuhkan ihukuman ibagi ipelaku itindak ipidana ikorupsi ide- 

ingan ihukuman ipotong itangan, ilanjut iHamzah, i isama i isekali i 

itidak ibisa idibenarkan isebab imenyamakan ikorupsi idengan imencuri 

iberar- iti imelakukan ianalogi idalam ibidang iḥudūd. iDi isamping iitu 

iterdapat iperbedaan imendasar iantara imencuri idan ikorupsi. iYaitu, 

ikalau imen- icuri iharta isebagai iobjek icuriannya iberada idi iluar 

ikekuasaan ipelaku idan itidak iada ihubungan idengan ikedudukan 

ipelaku, isedangkan iko- irupsi, iharta isebagai iobjek ikorupsinya iberada 

idi ibawah ikekuasaannya idan iberkaitan idengan ikedudukan ipelaku 

idalam ipenerimaan isuap. iBahkan ibisa ijadi ipelaku imemang 

imemiliki isaham iatau ipaling itidak imemiliki ihak, isekecil iapapun 

ipada iharta iyang idikorupsinya.”112 

“Kekuasaan ipelaku iatau iadanya isaham ikepemilikan ipelaku iter- 

ihadap iharta iyang idikorupsi, ijelas iakan imenimbulkan iadanya iunsur 

isyubhat, idalam ihal iini iadalah isyubhat ikepemilikan. iPadahal iunsur 

isyubhat imenjadi isalah isatu idasar idibatalkannya ihukuman ihudud. 

iOleh isebab iitu ihukuman ihudud iharus idibatalkan. iRasulullah 

ibersab- 

111 Jur iAndi iHamzah, idalam iKata iPengantar iBuku: iM. iNurul iIrfan, iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam, 
i(Jakarta: iAm- izah, i2012), ixiv. iLihat ijuga: iM. iCherif iBassiouni, iCrimes iAgainst iHumanity iin iInternational 
iCriminal iLaw, i(Boston: iKluwer iInternational iLaw, i1999), i2nd irevised iedition, i136; iBaca: iM. iNurul iIrfan, 
iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam, i(Jakarta: iAmzah, i2012), ihlm. i153-154. 

112 Jur iAndi iHamzah, idalam iKata iPengantar iBuku: iM. iNurul iIrfan, iKorupsi idalam iHukum iPidana iIslam, 
i(Jakarta: iAm- izah, i2012), ixiv. iLihat ijuga: iM. iCherif iBassiouni, iCrimes iAgainst iHumanity iin iInternational 
iCriminal iLaw, i(Boston: iKluwer iInternational iLaw, i1999), i2nd irevised iedition, i136. 
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da ibahwa ihukuman ihudud iharus idibatalkan idengan isebab iadanya 

isyubhat. iWalaupun ihukuman ihudud itidak ibisa idiberlakukan idalam 

imenuntut ihukum ipelaku ikorupsi, ibukan iberarti isanksi ita’zir ibagi 

iko- iruptor iharus iselalu ibersifat ilebih iringan. iHukuman ita’zir ibagi 

ikorup- itor iini ibisa isaja idalam ibentuk ipidana idenda imateri, ipidana 

ipenjara iseumur ihidup, idan idinyatakan isebagai iwarga imasyarakat 

iyang iber- imasalah idan idiblack ilist. iBahkan ibisa isaja isanksi ita’zir 

iini iberupa ihu- ikuman imati. iPada isaat imeninggal idnia, ijenazah 

ikoruptor itidak iperlu idishalatkan ioleh itokoh-tokoh iagama, ipara 

iulama idan ipara iustadz.”113 

 

3. Sanksi iJarimah iKorupsi 
 

Korupsi idalam iterminologi ihukum ipidana iIslam itermasuk ida- 

ilam iklasifikasi itindak ikejahatan iterhadap iharta ibenda. iOleh 

ikare- inanya itermasuk idalam ikategori ijarimah iyang idiancam 

idengan ihu- ikuman/sanksi iharta. iDalam ihukum ipidana iIslam, 

iberdasarkan item- ipat idilakukannya ihukuman, isanksi ipidana idapat 

idigolongkan ipada itiga ibentuk, iyaitu ihukuman ibadan, iyaitu 

ihukuman iyang idijatuhkan iterhadap ibadan; ihukuman ijiwa, iyaitu 

ihukuman iyang idikenakan iatas ijiwa iseseorang; idan ihukuman iharta. 

iAdapun ihukuman iyang idikena- ikan iterhadap iharta iseseorang, 

imeliputi ihukuman idiyat, idenda, idan iperampasan iharta.114 

Perdebatan ipara iulama iseputar iidentifikasi itindak ipidana iko- 

irupsi idalam ihukum ipidana iIslam iyang itidak ipernah imengarah 

ipada ikesimpulan iyang isama iberakibat ipada ipersepsi iformulasi 

isanksi ipi- idananya. iKorupsi ipada iakhirnya imenjadi itindak ipidana 

iyang iberpo- itensi idiancam idengan ihukuman i dalam ibatas 

iminimal isampai ibatas 

 

113 Ibid. 
114 Ahmad iHanafi, iAsas-Asas iHukum iPidana iIslam, i260-262. 
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maksimal. iJika idilihat idari idampak ikorupsi iyang isangat iberbahaya 

ibagi ikelangsungan ihidup isuatu ibangsa, imenjadi ipenyebab ikemis- 

ikinan, ikezaliman idan iketiadakadilan, imaka ikorupsi imerupakan 

iben- ituk ikerusakan imoral iyang isudah imencapai ipuncak 

ikebobrokannya. iAtas idasar ilogika iberpikir iini imaka idiperlukan 

itindakan iyang isangat itegas inamun iefektif imenimbulkan iefek ijera 

isebagai ihukuman iterha- idap ipelaku ikorupsi. 

Salah isatu ibentuk ipotensi ihukuman iyang itegas idan ikeras ibagi 

ipelaku ikorupsi iadalah ihukuman iḥirābah. iIni iberarti, imengkategori- 

ikan ijarimah ikorupsi ike idalam ijenis ijarimah ihudud iyang 

iberkarakter imemiliki ijenis ihukuman iyang ipasti idan iberat. 

iAncaman ihukuman ibagi ipelaku iḥirābah ijuga ibervariasi, iyaitu: 

imati, isalib, ipotong itangan idan ikaki isecara isilang, idan ipengasingan. 

iHukuman iberat ibagi ipelaku iḥirābah ikarena imereka imelakukan 

itindakan iperampasan iharta ikeka- iyaan idengan imenggunakan isenjata 

iseraya imenimbulkan irasa itakut idi ipelosok inegeri.115 iNamun 

iidentifikasi iini iditolak ioleh iahli ihukum iyang ilain isebagaimana 

iyang itelah idisampaikan isebelumnya. 

Melihat iargumentasi ipada irumusan iidentifikasi ijarimah ikorup- 

isi idi iatas, inampak ikecenderungan ipara iulama imengkategorikan ija- 

irimah ikorupsi isebagai ita’zir. iKesimpulan iini isetidaknya ididasarkan 

ipada iunsur-unsur iyang idominan idi idalamnya, iseperti ighulūl 

i(peng- igelapan) idan irisywah i(penyuapan). iAtas idasar iidentifikasi 

itindak ipi- idana ikorupsi isebagai ijarimah ita’zir iterhadap itindak 

ipidana iterhadap iharta ibenda, imaka ipara ifukaha imerumuskan 

ibeberapa ijenis ihukum- 

 

 

115 Baca: iMajelis iTarjih idan iTajdid iPP iMuhammadiyah, iFikih iAnti iKorupsi, iperspektif iUlama iMuhammadiyah, 
i(Jakarta: iPusat iStudi iAgama idan iPeradaban, i2006), ihlm. i79-80. iBaca ijuga: iMoh iKhasan, iReformulasi 
iSanksi iTindak iPidana iKorupsi iMenurut iHukum iPidana iIslam, i(Laporan iPenelitian iIAIN iWalisongo iSemarang, 
i2011). 
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an i tertentu. i Jenis i hukuman i tersebut i secara i garis i besar i dapat 

i dike- ilompokkan idalam iempat ikelompok, iyaitu: 

a. Hukuman i ta’zir i yang i mengenai i badan, i seperti i hukuman 

i mati idan ijilid; 

b. Hukuman iyang iberkaitan idengan ikemerdekaan iseseorang, ise- 

iperti ihukuman ipenjara idan ipengasingan; 

c. Hukuman ita’zir iyang iberkaitan idengan iharta, iseperti idenda, 

ipe- inyitaan/perampasan iharta, idan ipenghancuran ibarang; 

d. Hukuman-hukuman ilain iyang iditentukan ioleh iulil iamri 

idemi ikemaslahatan iumum.116 

Sementara iitu, imenurut iMajelis iTarjih idan iTajdid iMuhamma- 

idiyah, irumusan isanksi ijarimah ikorupsi imeliputi ibeberapa ijenis ise- 

ibagai iberikut: 

a. Ta’zir. iHukuman iini idimaksudkan iuntuk imemberikan ipelajaran 

ikepada iterpidana iatau iorang ilain iagar iia itidak imengulangi 

ike- ijahatan iyang ipernah iia ilakukan. iJenis ihukumannya 

idisebut ide- ingan i‘uqūbah imukhayyarah i(hukuman ipilihan). 

iDalam ijarimah ikorupsi iada itiga iunsur iyang idapat idijadikan 

ipertimbangan ibagi ihakim idalam imenentukan ihukuman, iyaitu: 

iperampasan iharta iorang ilain, ipengkhianatan iatau 

ipenyalahgunaan i iwewenang, idan iKerjasama idalam ikejahatan. 

iKetiga iunsur iini idilarng idalam isyariat iIslam. iSelanjutnya 

itergantung ipada ipertimbangan iakal isehat, ikeyakinan idan irasa 

ikeadilan ihakim iyang ididasarkan ipada irasa ikeadilan imasyarakat 

iuntuk imenentukan ijenis ihukuman ibagi ikoruptor. 

 

 

 

116 Ahmad iWardi iMuslich, iHukum iPidana iIslam, i(Jakarta: iSinar iGrafika, i2005), ihlm. i258. 
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Adapun imacam ihukuman ita’zir iterhadap ikoruptor idapat idi- 

isesuaikan idengan iberat iringannya iperbuatan idan iakibat iyang 

iditimbulkannya. iHukuman itersebut iantara ilain: icelaan idan ite- 

iguran/peringatan; itasyhir i(mengumumkan isebagai iorang iyang 

itercela) idi itempat iumum, iseperti idi ipasar, idi imedia isocial, 

iserta idi itempat ipublik; imenasehati idan imenjauhkan idari 

ipergaulan isocial; imemecat idari ijabatannya i(al-‘azl imin ial-

wadzifah); idera/ icambuk idalm ijumlah itertentu; ipenjara idalam 

iwaktu itertentu, ipengasingan; isalib; idan ihukuman imati. 

b. Sanksi iakhirat. iYaitu isanksi iyang iakan iditerima ipelaku ikorupsi 

idi iakhirat ikelak iselama iia ibelum ibertaubat. iSanksi iakhirat 

iter- ihadap ikoruptor idinyatakan idalam ial-Qur’an idan ihadis 

iketika imenyatakan itentang ihukuman ibagi ipelaku ighulūl. 

iMisalnya ise- ibagaimana idinyatakan idalam isurat iAli iImran: 

i161, idan ijuga ise- ibuah ihadis iyang idiriwayatkan ioleh iAbu 

iHamid ial-Sa’idy: 

َيومiَبهiَجاءiَالاiَشيئاiَمنهاiَاحدكمiَيغلiَلاiَبيدهiَمحمدiَنفسiَفوالذى
iَالقيامةiَيحملهiَعلiَعنقهiَانiَكانiَرايبعiَجاءiبهiََلهiغارiَءiََناو
iكانتiََةبقرiَجاءiبهاiََراخوiناوiَكانتiََةشاiَجاءiَبهاiتيعر 

“Demi iyang imenguasai ijiwa iMuhammad, itidaklah iseseorang idi 

iantara ikalian imengkorupsi i sesuatu i kecuali i pada i ahri i kiamat 

i dia i akan i memanggul i sesua- itu iyang idikorupsinya idi 

itengkuknya. iJika iyang idikorupsi iseekor iunta, iia iakan idating 

i(menghadap iAllah) idengan iunta ihasil ikorupsinya iyang 

ibersuara. iJika iyang idikorupsinya iseekor isapi, imakai ia iakan 

idating idengan isapi ihasil ikorup- isinya iyang imengeluh. iJika 

iyang idikorupsinya iseekor ikambing, imaka iia iakan i



BAB iII i— 
i57 

 

c. Sanksi imoral idan isosial. iSanksi imoral idan isosial idi isini 

iadalah iKetika ijenazah ipelaku ikoruptor iitu itidak idisalatkan, 

iterutama ioleh ipara ipemuka iagama iyang idikenal ikedudukan 

idan ikredi- ibilitasnya. iIni idiadasarkan ipada isebuah ihadis 

iriwayat iZaid iibn iKhalid: 

َمiَصiَاللهiَرسولiَفقالiَربخيبiَرجلiَماتiَقالiَخالدiَابنiَزيدiَعن
iَصلواiَعلiَصاحبكمiَانهiَغلiَىفiَليسبiَاللهiَففتشناiَمتاعهiَفوجدنا
iَفيهiَحرزاiَمنiَخرزiَيهودiَماiَيساويiَنيدرهمi(َرواهiالنسائ) 

“Dari iZaid iibn iKhalid, iseorang ilaki-laki imati ipara iperang 

iKhaibar, ilantas iRasulullah ibersabda: ishalatkanlah itemanmu 

iitu, i(Aku isendiri itidak imau ime- inyalatkannya) ikarena iia 

itelah imelakukan ipenggelapan i(ghulūl) isaat iberju- iang idi 

ijalan iAllah. iKetika ikami iperiksa ibarang-barangnya, ikami 

imenemukan imanik-manik iorang iYahudi iyang iharganya itidak 

imencapai idua idirham i(HR. iNasa’i)” 

 

d. Pengembalian iharta ihasil ikorupsi. iSanksi iini idiperselisihkan 

ioleh ipara iulama. iMenurut iImam iSyafii idan iimam iAhmad, 

ipe- ilaku ikorupsi iharus imengembalikan iuang iyang idikorupsi, 

imes- ikipun iia itelah idikenakan ihukuman. iAlasan imereka 

idisamping iadanya ihadis iyang imenjelaskan itentang ikewajiban 

iseseorang iuntuk imengembalikan ihak iorang ilain iyan 

idiambilnya, imereka ijuga imeyakini ibahwa isanksi idan iganti 

irugi ipelaku ikorupsi iitu idapat idigabungkan. iArtinya, ipelaku 

ikorupsi imendapatkan iga- ibungan idari idua ihukuman, iyaitu 

isanksi ita’zir idan iganti irugi iatas iharta iyang idikorupsi. iDasar 

ipemikiran iyang idigunakan iadalah ibahwa ipelaku ikorupsi itelah 

imelanggar idua ihak, iyaitu ihak iAllah 
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berupa ipengharaman ikorupsi idan ihak imanusia iberupa imeng- 

iambil iharta iorang ilain.” 

Imam iAbu iHanifah iberpendapat ibahwa ijika ipelaku ikorupsi ite- 

ilah iditetapkan ihukumannya imakai ia itidak iwajib imengganti 

iuang ihasil ikorupsi, iberdasakan iatas isurat ial-Maidah: i38. iAyat 

itersebut ihanya imenyatakan iadanya ihukuman ipokok isaja 

itanpa iadanya ihukuman itambahan iberupa iuang ipengganti 

idalam ijari- imah ipencurian. iAbu iHanifah iuga imenyatakan 

ibahwa isanksi idan iganti irugi iadalah idua ihal iyang itidak idapat 

idigabungkan. iMaka ijika ipelaku ikorupsi itelah idikenai isanksi 

imaka itidak iada ikeha- irusan iuntuk imembayar iganti irugi. 

iSelain iitu ijika ipencuri iharus imembayar iganti irugi imaka 

iseakan-akan iuang iitu iadalah imilik- inya. iAkan itetapi, 

imenurutnya, ipemilik iuang iitu iboleh imeminta iuangnya 

idikembalikan isetelah ipencurinya idikenai isanksi, ibila iuang iitu 

imasih iada. 

Sementara iitu Jumhur iulama imenolak ipendapat iulama iyang iti- 

dak imembolehkan iganti irugi, ikarena ibanyak ibukti ipada 

masa iRasulullah idan iKhualafurrasyidin iterdapat ipenerapan 

sanksi iberupaipembayaraniganti rugi. Rasul ipernah imenghukum 

denda iseseorang iyang imencuri ibuah-buahan ilangsung idari 

po- ihonnya idan imemberikan idenda ikepada isi ipemilik ipohon. 

Para ulama ijuga imembolehkan ipenerapan isanksi ita’zir iberupa 

pemi- ilikan iuang idengan ijalan irampasan ibagi ipelaku ijarimah 

korupsiidenganimaksudimemperkayaidiriisendiri, imengakibatkan 

kerugian inegara, idan imemperburuk iperekonomian imasyarakat. 

Jadi ikesimpulannya,pembayaraniuang ganti rugi atau ipengembali- 



126. 
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an ihasil ikorupsi iadalah iwajib ikarena iuang itersebut 

imerupakan ihak iindividu iatau iLembaga ipemerintah.”117 

Adapun iterkait idengan ipenetapan ihukuman ita’zir iberupa iuang 

iterdapat iperbedaan idi ikalangan iulama; iAbu iYusuf, iImam iSyafi’i, 
iImam iMalik, idan iImam iAhmad i imembolehkan i ipenerapan i 

ihukum- ian ita’zir iberupa ipembayaran iuang ipengganti. iNamun idalam 

ipem- ibolehan iitu imereka iberbeda idalam ipenerapan isanksi ita’zir 

iberupa iuang ipengganti. iAda iyang imengartikan idengan ipenyitaan 

ikekayaan isi iterhukum iselama iwaktu itertentu. iPenyitaan itersebut 

itidak iboleh idilakukan idengan icara iperampasan. iAlasan imereka 

iadalah itidak ibo- ileh imengambil ikekayaan iseseorang itanpa ialasan 

ihukum iyang imem- ibolehkannya.118 iSementara iitu iyang ilain 

iberpendapat iboleh imene- irapkan isanksi ita’zir iberupa ipembayaran 

iuang idengan ialasan ibahwa ipada ipermulaan iIslam ihal iini 

idiperbolehkan. iJumhur iulama imenolak ipendapat iulama iyang 

imenolak iganti irugi, ikarena ibanyak ibukti ipada imasa iNabi idan 

iKhulafaurrasyidin i iterjadi i ipenerapan i isanksi i iberu- ipa 

ipembayaran iganti irugi iseperti ikeputusan iNabi iketika imendenda 

iseorang iyang imencuri ibuah-buahan ilangsung idari ipohonnya idan 

imemberikan idenda ikepada isi ipemiliknya.”119 

Penerapan isanksi iini itampaknya idikenakan idalam ijarimah- 

ijarimah i yang i berkiatan i dengan i ketamakan i seseorang. i Di 

i samping iitu i ulama i juga i membolehkan i penerapan i sanksi i ta’zir 

i berupa i pe- 

 

117 Baca: iAbdul iQādir i‘Audah, ial-Tasyri’ ial-Jinā’I ial-Islāmi, i(Beirut: iMu’assasah ial-Risālah, i1987), ihlm. i697-701; 
iA. iJazuli, iFikih iJinayah: iUpaya iPenanggulangan iKejahatan idalam iIslam, i(Jakarta: iRajawali, i2000), ihlm. i81; 
iAmin iSuma, iPidana iIslam idi iIndonesia: iPeluang, iProspek, idan iTantangan, i(Jakarta: iPustaka iFirdaus, i2001), 
ihlm. i213-214; iMajelis iTarjih idan iTajdid iPP iMuhammadiyah, iFikih iAnti iKorupsi, iperspektif iUlama 
iMuhammadiyah, i(Jakarta: iPusat iStudi iAgama idan iPeradaban, i2006), ihlm. i80-93. 

118 Al-Bhuri, iKadhaf ial-Qina, i(Beirut: iDār ial-Fikr, it.th.), ijilid iIV, ihlm. i124-125. 
119 Amin iSumma, iPidana iIslam idi iIndonesia: iPeluang, iProspek, idan iTantangan i(Jakarta: iPustaka iFirdaus, i2001), ihlm. 



60 — PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH 

 

milikan i (pengambilalihan) i uang i dengan i jalan i rampasan i bagi 

i pela- iku itindak ipidana ikorupsi idengan imaksud imemperkaya idiri 

isendiri, imengakibatkan ikerugaian inegara, idan imemperburuk 

iperekonomian imasyarakat. iJadi ikesimpulannya, ipembayaran iuang 

iganti irugi iatau ipengembalian ihasil ikorupsi iadalah iwajib ikarena 

iuang itersebut ime- irupakan ihak iindividu iatau ilembaga 

ipemerintah.120 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 Baca: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah, (Jakarta: 
Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 91-93. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAB III 

PERAMPASAN ASET TERPIDANA 

KORUPSI MENURUT HUKUM 

PIDANA DAN FIQH JINAYAH 

 

 
A. Perampasan Aset Terpidana Korupsi 

Menurut Hukum Pidana 

1. Pengertian Perampasan Aset Korupsi 
 

Sebelum mendefinisikan perampasan aset terlebih dahulu per- 

lu mendefinisikan kata aset, oleh karena kata tersebut merupakan 

kunci. Aset adalah modal atau kekayaan.121 Hafiluddin, sebagaima- 

 

 
 

121 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 52. 
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na idikutip iPaku iUtama,122 imengartikan iaset isebagai ibarang/benda 

iatau isesuatu ibarang/benda iyang idapat idimiliki idan iyang 

imempunyai inilai iekonomis, inilai ikomersial iatau inilai ipertukaran 

iyang idimiliki iatau idigunakan ioleh iperorangan, isuatu ibadan iusaha, 

iatau ilembaga. iDengan idemikian, iaset idapat iberupa ibenda ibergerak 

imaupun ibenda itidak ibergerak. iIa imerupakan iharta ikekayaan 

idalam ibentuk iapa ipun, ibaik imateril iatau iimmaterial, ibergerak iatau 

itidak ibergerak, iberwu- ijud iatau itidak iberwujud, idan idokumen 

iatau iinstrumen ihukum iyang imembuktikan iadanya ihak iatas iatau 

ikepentingan iterhadapnya. 

Menurut iAtmasasmita,123 iaset itindak ipidana i ikorupsi i iadalah 

iaset itindak ipidana idipandang isebagai isubjek idan iobjek ihukum. 

iDari isudut ipandang isubjek ihukum, iaset itindak ipidana iadalah iaset 

iyang idipergunakan isebagai isarana iuntuk imelakukan itindak ipidana 

iatau iyang itelah imembantu iatau imendukung iaktivitas ipersiapan 

idan ipe- irencanaan isuatu itindak ipidana. iSedangkan idari isudut 

ipandang iob- ijek ihukum, iaset itindak ipidana ikorupsi iadalah iaset 

iyang imerupakan ihasil isuatu itindak ipidana. iDari iaspek iyuridis, 

ipengertian iaset itindak ipidana imembawa ikonsekwensi ihukum 

ibahwa iaset itindak ipidana idi- ipandang iterelpas idari ipemiliknya 

i(pelaku itindak ipidana) iyang itelah imenguasainya. iPemisahan 

iketerkaitan iantara iaset idan ipemilik iaset idalam ikonteks 

iperampasan iaset imengandung iarti isecara iyuridis ibahwa iaset 

isetara idengan ipelaku itindak ipidana. 

Sementara iitu ikata iperampasan iberasal idari ikata irampas iyang 

iberarti iambil idengan ipaksa; irebut. iPerampasan iitu isendiri iberarti 

icara, iproses, iperbuatan imerampas, iperebutan. iDengan idemikian, 

 

122 Paku iUtama, iMemahami iAsset iRecovery i& iGatekeeper i(Jakarta: iIndonesia iLegal iRountable, i2013), ihlm. i100. 
123 Romli iAtmasasmita, iKapita iSelekta iKejahatan iBisnis idan iHukum iPidana i(Buku iII) i(Jakarta: iFikahati iAneska, 

i2013), ihlm. i56. 
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perampasan iaset ikorupsi iberarti iproses iatau icara ipengambilan ise- 

icara ipaksa iterhadap ikekayaan iatau iaset itindak ipidana ikorupsi. 

iSe- imenatra iitu iPasal i2 ihuruf ig iKonvensi iAnti iKorupsi i2003 

imengartikan iperampasan isebagai ipencabutan ikekayaan iuntuk 

iselama-lamanya iberdasarkan iperintah ipengadilan iatau ibadan 

iberwenang ilainnya. iIni iberarti ibahwa iperampasan iasset ikorupsi 

itidak ibisa idiakukan isecara isewenang-wenang, imelainkan imenurut 

iprosedur iatau imekanisme iyang itelah idiatur idalam iperaturan 

iperundang-undangan. iSingkat ikata, iperampasan iasset ikorupsi 

iharus idiatur idalam iperaturan iper- iundang-undangan idan 

ipelaksanaannya iharus imengacu ikepada ike- itentuan idalam 

iperaturan iperundang-undangan idimaksud. 

Selain iperampasan iaset, idikenal ipula iistilah iyang isetara iyaitu 

ipengembalian iaset iyang ididefinisikan isebagai iproses iketika 

ipelakuk ikejahatan idicabut, idirampas, idihilangkan ihaknya idari ihasil 

itindak ipidana idan i/atau idari isarana itindak ipidana.124 iApabila 

iyang ipertama imengandung imakna ipaksaan imeskipun iitu idilakukan 

iberdasarkan ihukum, imaka iyang ikedua imengandung imakna iyang 

ilebih ihalus, imeskipun ipada iprinsipnya isama. iJuga iapabila iyang 

ipernah iberada idalam idomain ihukum ipidana ian isich, imaka iyang 

ikedua iberada idalam idomain ihukum ipidana imaupun iperdata. 

iDikatakan iberada idalam idomain ihukum ipidana ikarena iperampasan 

iitu imenjadi ibagian idari ipemidanaan idan imerupakan ikelanjutan 

idari iproses ipidana isetelah iseseorang idinyatakan iterbukti ibertsalah 

imelakukan itindak ipidana iberdasarkan iputusan ipengadilan iyang 

itelah iberkekuatan ihukum ite- itap. iSementara iitu, idikatakan iberada 

idalam idomain ihukum iperdata ioleh i karena i pengembalian i itu 

i tidak i selalu i menjadi i bagian i dari i pe- 

 

 

124 Matthew i H. i Fleming i dalam i Purwaning i M. i Yanuar, i Pengembalian i Aset i Hasil i Korupsi i (Bandung: 
i Alumni, i 2007), ihlm. i103. 
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midanaan, imelainkan iditempuh idan idilaksanakan imelalui imekanis- 

ime iperadilan iperdata. iMenurut iYusuf,125 iini iterjadi idalam ihal 

isebagai iberikut: 

a. Tersangka iatau iterdakwa imeninggal idunia, imelarikan idiri, 

isakit ipermanen, iatau itidak idiketahui ikeberadaannya; 

b. Terdakwa idiputus ilepas idari isegala ituntutan; 

c. Perkara ipidananya ibelum iatau itidak idapat idisidangkan; 

d. Perkara ipidana itelah idiputus ioleh ipengadilan idan iberkekuatan 

ihukum itetap, itetapi idi ikemudian ihari iternyata idiketahui 

iterda- ipat iaset idari itindak ipidana iyang ibelum idinyatakan 

idirampas; iatau” 

e. Barang itemuan iyang ididuga iberasal idari itindak ipidana. 
 

Dengan idemikian isesungguhnya ikedua iistilah iitu imengandung 

imakna iyang isama, ihanya isaja ikeduanya imempunyai iimplikasi iyang 

iberbeda iterkait imekanisme iyang ibisa iditempuh. iNamun ibegitu 

iketi- ika idituangkan idalam iproduk iperaturan iperundang-undangan 

iistilah ibisa isaja itetap iperampasan iaset, inamun ipengertian 

idiperluas idan imekanisme idiperkaya isehingga ilebih ikomprehensif 

iserta ilebih ise- isuai idengan itujuan ipemberantasan itindak ipidana 

ikorupsi idan imen- iciptakan ikesejahteraan imasyarakat. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

125 Muhammad iYusuf, iMerampas i Aset i Koruptor i Solusi iPemberantasan i Korupsi i di i Indonesia i (Jakarta: 
iPenerbit iBuku iKompas, i2013), ihlm. i10-11. 
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2. Mekanisme iPerampasan iAset iTerpidana 

iKorupsi idan iLandasan iHukumnya 

Perampasan iaset iyang iterkait idengan itindak ipidana ikorupsi 

idi- imaksudkan itidak isaja isebagai isanksi ihukum idalam ikontek 

iperadilan ipidana, ibaik isecara irepresif imaupun ipreventif, imelainkan 

ijuga ise- ibagai isarana iuntuk imengembalikan ikeuangan inegara iyang 

idiambil ioleh ipara ipelaku itindak ipidana idan isarana iuntuk 

imemberikan ikon- isesi ikepada inegara iatas ikerugian iinmateriil iyang 

iidderita iakibat ike- ibijakan iyang itidak isemestinya idiambil ioleh 

iseorang iyang imenjabat isebagai ipenyelenggara iatau iaparatur 

inegara.126 

Dengan ibertolak idari itujuan itersebut, imaka iperampasan iaset 

iyang iterkait idengan itindak ipidana ikorupsi idapat idilakukan imelalui 

ibanyak icara iantara ilain: ituntutan ipidana, igugatan iperdata, idan 

iper- imohonan isebagai iaset inegara. 

a. Perampasan iAset iHasil iTindak iPidana iKorupsi 

imelalui iJalur iTuntutan iPidana 

UU iPemberantasan iTindak iPidana iKorupsi i(UU iPTPK) imembe- 

irikan ipeluang idilakukannya iperampasan iterhadap iaset ihasil 

ikorupsi iatau isarana ikorupsi imelalui ijalur ituntutan ipidana iapabila 

ipenuntut iumum idapat imembuktikan ikesaahan iterdakwa idalam 

imelakukan itindak ipidana ikorupsi itersebut idan iaset-aset iyang itelah 

idisita idalam iperkara i tersebut i merupakan i hasil i kejahatan i tindak 

i pidana i korup- isi. iDalam iupya ipembuktian iini idi ipersidangan 

iseringkali ipenuntut iumum imengalami ikesulitan idikarenakan imodus 

ikejahatan ikorupsi imenggunakan i cara-cara i yang i canggih 

i ditambah i lagi i dengan i ting- 

126 Bandingkan i dengan i Imelda i F.K. i Bureni, i “Kekosongan i Hukum i Perampasan i Aset i Tanpa i Pemidanaan 
dalam i Un- idang-Undang iTindak iPidana iKorupsi”, iMasalah-Masalah iHukum, iJilid i45 iNomor i45, iOktober 
2016, ihlm. i295. 
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ginya istandar ipembuktian iyang iharus idipenuhi. iOleh ikarena iitu 

ipe- irampasan isuatu iaset ihasil itindak ipidana ikorupsi isangat 

ibergantung ipada ikeberhasilan ipenyidikan idan ipenuntutan ikasus 

ipidananya.127 

Instrumen ihukum iyang idipakai idalam iperampasan iaset ihasil 

ikorupsi imodel iini idiatur idalam iPasal i39 idan iPasal i46 iAyat i(2) 

iKU- iHAP. iPasal i39 iKUHAP imenyebutkan ibahwa iyang idapat 

idikenakan ipenyitaan iadalah: 

1) Benda iatau itagihan itersangka iatau iterdakwa iyang iseluruh 

iatau isebagiannya ididuga idiperoleh idari itindak ipidana iatau 

iseabgai ihasil idari itindak ipidana; 

2) Benda iyang itelah idipergunakan isecara ilangsung iuntuk 

imela- ikukan itindak ipidana iatau iuntuk imempersiapkannya; 

3) Benda i yang i dipergunakan i untuk i menghalang-halangi 

i penyi- idikan itindak ipidana; 

4) Benda iyang ikhusus idibuat iatau idiperuntukkan imelakukan 

itin- idak ipidana; 

5) Benda ilain iyang imempunyai ihubungan ilangsung idengan 

itin- idak ipidana iyang idilakukan. 

Ringkasnya, iKUHAP imembatasi ibenda iyang idapat i idisita i iha- 

inya ipada ibenda iyang imemiliki iketerkaitan isecara ilangsung idengan 

itindak ipihak ipidana. i128Selanjutnya iayat i2 ipasal iaquo 

imenjelaskan ibahwa ibenda iyang iberada idalam isitaan ikarena 

iperkara iperdata iatau ikarena ipailit idapat ijuga idisita iuntuk 

ikepentingan ipenyidikan, ipe- inuntutan idan imengadili iperkara 

ipidana. 

 

127 Muhammad iYusuf, iMerampas i Aset i Koruptor i Solusi iPemberantasan i Korupsi i di i Indonesia i (Jakarta: 
iPenerbit iBuku iKompas, i2013), ihlm. i162. 

128 Marfuatul i Latifah, i“Urgensi i Pembentukan i Undang-Undang i Perampasan i Aset i Hasil i Tindak i pidana i di i Indonesia”, 
Negara iHukum, iVolume i6, iNomor i1, iJuni i2015, ihlm. i23. 
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Jika ipasal i39 itelah imemberikan ibatasan itentang iaset iyang ida- 

ipat idisita, imaka iPasal i46 iayat i(2) iKUHAP imenyatakan ibahwa 

ibenda iyang idisita iitu idirampas iuntuk inegara imanakala ihakim 

imemutus- ikan idemikian. iPasal iini itidak ibicara ikhusus itentang 

ipemberantasan ikorupsi, imelainkan ipenegakan ihukum ipidana ipada 

iumumnya. iOleh isebab iitu iwajar ijika ipasal iitu imenempatkan 

iperampasan ibarang isita- ian isebagai irampasan iuntuk inegara ihanya 

isebatas iklausul ipengecu- ialian. iYang ipasti iklausul idemikian itelah 

icukup iuntuk imenjadi idasar iperampasan iaset ikorupsi. 

Berbeda idengan iKUHAP iyang imengatur iperampasan iaset isecara 

iumum, iUU iPTPK imengatur itentang iperampasan iaset ikorupsi isecara 

ieksplisit idan ispesifik. iDalam ikonteks iini iUU iPTPK idiatur idua iopsi 

ipe- irampasan iaset ikorupsi, iyaitu iopsi ipembuktian ioleh ipenuntut 

iumum idan iopsi iketidakmampuan iterdakwa iuntuk imembuktikan 

ibahwa iharta ibendanya idiperoleh ibukan ikarena itindak ipidana 

ikorupsi. iBeri- ikut iini ipengaturan iperampasan iaset ikorupsi idalam 

iUU iPTPK. 

1) Perampasan ibarang ibergerak iyang iberwujud iatau itidak iberwu- 

ijud iatau ibarang iyang itidak ibergerak iyang idigunakan iuntuk 

iatau iyang idiperoleh idari itindak ipidana ikorupsi, itermasuk 

iperusaha- ian imilik iterpidana iyang imenjadi itempat 

idilakukannya itindak ipidana ikorupsi, ipun ipula iharga idari 

ibarang iyang imenggantikan ibarang-barang itersebut i(Pasal i18 

iayat i(1) ihuruf ia). iPerampasan iaset iini, imenurut iPasal i17, 

iberstatus isebagai ipidana itambahan iselain ipidana itambahan 

iyang idielaborasi ioleh iKUHP. 

2) Pembayaran iuang ipengganti iyang ijumlahnya isebanyak- 

banyaknya isama idengan iharta ibenda iyang idiperoleh idari tin- 

dak ipidana ikorupsi. iJika iterpidana itidak imembayarnya ipaling 

lama idalam iwaktu satu ibulan sesudah putusan iyang telah iber- 
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kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan 

selanjutnya dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

Jika terpidana tidak mempunyai harta yangmencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana pen- 

jara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana 

pokoknya (Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)). 

3) UU PTPk juga memberikan jalan keluar berupa perampasan 

aset tindak pidana korupsi yang perkara pidananya tidak dapat 

dilanjutkan karena terdakwa meninggal dunia setelah proses 

pembuktian dan dari pemeriksaan alat bukti di persidangan 

diperoleh bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah me- 

lakukan tindak pidana korupsi. Hakim atas tuntutan penuntut 

umum menetapkan perampasan barang-barang  yang  disita 

dan penetapan ini tidak dapat dimohonkan upaya banding (Pa- 

sal 38 ayat (5) dan (6)) 

Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur perampasan aset 

korupsi melalui tuntutan pidana tersebut, UU PTPK juga mengela- 

borasi satu perspektif perampasan aset korupsi dengan memberikan 

beban pembuktian kepada terdakwa. Dengan kata lain, untuk mem- 

perluas peluang perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi 

UU PTPK tidak cukup membebani penuntut umum untuk membuk- 

tikan dakwaan/tuntutannya, melainkan juga membebani terdakwa 

akan pembuktian bahwa harta bendanya yang belum didakwakan 

bukan karena tindak pidana korupsi. Manakala terdakwa tidak bisa 

membuktikan sebaliknya, maka harta benda tersebut dianggap di- 

peroleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang me- 

mutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas un- 
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tuk negara. Demikian diatur dalam Pasal 38B, terutama ayat (1) dan 

(2). 

 

b. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui 

Gugatan Perdata 

Ketentuan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui 

jalur gugatan perdata belum diatur secara khusus dalam suatu per- 

aturan perundang-undangan. Pengaturannya menyatu dalam UU 

PTPK yang bersifat sebagai alternatif dari upaya secara pidana,129 te- 

patnya pada Pasal 32, 33, dan 34. Dikatakan alternatif karena upaya 

ini baru ditempuh manakala perampasan aset melalui jalur tuntutan 

pidana tidak dapat dilakukan karena alasan yang dibenarkan Un- 

dang-Undang. Misalnya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia.  

Menurut Pasal 77 KUHP, meninggalnya seorang tersangka atau ter- 

dakwa menyebabkan hilangnya kewenangan untuk menuntut. 

Menurut Pasal 32 UU PTPK, dalam hal penyidik menemukan dan 

berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak 

terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian ke- 

uangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara 

hasil penyidikan kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gu- 

gatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk 

mengajukan gugatan. Hal sama juga dapat dilakukan oleh penyidik 

dalam hal terdakwa diputus bebas. 

Pasal 33 mengatur tentang upaya gugatan secara perdata dalam 

hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, se- 

dangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Sedang- 

 
129 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku 

Kompas, 2013), hlm.164-166. 
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kan Pasal 34 mengatur hal yang sama dalam hal terdakwa meninggal 

pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan 

secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. 

Ketentuan-ketentuan yang memberikan kewenangan kepada 

jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan untuk meng- 

ajukan gugatan perdata juga menjelaskan siapa yang harus digugat.  

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut, gugatan perdata ini diaju- 

kan terhadap ahli waris tersangka atau terdakwa. 

Selanjutnya Pasal 38C UU PTPK menambahkan opsi gugatan 

perdata. Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh ke- 

kuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik 

terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak 

pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, 

maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana 

dan atau ahli warisnya. 

c. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana melalui Permo- 

honan Aset Negara. 

Sebagimana telah dikemukakan dalam bab II, tindak pidana ko- 

rupsi juga diancam sanksi pidana yang ditetapkan untuk tindak pi- 

dana pencucian uang. Dengan kata lain, tindak pidana korupsi juga 

bisa diancam pidana pencucian uang, yaitu melalui instrumen hu- 

kum berupa perampasan dan penyitaan aset.130
 

Perampasan model ini tidak spesifik pada tindak pidana korup- 

si, melainkan berlaku beberapa macam tindak pidana. Oleh karena 

 

130 Halif, “Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Rechtens, 
Volume 5, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 5; dan Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bogor: 
Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 167. 
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itu, berbeda dengan perampasan aset korupsi melalui dua jalur ter- 

dahulu, perampasan melalui jalur permohonan sebagai aset nega- 

ra ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencu- 

cian Uang (biasa disebut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian 

Uang atau disingkat UU TPPU). UU ini menyasar hasil tindak pidana 

tertentu untuk dirampas menjadi aset negara. 

Menurut Pasal 2 UU TPPU, hasil tindak pidana yang menjadi 

adresat dari UU aquo meliputi seluruh harta kekayaan yang diper- 

oleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana 

menurut hukum Indonesia. Tindak pidana dimaksud meliputi: 

1) korupsi; 

2) penyuapan; 

3) narkotika; 

4) psikotropika; 

5) penyelundupan tenaga ker- 

ja; 

6) penyelundupan migran; 

7) di bidang perbankan; 

8) di bidang pasar modal; 

9) di bidang perasuransian; 

10) kepabeanan; 

11) cukai; 

12) perdagangan orang; 

13) perdagangan senjata gelap; 

14) terorisme; 

15) penculikan; 

16) pencurian; 

17) penggelapan; 

18) penipuan; 

19) pemalsuan uang; 

20) perjudian; 

21) prostitusi; 

22) di bidang perpajakan; 

23) di bidang kehutanan; 

24) di bidang lingkungan hidup; 

25) di bidang kelautan dan peri- 

kanan; atau 

26) tindak pidana lain yang di- 

ancam dengan pidana pen- 
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jara 4 (empat) tahun atau 

lebih. 

Selain harta kekayaan hasil tindak pidana-tindak pidana terse- 

but, UU TPPU juga menyasar harta kekayaan yang diketahui atau pa- 

tut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau 

tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau 

teroris perseorangan. Dengan kata lain, harta kekayaan macam ini 

disamakan dengan harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana 

dikemukakan di atas. 

Pasal 67 UU TPPU mengatur pemberian kewenangan kepada 

penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri 

agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (aset) yang diketahui 

atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset ne- 

gara atau dikembalikan kepada yang berhak. Ketentuan dalam pasal 

ini merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan 

atau non concivtion based (NCB) asset forfeiture. Sama halnya dengan 

perampasan aset melalui jalur gugatan perdata. 

 
3. Jenis Harta Yang Dapat Dirampas 

 
Jenis harta kekayaan atau aset yang dapat dirampas terkait de- 

ngan tindak pidana korupsi telah diatur secara detail dalam UU PTPK 

sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut. 
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Tabel 1. Jenis Harta Hasil Korupsi yang Dapat Dirampas 

Menurut UU PTPK 

 

 
No 

 
Jenis Aset 

 
Pelaku 

Dasar 

Hukum 

 
Mekanisme 

1 Hasil kejahatan 

dan 

sarana kejahatan. 

Setiap orang atau 

korporasi 

Pasal 2 

dan 3 

Jalur pidana 

atau 

jalur 

perdata 

2 Uang pemberian. PNS, 

penyelenggara 

negara, hakim, 

advokat 

Pasal 5 

ayat (1), 

Pasal 6 

ayat (1). 

Jalur pidana 

3 Barang bukti. Pemborong, ahli 

bangunan, penjual 

bahan bangunan, 

pengawas 

pembangunan, 

penerima 

penyerahan barang 

(perseorangan 

atau korporasi). 

Pasal 7 Jalur pidana 

dan jalur 

perdata 

4 Hasil korupsi. PNS, pejabat umum 

non PNS. 

Pasal 8 Jalur pidana 

dan/ 

atau jalur 

perdata 

5 Sarana kejahatan 

(buku-buku yang 

dipalsukan). 

PNS, pejabat umum 

non PNS. 

Pasal 9 Jalur pidana 

6 Barang-barang 

yang 

digelapkan atau 

PNS, pejabat umum 

non PNS. 

Pasal 10 Jalur pidana 
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7 Uang, barang 

hadiah, 

pelaksanaan 

janji. 

PNS,penyelenggara 

negara 

Pasal 11, 

12 a 

Jalur pidana 

8 Uang, barang 

hadiah. 

PNS, 

penyelenggara 

negara 

Pasal 

12 b 

Jalur pidana 

9 Uang, barang 

hadiah, 

pelaksanaan 

janji. 

hakim Pasal 

12 c 

Jalur pidana 

10 Uang, barang 

hadiah, 

pelaksanaan 

janji. 

advokat Pasal 

12 d 

Jalur pidana 

11 Uang atau 

barang. 

PNS, 

penyelenggara 

negara 

Pasal 12 

e, 12 f, 

12 g 

Jalur pidana 

12 Tanah negara. PNS, 

penyelenggara 

negara 

Pasal 

12 h 

Jalur pidana 

atau jalur 

perdata 

13 Uang atau barang PNS, 

penyelenggara 

negara 

Pasal 

12 i 

Jalur pidana 

14 Uang atau barang 

gratifikasi 

PNS, 

penyelenggara 

negara 

Pasal 

12B 

Jalur pidana 

15 Uang atau barang Perseorangan/ 

korporasi 

Pasal 13 Jalur pidana 
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Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa aset yang dapat diram- 

pas meliputi semua harta kekayaan yang bernilai. Dari tabel itu pula 

dapat dipahami bahwa mekanisme pidana merupakan pilihan yang 

selalu ada dan pertama, sedangkan mekanisme perdata hanya dapat 

ditempuh dalam hal-hal tertentu dan bersifat alternatif atau peleng- 

kap. 

Sementara itu jenis harta yang dapat dirampas melalui jalur 

permohonan sebagai aset negara dengan bersaranakan UU TPPU 

meliputi semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara 

langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana korupsi seba- 

gaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU. 

 
4. Problematika dan Dinamika Perampasan Aset 

Korupsi 

Perampasan aset korupsi merupakan upaya yang tidak mudah. 

Upaya melalui tuntutan pidana sebagaimana telah dikemukakan 

merupakan yang utama dan pertama. Nyatanya mekanisme peram- 

pasan aset model ini menitikberatkan pengungkapan tindak pidana 

dan kosekwensinya adalah menemukan pelaku dan menempatkan- 

nya dalam penjara. Sedangkan perampasan aset merupakan sebatas 

pidana tambahan sehingga belum cukup efektif untuk menekan be- 

rekmbangnya tindak pidana korupsi. Dengan tidak menjadikan pe- 

rampasan aset sebagai fokus penegakan hukum, maka terjadi pem- 

biaran terhadap pelaku untuk tetap menguasai dan menikmati hasil 
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tindak pidana bahkan kemudian melakukan pengulangan dengan 

modus operandi yang lebih canggih.131
 

Demikian pula subsideritas kewajiban pembayaran aset hasil  

tindak pidana korupsi telah menyebabkan upaya perampasan aset 

korupsi menjadi kurang efektif. Sebagian besar terpidana korupsi 

akan lebih memilih untuk menyatakan ketidaksanggupannya me- 

ngembalikan aset dan lebih memilih kurungan sebagai pidana peng- 

ganti. Sebab ada mekanisme bahwa hukuman subsider tidak boleh 

melebihi ancaman hukuman pokoknya. 

Dari aspek yuridis, upaya model ini, sebagaimana dikemukakan 

oleh Yusuf,132 mengandung celah kelemahan secara sistemik dalam 

hal sebagai berikut: 

a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit 

permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; 

b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan; 

c. Perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan; 

d. Perkara pidana telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan 

hukum tetap, tetapi di kemudian hari ternyata diketahui terda- 

pat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas. 

e. Aset kejahatan dikuasai olehpihak ketiga yang dalam keduduk- 

an secara hukum tidak bersalah dan bukan pelaku atau bahkan 

tidak terkit dengan kejahatan. 

 

 

 
 

131 Sudarto dan Hari Purwadi, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset 
Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Pascasarjana 
Hukum UNS, Volume V Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 114. 

132 Muhammad Yusuf, Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku 
Kompas, 2013), hlm 197. 
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f. Tidak adanya bukti yang cukup untuk diajukan dalam pengadil- 

an pidana.133
 

Tentu saja disamping kelemahan secara sistemik tersebut ma- 

sih sangat mungkin muncul kelemahan secara teknis yang berasal 

dari diri aparatur penegak hukum di satu sisi dan/atau kecerdikan 

dari pihak tersangka/terdakwa plus kecanggihan sarana teknologi 

yang dipakai di sisi yang lain.134 Faktanya banyak kasus hukum yang 

justru melibatkan apparat penegak hukum. Salah satunya adalah ka- 

sus manipulasi surat kredit pada PT Bank Negara Indonwesia dengan 

terdakwa utama Adrian Herling Woworuntu. Tidak tanggung-tang- 

gung, kasus ini melibatkan Kepala Bareskim Polri yang berpangkat 

Komjen Polisi dan seorang Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim 

yang berpangkat Brigjen Polisi. 135
 

Kelemahan atau celah yang muncul secara sistemik coba diatasi 

melalui jalur perdata. Mekanisme perdata ini merupakan adopsi dari 

nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 54 huruf c Konvensi PBB 

Anti Korupsi (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi melalui Undang- 

Undang Nomor7 Tahun 2006. Mekanisme ini berbasis pada konsep 

perampasan aset tanpa pemidanaan yang selalu dihadapkan dengan 

asas praduga tidak bersalah dan hak properti yang dilindungi oleh 

konstitusi dan bahkan termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi 

Manusia (DUHAM). 

 
133 Kelemahan sistemik ini sifatnya formal, artinya dibenarkan oleh undang-undang. Disamping itu juga ada ke- 

lemahan sistemik yang bersifat factual saja, yaitu pelaku kejahatan memiliki kekebalan hukum, atau pelaku 
kejahatan memliki kekuasaan sehingga pengadilan tidak dapat melakukan pengadilan terhadapnya, 

134 Baca misalnya, Sudarto dan Hari Purwadi, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non -Conviction 
Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal 
Pascasarjana Hukum UNS, Volume V Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 110. 

135 “Menolak Lupa 2 Jenderal Polisi dalam Kasus buronan 17 tahun,” diakses dari https://bogor.pikiran-rakyat.com/ 
nasional/pr-08590520/menolak-lupa-2-jenderal-polisi-dalam-kasus-buronan-17-tahun-pembobol-bank-bni- maria-
pauline-lumowa?page=3 tanggal 9 Juli 2020. 
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Seperti halnya perkara perdata pada umumnya, aset digugat ka- 

rena didalilkan berada dalam kepemilikan yang tercemar atau secara 

melawan hukum. Begitu pun pemilik aset masih tetap diberikan ke- 

sempatan untuk membuktikan bantahannya bahwa asetnya dipero- 

leh secara sah dan tidak tercemar. Perampasan aset tanpa pemida- 

naan tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya kesalahan seseo- 

rang melakukan tipikor, melainkan cenderung pada sah atau tidak- 

nya keberadaan aset padanya. Dengan demikian, maka perampasana 

set tanpa pemidanaan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah.136
 

Sedangkan kaitannya dengan hak properti, maka menurut Pa- 

sal 29 DUHAM, dalam menajlankan hak-hak dan kebebabasannya, 

setiap orang harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang di- 

tetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengajuan serta penghormatan yang layakterhadap hak- 

hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi sya- 

rat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahte- 

raan umum. Salah satu bentuk penghormatan atas hak asasi orang 

lain adalah tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya. 

Korupsi adalah tindak pidana yang berhubungan dengan per- 

buatan suap, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang 

merugikan keuangan/perekonomian negara, dan kesejahteraan/ 

kepentingan rakyat. Korupsi merupakan pelanggaran atas hak asasi  

warga untuk memperoleh kekayaan secara sah. Sementara itu per- 

lindungan konstitusi atas harta kekayaan diperuntukkan bagi aset  

yang sah menurut hukum. Negara tidak memberikan perlindungan 

konstitusi terhadap aset yang tidak sah. Oleh karena itu, perampasan 

 
136 Imelda F.K. Bureni, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 45, Oktober 2016, hlm. 296. 
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aset tanpa pemidanaan sebagai instrumen negara untuk melindungi 

penguasaan aset secara sah bukan pelanggaran hak properti. Itu juga 

sebabnya, menurut Komisi HAM Eropa, perampasan aset tanpa pe- 

midanaan tidak melanggar HAM.137
 

Dalam perspektif keadilan, perampasan aset tanpa pemidana- 

an merupakan alternatif pemberian keadilan bagi negara dan pelaku 

tindak pidana korupsi. Kerugian yang ditanggung oleh negara akibat 

perbuatan koruptif merupakan ketidakadilan. Di sisi lain perampas- 

an aset yang sah juga ketidakadilan bagi koruptor. Pembiaran aset- 

aset yang tidak sah berada dalam penguasaan koruptor atau pihak 

ketiga juga tidak patut. Oleh karena itu berdasarkan teori keseim- 

bangan, aset hanya dapat dirampas setelah melalui prosedur hukum 

pembuktian dan terbuktikan sebagai aset yang tidak sah. 

Mekanisme perdata dalam perampasan aset hasil tipikor me- 

mang dapat menjawab kekurangan yang dimiliki oleh mekanisme 

pidana. Namun mekanisme perdata ini juga tidak mudah. Sebab pro- 

ses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prak- 

teknya bisa lebih sulit daripada pembuktain materiil.138
 

Sementara itu perampasan aset korupsi melalui permohonan 

sebagai aset negara bersaranakan UU TPPU telah menunjukkan ca- 

paian yang positif. Bermula diterapkan pertama kali oleh Kejaksaan 

Agung pada terdakwa Bahasyim tahun 2010, perampasan ini telah 

berkali-kali ditempuh oleh KPK dan berhasil mengembalikan ke- 

rugian negara dalam jumlah yang cukup banyak dalam kasus-kasus 

 
 

137 Imelda F.K. Bureni, “Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak 
Pidana Korupsi”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 45, Oktober 2016, hlm. 297. 

138 Marfuatul Latifah, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia”, 
Negara Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 26. 
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antara lain mantan anggota DPR Laode Nurhayati, kasus simula- 

tor SIM yang melibatkan Irjen Djoko Susilo, mantan Ketua MK Akil 

Mukhtar, dan lain-lain.139
 

 
B. Perampasan Aset Pelaku Korupsi Menurut 

Hukum Pidana Islam 

1. Pengertian Perampasan Aset 

Hukum pidana Islam mengenal beberapa macam penggolong- 

an hukuman, yaitu pertama, penggolongan hukuman didasarkan 

pada pertalian satu hukuman dengan lainnya. Disini dikenal empat 

jenis hukuman, yaitu: hukuman pokok (‘uqūbah aṣliyah), hukum- 

an pengganti (‘uqūbah badaliyah), hukuman tambahan (‘uqūbah 

taba’iyah), dan hukuman pelengkap (‘uqūbah takmiliyah). Kedua, 

penggolongan hukuman ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam 

menentukan berat-rigannya hukuman. Ada dua macam hukuman 

dalam kelompok ini, yaitu: hukuman yang hanya mempunyai satu 

batas, artinya tidak ada batas tertinggi dan batas terendahnya. Con- 

tohnya hukuman jilid sebagai hukuman ḥad (80 kali atau 100 kali), 

dan hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, 

di mana hakim diberkan kebebasan untuk memilih hukuman yang 

sesuai antara keda batas tersebut. Contohnya hukuman penjara atau 

jilid pada jarimah ta’zir. Ketiga, penggolongan didasarkan pada be- 

sarnya hukuman yang telah ditentukan. Jenis hukuman ini ada dua; 

hukuman yang sudah ditentukan macam dan besarnya, di mana ha- 

kim harus melaksanakan tanpa mengurangi atau menambah, atau 

mengganti dengan hukuman lain; dan hukuman yang diserahkan 

 

139 Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 167. 
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kepada hakim untuk dipilih sesuai dengan keadaan si pelaku. Keem- 

pat, penggolongan berdasarkan tempat dilakukannya hukuman. Di 

sini, hukuman dibedakan menjadi: hukuman badan, yaitu hukum- 

an yang dijatuhkan terhadap badan; hukuman jiwa, yaitu hukuman 

yang dikenakan pada jiwa seseorang; dan hukuman harta, yaitu hu- 

kuman yang diterapkan terhadap harta benda seseorang, seperti di- 

yat, denda, dan perampasan harta. Kelima, penggolongan hukuman 

berdasarkan jenis jarimah yang diancamkan hukuman. Kelompok ini 

meliputi: hukuman hudud, hukuman qisas-diyat, hukuman kifarat, 

dan hukuman ta’zir.140
 “Perampasan aset dalam hukum pidana Islam merupakan sa- 

lah satu bentuk hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir secara garis besar 

dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) hukuman 

ta’zir yang diterapkan pada badan, seperti hukuman mati dan jilid; 2) 

hukuman yang berkenaan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 

hukuman penjara dan pengasingan; 3) hukuman ta’zir yang berhu- 

bungan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, 

dan penghancuran barang; 4) hukuman-hukuman lain yang dite- 

tapkan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.”141
 

Dibolehkannya hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta 

di perdebatkan oleh para ulama. Imam Abu Hanifah tidak membo- 

lehkan hukuman ta’zir dengan cara mengambil harta. Pendapat ini 

diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan. Sementara mu- 

ridnya yang lain, Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila diang- 

gap membawa maslahat. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Malik, 

imam Syafi’I, dan imam Ahmad. 

 
140 A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 260-262.” 
141 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 258. 



142 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 265-266.” 
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“Para ulama Hanafiyah yang membolehkan hukuman ta’zir de- 

ngan cara mengambil harta, menyatakan:” 

َزاجراَذلكََيكونَحتىَ,َمدةَىنالجاَمالَمنَشيئاَىضالقاَسكميَان
 توبتهَتذهرَعندماَلصاحبهَيعيدهَثمَ,فهرَاقتَاعمَله

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu sebagai 
pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemu- 

dian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya” 

 
Berdasarkan pendapat tersebut hukuman ta’zir dengan meng- 

ambil harta itu yang dimaksudkan bukan berarti mengambil harta 

pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum (negara), melainkan 

hanya menahannya untuk sementara waktu. Namun apabila pela- 

ku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat maka atas pertimbangan 

maslahat, hakim dapat mentasarufkan harta tersebut.142
 “Ibn Taimiyah membagi hukuman ta’zir berupa harta ini menja- 

di tiga bagian dengan memperhatikan aṡar (pengaruhnya) terhadap 

harta, yaitu; 1) penghancuran (al-itlāf); 2) pengubahan (al-taghyīr); 

3) kepemilikan (al-tamlīk). Penghancuran barang sebagai hukum- 

an ta’zir berlaku untuk barang dan perbuatan/sifat yang mungkar.” 

Contohnya seperti: 

a. Penghancuran patung milik orang Islam 

b. Penghancuran alat-alat musik/permainan yang menjadi sarana 

kemaksiatan. 
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c. Penghancuran alat dan tempat minum khamr. Khalifah Umar 

pernah memerintahkan untuk membakar kios/warung tempat 

menjual minuman keras (khamr) milik Ruwaisyid, dan Umar 

memanggilnya Fuwaisiq. Demikian pula khalifah Ali pernah 

memerintahkan untuk membakar kompleks/kampung yang 

menjadi tempat menjual khamr. Pendapat ini merupakan pen- 

dapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, Malik, dan lain- 

lain. 

d. Khalifah umar pernah menumpahkan susu yang dicampur de- 

ngan air untuk dijual. Ini karena susu yang dicampur dengan air 

menjadi sulit untuk diketahui kadar susu dari airnya. “Penghancuran barang ini tidak selamanya  menjadi  kewajib- 

an melainkan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau disede- 

kahkan. Berdasarkan pemikiran ini, Imam Malik dalam Riwayat ibn 

al-Qasim, dengan pendekatan istiḥsān membolehkan I’tilāf (peng- 

hancuran) atas makanan yang dijual melalui penipuan dengan cara 

disedekahkan kepada fakir miskin. Ini seperti dalam kasus susu yang 

dicampur dengan air untuk dijual. Dengan demikian dua kepenting- 

an yaitu I’tilāf (penghancuran) sebagai hukuman dan manfaat seka- 

ligus bagi orang miskin dapat dicapai.”143
 

Hukuman ta’zir berupa pengubahan harta antara lain seperti 

mengubah patung yang disembah oleh orang Muslim dengan me- 

motong bagian kepalanya, sehingga mirip dengan sebuah pohon. 

Hukuman ta’zir berupa pengambilalihan (pemilikan) harta pe- 

laku kejahatan, diilustrasikan dalam keputusan Nabi menghukum 

seseorang yang mencuri buah-buahan dengan melipatgandakan 

 
 

143 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 266-267. 
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denda dan hukuman jilid. Demikian pula khalifah Umar memutus- 

kan untuk melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan 

barang temuan. Jadi wujud pengambilalihan harta sebagai hukuman 

adalah denda atau dalam bahasa arab disebut gharāmah. Hukuman 

denda dapat menjadi hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat 

pula digabungkan denan hukuman pokok lainnya. 

Penyitaan atau perampasan harta juga merupakan salah satu 

bentuk hukuman ta’zir. Namun jenis hukuman ini diperselisihkan 

oleh para ulama, Jumhur ulama membolehkan penyitaan dan pe- 

rampasan harta apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas 

harta tidak dipenuhi. “Syarat-syarat tersebut adalah: 1) harta diper- 

oleh dengan cara yang halal; 2) harta itu digunakan sesuai fugsinya; 

3) penggunaan harta itu tidak megganggu hak orang lain. Apabila  

syarat tersebut tidak dipenuhi, maka ulil amri berhak untuk mene- 

rapkan hukuman ta’zir berupa penyitaan atau perampasan sebagai 

sanksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.144
 

 
2. Penggantian dan Pengembalian Aset Hasil Korupsi 

 
Ketika mendiskusikan tentang pembayaran uang pengganti atau 

pengembalian uang hasil korupsi, para ulama berbeda pandangan. Kelompok pertama, Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal berpen- 

dapat bahwa pelaku korupsi harus mengembalikan uang yang diko- 

rupsi, meskipun ia telah dikenakan hukuman. Pendapat mereka ini 

didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa seseorang berkewa- jiban mengembalikan hak orang lain yang diambilnya. Imam Syafi’i  

dan Ahmad berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi pelaku korupsi 

 
 

144 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hlm. 267-268. 
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itu dapat digabungkan. Artinya pelaku korupsi mendapat hukuman 

kedua-duanya, yaitu berupa sanksi ta’zir dan ganti rugi harta yang 

dikorupsi. Dasar pemikiran mereka adalah bahwa pelaku korupsi te- 

lah melanggar dua hak, yaitu hak Allah berupa pengharaman korupsi 

dan hak hamba berupa pengembalian harta orang lain. Oleh karena 

itu pelaku korupsi harus mempertanggungjawabkan akibat dari dua 

hak tersebut, yaitu mengembalikan harta hasil korupsi bila masih 

ada, dan harus membayar ganti rugi bila harta tersebut sudah tidak 

ada. Selain itu ia menanggung sanksi atas perbuatannya.145
 

Berdasarkan analisis terhadap pendapat fuqaha yang sama, 

Satria Effendy M. Zen dalam sebuah tulisannya tentang kejahatan 

terhadap harta menurut hukum Islam, manyatakan bahwa pencuri 

diwajibkan mengembalikan harta yang dicurinya itu kepada pemi- 

liknya. Jika barang curian sudah tidak ada lagi, atau sudah berpindah 

ke tangan orang lain, ia harus membayar ganti rugi senilai harganya. 

Si pencuri harus mengembalikan harta yang ia curi, meskipun ia te- 

lah dikenakan hukuman had potong tangan..Menurutnya, tindakan 

pencurian juga telah melanggar dua macam hak, yaitu hak Allah (hak 

umum) dan hak hamba (hak individu). Pelanggaran hak Allah ter- 

jadi karena pencurian, sebab tindakan pencurian itu menggoncang 

ketenteraman umum. Sedangkan pelanggaran hak individu terjadi 

karena tindakan pencurian telah merugikan pihak yang kecurian. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran Imam Syafi’i dan Ahmad 

ibn Hambal.146
 

 

 

 

 

145 Ahmad Jazuli, Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Jejahatan dalam Islam (Jakarta: Rajawali, 2000), hlm. 81. 
146 Satria Effendy M. Zen, “Kejahatan Terkait Harta Menurut Hukum Islam”, dalam Amin Summa, Pidana Islam di 

Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 126. 
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Kelompok kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila 

pelaku korupsi telah ditetapkan  hukumannya,  maka  ia  tidak  wa- 

jib mengganti uang hasil korupsi. Pendapat ini didasarkan pada QS.  

al-Maidah: 38. Menurutnya, ayat  ini  hanya  menyebutkan  hukum- 

an pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau 

uang pengganti dalam tindak pidana pencurian. Imam Abu Hanifah 

juga berpendapat bahwa sanksi dan ganti rugi adalah dua hal yang 

tidak dapat digabungkan. Jadi, bila si pelaku korupsi sudah dikena- 

kan hukuman maka tidak ada keharusan untuk membayar ganti rugi. 

Selain itu, ayat al-Qur’an tersebut mengandung pemahaman bahwa  

jika pencuri harus membayar ganti rugi maka seakan-akan uang itu 

adalah miliknya. Akan tetapi pada umumnya menurut beliau pemi- 

lik uang itu boleh meminta dikembalikannya uang tersebut setelah 

pencurinya dikenai sanksi hukuman bila uang itu masih ada.147
 

Selain menggunakan ketentuan al-Qur’an surat al-Maidah: 38 

tersebut, Imam Hanafi juga memperkuat pendapatnya dengan sebu- 

ah hadis dari Abdurrahman bin Auf, yang menyatakan bahwa Rasul- 

ullah pernah menegaskan bahwa: “apabila si pencuri telah dipotong 

tangannya, ia tidak lagi dituntut untuk membayar ganti rugi (HR. Al- Nasa’i).148
 

Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal hukuman ta’zir yang berupa uang. Abu Yusuf, Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Imam  

Ahmad membolehkan penerapan hukuman ta’zir berupa pembayar- 

an uang pengganti. Namun dalam pembolehan itu mereka berbeda 

dalam penerapan sanksi ta’zir berupa uang pengganti, terutama ter- 

kait cara penyitaan yang dilakukan dengan cara perampasan. Alasan 

 
147 Ahmad Jazuli, Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Jekahatan dalam Islam, hlm. 81. 
148 Satria Effendy M. Zen, “Kejahatan Terkait Harta Menurut Hukum Islam”, hlm. 126. 
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mereka didasarkan pada ketidakbolehan mengambil kekayaan se- 

seorang tanpa alasan hukum yang membolehkannya.149 Sementara 

itu ulama lain berpendapat boleh menerapkan sanksi ta’zir berupa 

pembayaran uang dengan alasan bahwa pada masa awal Islam hal 

ini diperbolehkan. Jumhur ulama menegaskan bahwa banyak bukti 

pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin terjadi penerapan sanksi be- 

rupa pembayaran ganti rugi seperti keputusan Nabi ketika menden- 

da seorang yang mencuri buah-buahan langsung dari pohonnya dan 

memberikan denda kepada si pemiliknya.150
 

Memang ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menetap- 

kan ganti rugi denda dalam ta’zir. Ada yang memposisikannya se- 

bagai hukuman pokok dan ada yang memposisikannya sebagai hu- 

kuman tambahan. Penerapan sanksi ini tampaknya dikenakan dalam 

jarimah-jarimah yang berkaitan dengan ketamakan seseorang. Di 

samping itu ulama juga membolehkan penerapan sanksi ta’zir beru- 

pa pemilikan uang dengan jalan rampasan bagi pelaku tindak pidana 

korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan 

kerugaian negara, dan memperburuk perekonomian masyarakat. 

Kesimpulannya, pembayaran uang ganti rugi atau pengembalian 

hasil korupsi adalah wajib karena uang tersebut merupakan hak in- 

dividu atau lembaga pemerintah.151
 

Pengembalian harta (hak) kepada pemilik dalam konteks tindak 

pidana korupsi juga bisa dimaknai sebagai ekspresi penyesalan pela- 

ku atas kejahatan yang telah dilakukan. Bentuk penyesalan semacam 

 
 

149 Al-Bhuri, Kadhaf al-Qina, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), jilid IV, hlm. 124-125. 
150 Amin Summa, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 

126. 
151 Baca: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi, perspektif Ulama Muhammadiyah, (Jakarta: 

Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hlm. 91-93. 



88 — PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH 

 

ini dalam perspektif fikih jinayah dikenal sebagi taubat. Yaitu sikap 

sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan 

berniat akan memperbaikinya. Para ulama sepakat bahwa taubat dari 

setiap dosa yang pernah dilakukan, termasuk dosa karena korupsi 

hukumnya wajib. 

Menurut Imam al-Nawawi, taubat harus dilakukan dengan tiga 

syarat, yaitu: harus mencabut diri dari kemaksiatan, harus menye- 

sal atas kemaksiatan (yang dilakukan), dan harus berjanji tidak akan 

melakukan kemaksiatan serupa selama-lamanya. Jika kemaksiatan/ 

dosa itu berkaitan dengan hak individu maka ada tambahan syarat 

keempat, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya atau 

minta keikhlasannya.152 Maka orang yang melakukan tindak pidana 

korupsi selain harus bertaubat dengan tiga syarat di atas, ia wajib 

mengembalikan seluruh harta yang dikorupsi kepada yang berhak 

dan berwenng menerimanya. Bila hal ini tidak mungkin dilakukan 

karen satu dan lain hal, maka menurut Ibrahim Hosen si pelaku wa- 

jib mengembalikan kepada pemilik hak sebenarnya (pemilik hakiki),  

yakin Allah dengan cara memberikan dan menggunakannya untuk 

kepentingan dan kemaslahatan umat Islam, seperti untuk memba- 

ngun dan membiayai rumah sakit, lembaga pendidikan Isalm, panti 

asuhan dan anak yatim, dan sebagainya.153
 

Tindak pidana korupsi tidak diatur oleh hukum Islam secara 

definitif. Namun melalui ketentuan fikih jinayah, berdasar uraian di 

atas, hukum Islam telah memberikan alternatif penanganan tindak 

pidana korupsi melalui konsep, pemikiran, pendapat, dan praktik 

 

 

152 Muhyiddin Abū Zakariyya ibn Syaraf ibn Murri al-Nawāwī, Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaīiḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, (Riyad: 
Bait al-Afkār al-Dauliyah, tt.), hlm. 1592. 

153 Ibrahim Hosen, Sumpah Jabatan dalam Pandangan Islam, (Jakarta: IIQ, 1995), hlm. 15. 
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yang nyata dalam sejarah awal Islam. Kontribusi fikih jinayah dalam 

menyediakan alternatif instrumen pemidanaan juga sangat kongkrit 

dan progresif, seperti perampasan dan pengembalian harta hasil ko- 

rupsi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB IV 

KE ARAH KEADILAN SUBSTANTIF 

DALAM PERAMPASAN ASET 

KORUPSI: TITIK TEMU HUKUM 

(PIDANA) NASIONAL DAN FIQH 

JINAYAH154
 

 
 

eadilan substantif ini diorientasikan untuk menggali filo- 

sofi perampasan aset korupsi. Tinjauannya bersifat per- 

bandingan antara hukum (pidana) nasional dan fiqh jina- 

 

 

154 Dalam bab ini sengaja kata pidana ditaruh dalam tanda kurung, oleh karena sebagaimana telah dijelaskan 
dalam bab-bab sebelumnya perampasan aset ternyata tidak hanya ditempuh melalui tuntutan pidana, melain- 
kan dapat juga melalui gugatan perdata. Dengan demikian, perampasan aset tidak menjadi monopoli hukum 
pidana, tetapi juga masuk ke ranah hukum perdata. Sebagai demikian, maka konsep-konsep dalam hukum 
perdata, terutama yang berkaitan dengan peradilan perdata itulah yang dipakai. Artinya, dalam sidang perdata 
itu negara sebagai penggugat berada dalam posisi yang sama dengan pihak tergugat yang notabene koruptor 
atau pihak yang diduga menguasai aset illegal. 
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yah. Tinjauan difokuskan pada tiga aspek, yaitu tujuan pemidanaan, 

kepentingan umum versus kepentingan individu, dan penegakan 

hukumnya. Aspek  pertama  untuk  menjawab  pertanyaan  menga- 

pa perlu perampasan aset korupsi? Aspek kedua merupakan basis 

asumsi dari jawaban pertanyaan yang pertama. Aspek ketiga men- 

jawab pertanyaan bagaimana seharusnya perampasan aset korupsi 

itu dilakukan? 

 

A. Tujuan Pemidanaan 

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu 

bahwa korupsi melemahkan sendi-sendi kehidupan dan merugikan 

kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu korupsi dinyata- 

kan sebagai perbuatan tindak pidana dan pelakunya diancam dengan 

sanksi hukum. UU PTPK mengelaborasi beberapa macam sanksi hu- 

kum bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pidana mati, pidana 

penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Pidana tambahan ter- 

diri dari perampasan aset, pembayaran uang pengganti, penutupan 

perusahan, dan pencabutan hak-hak tertentu.155
 

Pidana mati adalah sanksi hukum tertinggi dan paling ditakuti 

oleh sesiapa pun. Itulah sebabnya beberapa kalangan menolak dite- 

rapkannya hukuman mati sebagai sanksi hukum betapa pun berat- 

nya tindak pidana yang telah dilakukan. Itulah pula sebabnya hu- 

kuman mati hanya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana korupsi 

yang dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam 

Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dalam penjelasan ayat tersebut disebutkan 

 

 
155 Imam Fahmi, “Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Bantuan Bencana Alam Menurut Hukum 

Pidana Islam” Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun  
2019, hlm. 31. 
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bahwa “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan seba- gai “pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan baha- 

ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi 

bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi,  

atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan mone- ter.” 

Selain hukuman mati, sanksi pidana yang paling ditakuti oleh 

para pelaku tindak pidana korupsi adalah perampasan aset. Sebab 

dengan dirampas asetnya, seorang koruptor akan terancam dimis- 

kinkan, atau setidaknya semua harta kekayaannya yang terkait de- 

ngan tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung 

akan lepas darinya dan dinyatakan sebagai aset negara, oleh kare- 

na para koruptor berusaha menyembunyikan aset ilegalnya dengan 

berbagai cara yang semakin hari semakin canggih dan sulit terendus 

oleh penegak hukum. 

Dilihat dari aspek tujuan pemidanaan, perampasan aset korupsi 

tidak saja dimaksudkan untuk satu maksud tertentu, melainkan juga 

sekaligus mengandung satu atau lebih maksud yang lain. Di sini ter- 

dapat perbedaan tujuan pemidanaan hukuman perampasan aset da- 

lam perspektif hukum (pidana) nasional dan perspektif fiqh jinayah.  

Perbedaan ini terjadi karena perbedaan konsep dasar dan orientasi  

antara keduanya. 

Dalam perspektif hukum (pidana) nasional perampasan aset 

korupsi mengandung tiga tujuan, yaitu restorasi, pencegahan, dan 

pembalasan. Sedangkan tujuan rehabilitasi dan inkapasitasi tidak 

relevan dengan hukuman ini. Tujuan restorasi atau pemulihan me- 
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karena harta kekayaan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana ko- 

rupsi sesungguhnya berasal dan milik negara. Dengan dirampasnya 

aset tersebut maka kerugian yang sebelumnya diderita oleh negara 

telah dikembalikan, atau setidaknya dikurangi dan coba dikemba- 

likan. Demikian pula, diambilnya aset korupsi dari tangan pelaku 

tindak pidana korupsi menempatkan yang bersangkutan kembali ke 

posisi sebelumnya ketika belum/tidak mendapatkan aset illegal dari 

perbuatan koruptifnya. 

Setelah tujuan restorasi, perampasan aset korupsi juga mem- 

punyai tujuan pencegahan, baik bagi pelaku tindak pidana korupsi 

maupun orang lain. Artinya, perampasan aset korupsi dimaksudkan 

agar yang bersangkutan jera dan tidak mengulangi perbuatannya.  

juga agar orang lain merasa takut dan tidak mengikuti kesalahan 

yang teha dilakukan oleh pelaku yang terampas aset korupsinyaja- 

di di sini ada semacam peringatan keras betapa tragisnya manakala 

orang dimiskinkan. 

Tujuan pembalasan menempati urutan yang ketiga dalam pe- 

rampasan aset korupsi menurut hukum (pidana) nasional. Tujuan ini 

mungkin saja menempati urutan yang kedua atau bahkan pertama 

untuk hukuman yang lain, misalnya hukuman mati atau hukuman 

penjara. Tetapi untuk hukuman perampasan aset ia masih di bawah 

tujuan restorasi dan pencegahan. Sebab, syarat tujuan pembalasan 

adalah keseimbangan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, se- 

dangkan perampasan aset yang jumlahnya besar mungkin tidak se- 

banding dengan perbuatannya. 

Adapun tujuan rehabilitasi dan inkapasitasi tidak relevan de- 

ngan hukuman perampasan aset korupsi karena rehabilitasi yang 

bersaranakan pembinaan untuk perbaikan hanya relevan untuk hu- 
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kuman penjara. Demikian pula inkapasitasi hanya relevan untuk hu- 

kuman penjara. 

Sementara itu dalam perspektif fiqh jinayah perampasan aset 

korupsi mengandung tiga tujuan, sama seperti perspektif hukum 

(pidana) nasional, namun berbeda jenis dan tingkat prioritasnya, 

yaitu restorasi, pencegahan, dan rehabilitasi. Sedangkan tujuan 

pembalasan dan inkapasitasi tidak relevan dengan hukuman ini. 

Sama dengan perspektif hukum (pidana) nasional, tujuan restora- 

si atau pemulihan menempati urutan yang pertama dalam peram- 

pasan aset korupsi oleh karena harta kekayaan yang diperoleh oleh 

pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya berasal dan milik orang 

lain atau bersama orang lain, yaitu negara. Dengan dirampasnya aset 

tersebut darinya dan dialihkan menjadi aset negara, maka aset itu 

telah dikembalikan posisi sebelumnya. Artinya, pengembalian itu 

menjadikan hak adami yang semula ditanggung oleh pelaku korupsi 

telah dikosongkan. Atau hak adami yang ada padanya hanya diku- 

rangi bebannya, manakala ia sudah menimati sebelumnya dan jum- 

lahnya yang dirampas tidak sebanyak yang semestinya. 

Tujuan pencegahan juga menempati urutan kedua dari hukum- 

an perampasan aset korupsi dalam perspektif fiqh jinayah. Korupsi dalam fiqh jinayah adalah jarimah ta’zir, bukan had dan bukan pula  

qishash. Perampasan aset korupsi dimaksudkan untuk pendidikan 

bagi pelaku dan masyarakat untuk tidak mengulangi dan mengikuti 

perbuatan koruptif. Dengan demikian diharapkan setelah itu tidak 

ada lagi orang yang berbuat koruptif, sehingga kesejahteraan dan 

kedamaian terwujud dalam masyarakat. Begitu idealnya (cita, das 

sollen). 
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Sedangkan tujuan rehabilitasi menempati urutan yang ketiga 

dalam perampasan aset korupsi menurut fiqh jinayah. Rehabilitasi 

ini dimaksudkan bahwa dengan dirampasnya aset korupsi pelaku 

telah difasilitasi untuk menjadi lebih baik daripada keadaan semula 

dengan dilepasnya aset illegal yang ada padanya. Dengan demikian 

beban tanggung jawabnya di akhirat menjadi berkurang. Dalam ba- 

hasa agama, ia telah dipaksa untuk bertaubat dan mensucikan diri 

dari kesalahan yang telah diperbuat sebelumnya. Sehingga diharap- 

kan di akhirat kelak ia tidak banyak mengalami tuntutan dari pihak- 

pihak yang selama hidupnya telah dirugikan haknya. 

Dalam persepktif fiqh jinayah tujuan pembalasan dan inkapa- 

sitasi tidak relevan dengan hukuman perampasan aset korupsi. Tu- 

juan pembalasan yang dalam fiqh jinayah disebut balasan setimpal 

(qishash) telah ditentukan tindak pidananya, yaitu tindak pidana 

yang menjadikan anggota tubuh sebagai sasarannya, baik dengan 

melukai, menghilangkan fungsinya atau membuatnya mati. Tindak 

pidana korupsi bukanlah qishash dan bukan pula jarimah had yang 

telah ditentukan jenis hukumannya. Sebab, korupsi merupakan jenis 

jarimah baru karena spesifikasinya, yang belum diatur dalam nash 

al-Qur’an maupun Sunnah dan tidak pula bisa dianalogikan dengan 

jarimah had yang semisalnya. Demikian pula inkapasitasi tidak re- 

levan dengan hukuman perampasan aset korupsi karena tindak pi- 

dana korupsi terjadi lebih banyak karena jabatan yang di dalamnya 

terkandung kekuasaan. Sehingga tanpa jabatan, korupsi tidak akan 

terjadi. Relevansi tujuan pemidanaan dengan hukuman perampasan 

aset korupsi terangkum dalam tabel berikut ini. 



96 — PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH 

 

Tabel 2. Tujuan Pemidanaan dalam Perampasan Aset Korupsi 

Versi Hukum (Pidana) Nasional dan Fiqh Jinayah 

 

Versi/TP Pembalasan Pencegahan Rehabilitasi Restorasi Inkapasitasi 

H. Pidana 

Nasional 

 
3 

 
2 

 
- 

 
1 

 
- 

Fiqh 

Jinayah 

 
- 

 
2 

 
3 

 
1 

 
- 

 
Keterangan: 

TP : Tujuan Pemidanaan. 

Angka    : Menunjukkan tingkat prioritas sebagai tujuan. 

- : Tidak relevan. 

 
Dari tabel di atas nampak bahwa ada kesamaan antara hukum 

(pidana) nasional (HPN) dan fiqh jinayah (FJ) dalam hal menjadikan 

restorasi dan pencegahan sebagai tujuan dari hukuman perampasan 

aset korupsi, dan tiadanya inkapasitasi sebagai tujuan pemidanaan.  

Perbedaan terjadi untuk tujuan yang ketiga. HPN memandang bahwa 

semua jenis pidana mempunyai relevansi dan mengandung tujuan 

pembalasan betapa pun kecilnya. Sedangkan FJ memandang bahwa 

perampasan aset bisa tidak sebanding dengan perbuatan koruptif 

yang dilakukan. Padahal syarat pembalasan harus adanya keseban- 

dingan/keberimbangan antara perbuatan dan hukuman. 

Perbedaan HPN dan FJ terkait tujuan rehabilitasi terjadi karena 

FJ berorientasi dan menjangkau masa pasca kematian, sedangkan 

perhatian HPN hanya terbatas di sini, di dunia ini. Lebih dari itu FJ 

juga menjangkau aspek batin/non fisik, sedangkan HPN tidak demi- 

kian. Kalaupun pada akhirnya sampai kepada aspek tersebut, maka 

itu lebih karena faktor pribadi terpidana, bukan tujuan dari negara 

melalui norma hukum yang dibuatnya. 
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B. Kepentingan Umum dan Kepentingan 

Individu 

Manusia iadalah imakhluk isosial. iKarena iitu imanusia itidak ibisa 

ihidup isendiri, imelainkan ihidup isecara ibersama idengan iorang ilain 

imembentuk isuatu imasyarakat idari isatuan iyang ipaling ikecil 

iberling- ikup ikeluarga, idusun, idesa, idan iseterusnya ihingga isatuan 

iorganisasi ibernama inegara. 

Negara idibentuk itidak iuntuk idirinya, imelainkan iuntuk iwarga 

inegara iyang imenjadi iunsur ipenopang ieksistensinya. iKalaupun ine- 

igara iharus imendahulukan ikepentingandan ikebutuhannya, iitu idalam 

irangka imemastikan ieksistensi inegara iitu isendiri idan iselanjutnya 

idi- iorientasikan iuntuk imelayani idan imensejahtertakan iwarga 

inegara- inya. iPersoalannya iadalah iketika inegara idihadapkan ipada 

isebuah ipi- ilihan iantara iwarga inegara isecara 

iperseorangan/individu idan iwarga inegara isecara ikeseluruhan iatau 

isetidaknya isebagian ibesar idarinya. iDi isini inegara iharus ibersikap 

isecara ibijak iagar isemua idapat iterlin- idungi idan iterlayani isecara 

ibaik. 

Tindak ipidana ikorupsi imerupakan iperbuatan iindividu iyang ijuga 

imenguntungkan iindividu iyang ibersangkutan idan/atau iorang ilain 

idan ipada isaat iyang isama imerugikan iindividu-individu ilain iyang 

ile- ibih ibanyak. iKecuali iitu, iperbuatan ikorupsi iitu isudah isecara 

ieksplisit itelah idinyatakan idilarang idilakukan idan iuntuk iitu iada 

iancaman ihu- ikumnya idari iyang ipokok ihingga iyang itambahan. 

Dalam ihukum i(pidana) inasional i(HPN) inegara imendeklair ibah- 

wa iyang idilakukannya iadalah iuntuk ikesejahteraan iseluruh iwarga 

dan ioleh ikarena iitu imerupakan ikewenangannya iuntuk imelarang su- 

atu perbuatan melalui iproduk ihukum iyang idibuatnya, yaitu ihukum 
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pidana. iSiapa ipun iyang imelanggar ilarangan iitu iharus idihukum ide- 

ingan ihukuman iyang itelah iditentukan. iJadi, idasar idan ialasan 

ipenja- ituhan ihukumannya ikarena ipelanggaran iterhadap ilarangan 

iitu. 

Terkait idengan ihukuman iperampasan iaset ikorupsi inyatalah 

ibahwa idiperlukan iargumen iyang ilebih iuntuk iditerima, ioleh ikarena 

isanksi iini irelatif ibaru. iBeda ihalnya idengan ihukuman imati idan 

ipenja- ira iyang itelah iada isejak idulu, isetua iperjalanan ihidup imanusia 

idi idunia. iSeperti itelah idiuraikan idalam ibab itiga ibahwa iperlunya 

iperampasan iaset ikorupsi ikarena iaset iitu iberasal idan imilik iseluruh 

iwarga inegara imelalui inegara. iAdalah iillegal ijika iseorang iindividu 

imenguasai iaset iitu ihanya iuntuk idirinya isendiri idan/atau iorang 

ilain. iUntuk iitu, iaset imilik iseluruh iwarga inegara iyang idikuasainya 

iitu iharus idirampas idi- ikembalikan ikepada iyang iberpunya. 

Di isini iada ikesamaan ipemikiran idengan ifiqh ijinayah i(FJ), idi- 

imana iada ipembedaan ihak imenjadi ihak iAllah idan ihak imanusia 

iseba- igai iindividu. iNegara iadalah ipemegang ikekuasaan ipublik iyang 

iber- iwenang iuntuk imenyelenggarakan iurusan iyang ijuga ibersifat 

ipublik. iHak iAllah idalam iurusan imuamalah ididelegasikan ikepada 

inegara isebagai ipemegang ikekuasaan ipublik iuntuk imengurusnya. 

iDemikian ipula, iperbuatan-perbuatan imelanggar iketertiban 

imasyarakat iyang ibelum idiatur idalam inash ial-Qur’an idan iSunnah 

idiserahkan ikepada inegara iuntuk imenetapkannya isebagai ijarimah 

idan iselanjutnya ime- inentukan ijenis isanksi ihukumnya. iInilah iyang 

idisebut ijarimah ita’zir. 
Korupsi imerupakan ijarimah ita’zir. iHarta ikorupsi isesungguh- inya 

imilik iAllah iyang ididelegasikan ikepada inegara iuntuk idiperguna- kan 

isebesar-besarnyaibagiikemakmuran idan ikesejahteraan iseluruh warga 

inegara. iIndividu iyang imengambil idan imenguasai ihak imilik seluruh 

i warga i negara i harus i mengembalikannya atau hak milik i itu 
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diambil i kembali i secara i paksa. i Dengan i demikian i hak i milik i itu 

bisa idimanfaatkan iuntuk ikepentingan iseluruh iwarga inegara. 

 

C. Penegakan i Hukum 

1. Hukum iProgresif 
 

Penegakan ihukum ibiasa idiartikan isebagai ipelaksanaan ihukum 

idalam isegala iaspeknya ibaik idalam ikeadaan inormal iseperti iyang 

idiharapkan, imaupun idalam ikeadaan iabnormal iketika iterjadi ipe- 

ilanggaran iterhadap inormanya. iPenegakan ihukum idalam ikonteks 

iperampasan iaset ikorupsi iadalah ipelaksanaannya isebagai ibentuk 

isanksi/hukuman imanakala iterjadi iatau ipatut ididuga iterjadi ikorup- 

isi. iProblem ipenegakan ihukum idalam ikonteks iini, iseperti 

ipenegakan ihukum ipada iumumnya, iadalah iaspek ikonvensionalnya. 

iArtinya, ipe- inegakan ihukum iyang ibiasa-biasa isaja, ipadahal ikorupsi 

imerupakan isuatu ikejahatan iluar ibiasa. 

Hukum iprogresif iberupaya imewujudkan ipenegakan ihukum 

iyang inon ikonvensional, iyang itidak icukup ihanya idengan 

ikesesuaian iprosedur, iapalagi ihanya imengeja iperaturan. iHukum 

iprogresif ime- ingedepankan ikeadilan isubstansial, iberorientasi ipada 

ikebahagiaan imasyarakat, idan imenjalankan ihukum idengan 

ikecerdasan ispiritual. iKata ikuncinya iadalah ihukum idiorientaskan 

iuntuk imanusia, ibukan isebaliknya, imanusia idibadikan ikepada 

ihukum. iOleh ikarena iitu, ihu- ikum iharus idijalankan ioleh iorang-

orang iyang ibaik.156 

156 Satjipto iRahardjo, iMembedah iHukum iProgresif i(Jakarta: iPenerbit iBuku iKompas, i2006), iterutama ibagian 
ipertama, ihlm. i3-28; idan iSatjipto iRahardjo, iNegara iHukum iYang iMembahagiakan iRakyatnya i(Yogyakarta: 
iGenta iPress, i2008), ihlm. i100-106. 
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Menurut ihukum iprogresif,157 i“bernegara i dan i iberpemerintah- 

ian iharus ibergerak ikeluar idan imembebaskan idiri idari 

icengkeraman iprinsip ibernegara isecara iformal-spasial. iPraksis 

ipemerintah iuntuk imemerintah, imengadili iuntuk imenerapkan 

iundang-undang idan iprosedur, imengajar iuntuk imenerapkan 

ikurikulum, idan iseterusnya iadalah isalah. iMestinya ipertanyaannya 

iadalah imemerintah iuntuk iapa?, ipengadilan iuntuk iapa?, imengajar 

iuntuk iapa?, idan iseterusnya. 

Negara, ibangsa, ipemerintahan iharus ididukung idan idiawaki 

ioleh ipelaku-pelaku iyang ipenuh idedikasi, iempati, ikreasi idan 

ilain- ilain imodalitas. iPelaku-pelaku iseperti iitu iberusaha iuntuk 

itidak ihanya imenjadi isekrup idari isatu imesin, imelainkan iindvidu-

individu iyang ikreatif iyang isenantiasa iingin imemberi iarti ipenuh 

ikepada ijabatan idan iprofesinya. iSeorang ipejabat ipublik itidak 

imelaksanakan iperin- itah-perintah itertulis ihitam iputih, imelainkan 

iselalu ibertanya, iapa- ikah iyang isaya ilakukan iini isudah ibaik 

iuntuk irakyat, isudah ioptimal iuntuk irakyat? iSeorang ihakim, ijaksa, 

iadvokat, ibukan imesin iotomat iundang-undang idan iprosedur, itetapi 

iselalu idihantui ikeinginan iun- ituk imemberikan ikeadilan ikepada 

irakyat isehingga ipengadilan imen- ijadi ipengadilan iyang imemiliki 

inurani. 

Koruptor iadalah iorang iegois iyang imemperkaya idiri isendiri 

itan- ipa imemperhatikan inasib iorang ilain iyang ijumlahnya ibegitu 

ibanyak. iKekayaan iyang idirengkuhnya itelah imenyengsarakan irakyat 

ipada iumumnya. iOleh ikarena iitu, iaparatur ihukum iyang iprogresif 

iharus imerampas iaset/kekayaan iitu idan imengembalikannya ikepada 

iyang iberhak. Kesulitan prosedur, kekuranglengkapan i regulasi, i dan 

i ber- 

157 Satjipto iRahardjo, iMembedah iHukum iProgresif i (Jakarta: iPenerbit iBuku iKompas, i2006), ihlm. i31-32; idan 
iSatjipto iRahardjo, iBiarkan iHukum iMengalir iCatatan iKritis itentang iPergulatan iManusia idan iHukum i(Jakarta; 
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bagai ikendala ilainnya itidak iboleh imembuatnya imundur idari ipenge- 

ijaran idan ipengembalian iaset iillegal itersebut. iApakah iitu imelalui 

ija- ilur ipenuntutan ipidana, ijalur igugatan iperdata, iatau ijalur 

ipermohon- ian isebagai iaset inegara itidak ipenting iuntuk idiributkan. 

iJikalau iperlu iditempuh isemuanya. 

Sebagaimana itelah idiuraikan ipada iparagraf-paragraf iterda- 

ihulu, itujuan iutama iperampasan iaset ikorupsi iadalah irestorasi 

idan ipencegahan. iRestorasi iberarti ipengemablian ikepada ikeadaan 

iyang isebelumnya idalam ikontek iperpindahan iaset. iRestorasi ijuga 

iberar- iti iperbaikan isendi ikehidupan iberhukum iitu isendiri iyang 

idibuktikan idengan itidak idibiarkannya ikezaliman. iPencegahan 

iberarti ipara iko- iruptor imenjadi ijera idan iorang-orang ilain 

imerasa itakut imeniru ipe- irilaku ikoruptif. iMaka ikeberhasilan 

ipenegakan ihukum idalam ikonteks iperampasan iaset ikorupsi itidak 

iharus idiukur ihanya idari ibesarnya iaset iyang itelah iberhasil 

idiserahkan idan idisetor ike ikas inegara. iYang ijustru ilebih ipenting 

iadalah ibahwa ikoruptor imenjadi itidak itenang, irakyat imenaruh 

ipercaya ipada iaparatur ipenegak ihukum, idan ihukum imen- idapatkan 

ikewibawannya. iItulah iefek idomino idari ibernegara idengan imakna, 

iberhukum isecara inurani, ipolisi iyang iprogresif, ijaksa iyang 

iprogresif, iadvokat iyang iprogresif, idan ihakim iyang ijuga iprogresif. 

Hukum iprogresif iidentik idengan ipenegakan ihukum iitu isen- 

idiri. iOleh ikarena iitu ihukum iprogresif iberada idi iranah ipraktek 

iber- ihukum idengan ipara iaparatur ihukum isebagai isubjek. 

iPerampasan iaset ikorupsi imembutuhkan ijaksa iyang iprogresif, 

iyang itidak ihanya iberpegang ipada iprosedur. iJaksa itidak iboleh 

ihanya imementingkan ikeadilan iprosedural idengan imengabaikan 

ikeadilan isubstantif. iDie- ilaborasinya imekanisme igugatan iperdata 

idalam iperubahan iUU iPTPK idan ipenyitaan iaset-aset itindak ipidana 

isebagai iaset inegara idalam iUU 



102 i— iPERAMPASAN iASET iTERPIDANA iKORUPSI iDALAM iKAJIAN iHUKUM iPIDANA iDAN iFIQH 
iJINAYAH 

 

TPPU iserta idiperkenalkannya isistem ipembuktian iterbalik, iitu 

isemua imengindikasikan iakan ipenting idan imendesaknya iperampasan 

iaset. iDemikian iitu ikarena iperampasan iadalah itindakan/langkah 

iyang ise- ibanding idan iadil iuntuk isebuah iaset iillegal. iAtau idengan 

ikata ilain, iperampasan iaset ikorupsi imerupkan isuatu ikeharusan 

idemi ikeadilan iitu isendiri. iIni iharus imenjadi ikonsen ipara ijaksa, 

ibaik isebagai ipenun- itut iumum imaupun isebagai ipengacara inegara. 

Selain ijaksa, iperampasan iaset ikorupsi isebagai ipenegakan 

ihu- ikum iyang iprogresif ijuga imembutuhkan ihakim iyang 

iprogresif. iHa- ikim imerupakan ipalang iterakhir ipenjaga ikeadilan. 

iDialah imuara idari isemua iupaya ipenegakan ihukum idengan 

iputusan iyang idibuatnya. iSebaik iapa ipun iargumentasi idan 

ilangkah-langkah iyang idiambil ioleh ijaksa, iakan ipercuma isaja ijika 

iberhadapan idengan ihakim iyang ikon- ivensional, ikolot, iapalagi 

ibermoral irendah. iHakim iyang ihanya imen- ijadi icorong iUndang-

Undang, itanpa iberani/mau iberanjak idari ibunyi iUndang-Undang, 

idipertanyakan iprogresivitasnya. iPerlu idiragukan 

ipengarusutamaannya ikepada ikeadilan iyang iselalu idisuarakannya 

ipada isetiap iputusan iyang idiucapkan. iHakim iyang iprogresif 

itidak iakan iberlindung idi ibawah ipameo i“melepas iorang iyang 

isalah ilebih ibaik idaripada imenghukum iorang iyang ibaik”. iHakim 

iprogresif itidak iakan ipernah iragu iuntuk imenghukum ikoruptor idan 

iharta iillegal ihasil ikorupsi. iJangankan iorang ibenar iyang 

idisalahkan, iatau iorang isalah iyang itidak imengakui ikesalahannya, 

iorang iyang ijelas-jelas isalah ipun iakan iberusaha imelawan iterhadap 

iputusan ihakim iyang imerugikan idirinya. iArtinya, iketika iada 

isedikit ikeraguan ipun idi ihati, ihakim iti- idak iperlu itunduk ipada 

ipameo itersebut idengan iasumsi ibahwa isi iter- idakwa/terampas iaset 

imasih iakan iberupaya imenyelamatkan idiri idan iasetnya. 
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Sesempurna iapa ipun isuatu iperaturan iperundang-undangan, iti- 

idak iakan isecara iotomatis ibekerja idan iberfungsi ibegitu isaja 

iseperti idiharapkan itanpa idigerakkan ioleh iaparatur iyang iprogresif. 

iBegitu ipula isesempurna iapa ipun inorma-norma iyang imengatur 

iperampas- ian iaset ikorupsi, ihanya iakan itetap isebatas itulisan idi 

iatas ikertas iyang imenakutkan isesiapa isaja iyang imembacanya 

iatau imendengar idari iorang iyang imembacanya, inamun itak 

ikuasa imewujudkan iisi ikan- idungan idan imateri imuatannya. 

iApalagi iyang idihadapi iadalah ipara ikoruptor, iyang inotabene 

imempunyai ienergi idan ikuasa iyang iberle- ibih. iSemakin itidak 

iberdaya inorma-norma ihukum itersebut iberha- idapan idengan 

imereka. iOleh ikarena iitu, iaparatur ihukum iyang ibaik idan iprogresif 

imerupakan ikesatuan iyang itidak iterpisahakan idari idua iunsur ilain 

iyang imembentuk isistem ihukum, iyaitu iunsur isubstansi ihukum 

idan ibudaya ihukum. iJadi, ikeberadaan ijaksa idan ihakim iyang 

iprogresif imerupakan ikeniscayaan idalam iimplementasi iperampasan 

iaset ikorupsi. 

 
2. Pluralisme iHukum 

 
Pluralisme ihukum i(legal ipluralism) idiartikan isebagai ipenegak- 

ian ihukum iberdasarkan ipluralitas isosial imasyarakat. iDalam ikonteks 

iini ipenegakan ihukum imemadukan isekaligus ihukum inegara, 

ibudaya, imoral/agama/etik/adat. iHal iini ikarena ipembentukan 

ihukum idi iIn- idonesia ijuga iberasal iatau isetidaknya imemperhatikan 

idua iunsur iuta- ima, iyaitu iadat ikebiasaan idan iagama.158 

 

 

 

 

 

158 Suteki, iDesain iHukum idi iRuang iSosial i(Yoyakarta: iThafa iMedia, i2013), ihlm. i193-195. 
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Menurut iIrianto,159 iada iempat ialasan imunculnya ipendekatan 

ipluralisme ihukum. iPertama, ikompleksitas ipluralisme ihukum idalam 

isistem ihukum inegara imaupun isistem ihukum irakyat. iKedua, iwarga 

imasyarakat idapat imenanggapi isuatu ihukum idengan icara iberbeda 

itergantung ipengetahuan, ikepentingan idan iterutama ibudaya ihu- 

ikumnya. iKetiga, imasalah ipenegakan ihukum iyang ipada ipraktiknya 

iseringkali iberbeda idengan iyang idikehendaki ioleh iperaturan ihukum 

isecara inormatif. iKeempat, iperanan ihukum iadat i(termasuk ihukum 

iIslam) idalam ihukum inasional iyang itidak idapat idibaikan. 

Dalam ikehidupan ikeseharian iselalu idapat idijumpai ibermacam- 

imacam isistem ihukum ilain idi isamping ihukum inegara, iyaitu ihukum 

iagama, ihukum iadat, ikebiasaan, ikesepakatan-kesepakatan iatau ikon- 

ivensi-konvensi isosial ilain iyang idihayati isebagai ihukum ioleh 

imasya- irakat. iHukum inegara itidak ibisa imemonopoli ihubungan-

hubungan isocial iwarga imasyarakat. iSebaliknya isemua isistem 

ihukum itersebut isecara ibersama imempengaruhi iatau imenjadi 

iacuan ikelakuan iorang idalam iberinteraksi isatu isama ilain. 

Masalah ipluralisme itidak ihanya iterletak ipada iadanya ikeaneka- 

iragaman ihukum, itetapi ijuga ipada iindividu-individu iyang 

imenjadi isubyek ilebih idari isatu isistem ihukum. iSecara ianalitis 

isetiap iorang imenannggapi iaturan ihukum itertentu idengan icara 

iyang iberbeda- ibeda, ikarena imempunyai ipengetahuan, iharapan-

harapan, idan ike- ipentingan-kepentingan, iatau itepatnya ibudaya 

ihukum iyang iberbeda. iItulah isebabnya, isetiap iperistiwa iyang iterjadi 

idalam imasyarakat ijuga 

 

 

 

159 Sulistyowati iIrianto, i“Pluralisme iHukum idan iMasyarakat iSaat iKrisis”, idalam iE.K.M. iMasinambo i(ed.), iHukum 
idan iKemajemukan iBudaya iSumbangan iKarangan iuntuk iMenyambut iHari iUlang iTahun ike-7 iProf idr. iT.O. 
iIhromi i(Jakar- ita: iYayasan iObor iIndonesia, i2000), ihlm. i80-82. 
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bisa imempunyai idampak iyang iberbeda ibagi itiap iorang iatau ikelom- 

ipok. 

Banyak ibidang iyang isecara inormatif isudah idiatur idalam 

iber- ibagai iperaturan iperundang-undangan. iNamun ikarena 

iberbenturan idengan ialasan-alasan idi iluar ihukum, imenyebabkan 

iperaturan-per- iaturan itersebut itidak isepenuhnya idapat 

idilaksanakan idalam iprak- itek, iatau isetidaknya itidak ibisa 

idilaksanakan isecara ibaik isebagaima- ina imestinya. iDalam ihal iini 

ipraktek ipenegakan ihukum i(law ienfor- icement) iyang idibebani 

ioleh ifaktor-faktor idi iluar ihukum, iterutama ipolitik idan iekonomi, 

iturut imemperburuk ikondisi ikehidupan ihukum isecara ikeseluruhan. 

Pengaruh ihukum iIslam idan ihukum iadat idalam iperkembangan 

ihukum inasional imenurut isejarahnya itidak idapat idiabaikan. iDalam 

ihal iini iperlu idipahami ibahwa idalam irangka icita-cita 

ipembentukan ihukum inasional, iharus idiberi ipeluang iuntuk 

iberkembang ikepada iunsur-unsur idalam isystem-sistem ihukum 

ilokal iyang isangat iterikat ikepada ikonsep-konsep ibudaya 

imasyarakat isetempat, iyang ibelum itentu idapat iditerma ioleh idan 

idiberlakukan ikepada imasyarakat ilain. iDalam isystem-sistem 

ibudaya ilokal iitu isering iterkandung ikearifan ibudaya idan 

ipengertahuan-pengetahuan ibudaya iyang isangat idiper- ilukan ibagi 

imasyarakat iyang ibersangkutan iuntuk itetap ibisa imelang- isungkan 

ikehidupannya. 

Kenyataannya isekarang iini ikearifan idan ipengetahuan ibudaya 

ilokal icenderung isemakin iberkurang imendapat itempat idalam ikebi- 

ijakan-kebijakan inasional, iyang itidak ijarang ijuga idituangkan idalam 

iberbagai ibentuk iperaturan iperundang-undangan idan iputusan- 

iputusan ihakim. iSesungguhnya iada ihal-hal iyang isebaiknya idiatur 

isecara inasional, inamun iada ijuga ihal-hal iyang isebaiknya idiatur 

ide- 
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ngan imemberi ipeluang ikepada itetap iberlakunya imuatan-muatan 

ihukum imasyarakat ilokal. 

Pendekatan ipluralisme ihukum iyang idiintrodusir ioleh iWerner 

iMenski iini imengandalkan iadanya i ipertautan i iantara i istate i i(positive 

ilaw), iaspek ikemasyarakatan i(socio-legal iapproach) idan inatural ilaw 

i(moral/ethic/religion). iCara iberhukum iyang ihanya imengandalkan 

ipositive ilaw idengan irule iand ilogic iserta irule ibound-nya ihanya iakan 

ibermuara i pada i kebuntuan i dalam i pencarian i keadilan i substantif. 

i 160 

Pluralisme ihukum imerupakan istrategi ipendekatan ibaru iyang 

iharus idikuasai ioleh ipenegak ihukum iagar idapat imelakukan 

iterobos- ian ihukum, ibahkan ikalau iperlu imelalui ithe inon 

ienforcement iof ilaw. iArtinya ikebijakan iuntuk itidak imenerapkan 

iketentuan iperaturan iperundang-undangan isecara ikhusus, inamun 

imasih ibernaung idan iberada idi ibawah inorma ibesar idan iuniversal 

iyang idipegangi ibersama idemi imenghadirkan ikeadilan iparipurna. 

Dalam ikonteks iperampasan iaset ikorupsi ipendekatan ipluralis- 

ime ihukum idapat idilakukan imisalnya idengan imenghadirkan ikon- 

isep-konsep ikeagamaan iyang imengandung inilai imoral itinggi iyang 

imengajarkan ibahwa iseseorang iharus imenempuh icara iyang ihalal 

idan isah idalam imencari idan imendapatkan ikekayaan, ibahwa 

imenguasai idan imemanfaatkan iaset iillegal itidak iakan imembawa 

iketentraman idan ikebahagiaan, idan ibahwa ipertanggungjawaban 

ikesalahan ikare- ina imenguasai iaset iillegal itidak ihanya isekarang 

idan idi isini, imelain- ikan ijuga ikelak idan idi isana. iIntinya, isecara 

iekstrim, idimungkinkan iseorang ikoruptor imengembalikan iseluruh 

iharta ihasil ikorupsinya ikepada inegara isecara isukarela idan isebagai 

i imbalannya idibebaskan 

 

160 “Suteki, iDesain iHukum idi iRuang iSosial i(Yogyakarta: iThafa iMedia, i2013), ihlm. i195.” 
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dari ituntutan ipidana. iHal iitu isebagai ibentuk ipertaubatan idari iyang 

ibersangkutan. iDan itentu isaja ikata ikuncinya iadalah isecara isukarela 

idan iinisiatif isendiri, ibukan ikarena idisidik idan iditersangkakan ioleh 

iaparatur ihukum. 

Memang idi isini iakan imemunculkan ipenentangan iterkait iaspek 

ikeadilan ibahwa ipelaku ikesalahan iharus idihukum. iJuga iakan ime- 

imunculkan istigma inegatif iterkait itiadanya ikepastian ihukum. iTetapi 

idalam iperspektif itujuan ihukum idengan itiga iaspeknya, ipengemba- 

ilian i aset i korupsi i secara i sukarela i tanpa i ancaman i tuntutan 

i pidana iini ijuga itidak ibisa idikatakan iabai iterhadapnya. iDitinjau idari 

iaspek ikeadilan ipengembalian isecara isukarela itelah imemenuhi iitu 

idengan itelah iberalihnya iaset iitu ike ikas inegara. iNegara itidak iperlu 

irepot- irepot idan imengeluarkan ienergi iuntuk ipengembalian iitu. 

iNyatanya idalam ipenegakan ihukum ipidana ipun idikembangkan 

ikonsep ijustice icollaborator, iyaitu ikonsep iuntuk imemberikan 

iapresiasi iterhadap iter- isangka, iterdakwa iatau inarapidana iyang imau 

ibekerja isama idengan ipenegak ihukum iuntuk imengungkap isuatu 

itindak ipidana. iApresiasi iantara ilain iberupa ikeringanan ituntutan 

ihukum. iBagaimana ijika ipe- ingembalian iaset ikorupsi isecara 

isukarela iitu iakan imenjadi ipola idan idirencanakan isejak iseseorang 

ibelum imelakukan ikorupsi? iTerhadap ikekhawatiran iini idapat 

idikemukakan ibahwa ipengembalian iitu itidak imudah idilakukan 

idilakukan, ikecuali ioleh iorang iyang ibenar-benar itaubat idan 

imengakui isalah. iSebab, iada ifaktor ipsikis iberupa imalu, iharga idiri 

idan isebagainya. iJuga iada ifaktor iekonomi, idimana isumber idaya 

iyang ipenting iyang iada iditangannya idiserahkan ibegitu isaja ike- 

ipada ipihak ilain. 

Ditinjau idari iaspek ikemanfaatan ijuga itelah imemenuhi. iBukan- 

ikah, iseperti idikemukakan idi iatas, iperampasan iaset ihasil ikorupsi 
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bertujuan iuntuk irestorasi ibaik ibagi ikeuangan inegara imaupun ipela- 

iku ikorupsi isecara ipribadi? iRestorasi iitu iterjadi idengan isendirinya 

iketika iseorang ikoruptor isecara isukarela imenyerahkan iaset 

iilegalnya ikepada inegara. 

Sedangkan iditinjau idari iaspek ikepastian ihukum, ipengembali- 

ian iaset isecara isukarela iitu ijuga imemenuhi. iTentu isaja idi isini 

iyang idimaksud ihukum iitu iadalah ihukum isecara ikeseluruhan, 

itidak ipar- isial. iSering ikali iistilah ikepastian ihukum iini 

idipersempit imenjadi ikepastian iUndang-Undang, iatau ikepastin 

ipasal-pasal idalam iUn- idang-Undang. iKesesuaian isuatu ikebijakan 

idengan iruh isuatu iUn- idang-Undang iatau ibahkan itujuan ihukum 

isecara iumum isudah icukup imemenuhi iaspek ikepastian ihukum. 

 
3. Pendekatan i Maslahah i terhadap 

Sanksi iPerampasan iAset iTerpidana iKorupsi 

Pendekatan imaslahat iberpijak idari itujuan iumum idari ipenetap- 

ian ihukum i(tasyri’) idalam ihukum iIslam, iyaitu imewujudkan 

ikemasla- ihatan i(taḥqīq ial-maṣālih). iPendekatan iini idiambil 

iterutama imana- ikala ipendekatan ikebahasaan iatau ipendekatan 

ikekaidahan i(qawā’id ial-fiqh) itidak imampu imenyelesaikan 

ipermasalahan iyang isedang idihadapi. iKedua ipendekatan iitu idinilai 

ibisa imenjadi isolusi iyang iadil idan ibisa iditerima. 

Pendekatan imaslahat imemiliki ifilosofi iyang isangat ijelas idalam 

iprinsipnya, iyaitu ijalb ial-maṣāliḥ iwa idaf’ ial-mafāsid i(meraih ikeba- 

iikan/kemanfaatan idan imenolak ikerusakan). iKeadilan ihukum iadalah 

ientitas iyang isenantiasa imengandung imanfaat idalam ikonteks iapa- 

ipun idan ioleh ikarenanya iharus idiperjuangkan isemaksimal imungkin. 

iNamun i demikian i praktik i dan i implementasinya i harus 

i disesuaikan 
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dengan isituasi, ikondisi, idan ikebutuhan imasyarakat. iDengan i ikata 

ilain, iharus isesuai idengan irasa ikeadilan imasyarakat. iSementara iitu, 

iperbuatan ikoruptif, idalam ilevel iapapun, idan idalam iukuran iberapa- 

ipun ipasti imerepresentasikan isebuah ikerusakan i(mafsadat), iyaitu 

ikeruskan imoral ipelakunya idan ikerusakan iakibat iyang iditimbulkan- 

inya. iMaka, isemua ibentuk imafsadat iyang iberkaitan idengan 

iperbuatan ikorupsi iwajib ihukumnya iuntuk iditolak idan idihindari. 

Kualifikasi idan imekanisme ipenentuan imaslahah idiformulasi- 

ikan imelalui itiga iukuran, iḍarūriyah, iḥājiyah, idan itaḥsīniyah. 

iMaslahat iḍarūriyah iadalah ikemasalahatan iyang iberkaitan idengan 

ikebutuhan ipokok imanusia, ibaik iterkait idunia imaupun iakhirat. 

iMaslahat iḥājiyah iadalah ikemaslahatan iyang idibutuhkan idalam 

irangka imenyempur- inakan ikebutuhan ipokok iatau imendasar 

isebelumnya idalam ibentuk ikeringanan iuntuk imempertahankan idan 

imemelihara ikebutuhan ida- isar imanusia. iDalil iatas ihal iini iadalah 

iagama idisyariatkan iatas iprinsip idasar iuntuk imencegah ikesulitan 

idan ikesukaran iserta imendatangkan ikemudahan. iHal iini 

isebagaimana iditegaskan idalam ibeberapa iayat ial-Qur’an. iMaslahat 

itaḥsīniyah iyaitu ikemaslahatan iyang ibersifat ipe- ilengkap iberupa 

ikeleluasaan iyang idapat imelengkapi ikemaslahatan isebelumya. 

iMeskipun imaslahat itaḥsīniyah imerepresentasikan ikebu- ituhan 

imanusia imeski itidak imencapai ipada ikebutuhan iḍarūriyah ima- iupun 

ikebutuhan iḥājiyah, imaslahat iini iperlu idipenuhi idalam irangka 

imemberi ikesempurnaan idan ikeindahan ibagi ihidup imanusia. iInilah 

iyang idiistilahkan ioleh ial-Syatibi isebagai imakārim ial-akhlāq. 

Pendekatan iḍarūriyah isebagaimana ikonsep iyang idisempurna- 

ikan ioleh ial-Syatibi imenawarkan ilima iparameter, iyaitu iḥifż ial-dīn 

i(memelihara iagama), iḥifż ial-nafs i(memelihara ijiwa), iḥifż i‘aql i(me- 

imelihara iakal), iḥifż ial-nasl i(memelihara iketurunan), idan iḥifż ial-

māl 
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(memelihara iharta). iPerampasan iasset iterpidana ikorupsi idalam 

ikonteks imaslahat itidak ibertentangan idengan itujuan ipenegakan 

imaslahat idaruriyah iyang ilima itersebut, iterutama iberkaitan idengan 

ipemeliharaan iharta. iHal iini ikarena ikejahatan ikorupsi 

imengakibat- ikan ikehancuran isendi-sendi iperekonomian inegara idan 

imerampas isecara iterang-terangan iharta imilik irakyat, iyang ijika 

idianalisis ilebih ijauh imemiliki ipotensi iyang ibesar imenjadi 

ipenyebab idan iakar ikemis- ikinan isebuah inegara. iDalam ihal iini 

imaka iterdapat idua ikemaslahatan iyang iperlu idiperhatikan, iyaitu 

ikemaslahatan imenjaga inyawa ipelaku ikorupsi, idi isatu ipihak idan 

ikemaslahatan imenjaga iagama, iakal, iharta, idan inasab imasyarakat 

iluas idi ipihak iyang ilain. iIni iberarti iterjadi isi- ituasi ikonflik iantara 

idua ikepentingan iyang ibesar, iyaitu ikepentingan ipelaku, idan 

ikepentingan ikorban. 

Dalam ikonteks iyang ilebih iriil iadalah ibagaimana i isemestinya 

iaset ihasil ikorupsi itersebut idiperlakukan idalam isituasi inegara iyang 

isedang imembutuhkan idukungan ifresh imoney iuntuk imendukung ibi- 

iaya ipembangunan iyang imassif idan icadangan idevisa, iseperti iyang 

isedang idialami ioleh inegara iIndonesia? iMenghadapi isituais iperten- 

itangan iyang idilematis iseperti iini, imaka isolusi iyang iditentukan 

ioleh ipada iahli ihukum iIslam iadalah idengan imemenangkan idan 

imenda- ihulukan ikemaslahatan iyang ilebih ibesar idaripada 

ikemaslahatan iyang ilebih ikecil. iAl-Buthi imenyatakan ibahwa icara 

imengukur itingkat ike- imaslahatan iyang ibesar idan iyyang ikecil 

iadalah idengan imelihat ipada icakupan ikemaslahatannya. 

iKemaslahataan iumum iharus ididahulu- ikan idaripada ikemaslahatn 

iindividu. iDalam ihal iini, imaka ikeungkinan iyang ilebih ipasti iadalah 

ibahwa ikemaslahatan iyang iberkaitan idengan ipelaku ikorupsi iberada 

ipada iposisi ikemaslahatan iyang ilebih irendah, isedangkan 

ikemaslahatan iyang iterdapat ipada ikorban, imasyarakat, idan inegara 

ipasti ijauh ilebih ibesar. iMaka, imenghukum ipelaku ikorupsi 
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dengan ihukuman iyang iberat, itanpa imenghilangkan iaspek ikeadilan 

ihukumnya, iharus idilakukan ikarena isudah isesuai idengan 

ipendekatan imaslahat.161 

Penanganan iterhadap ipelaku ikorupsi, ijika idikaitkan idengan itu- 

ijuan ipemidanaan162 idan ipenegakan ihukum idi ipihak iyang ilain, 

imaka iperlu idiinisiasi iadanya ikompromi iantara ipenegakan ihukum 

iterha- idap ipara ikoruptor idengan itarget ipengembalian iaset 

ikorupsi, ibaik iyang itelah iditangkap idan idiadili imaupun iyang ibelum 

idiproses iseka- ilipun, idengan ikebutuhan inegara iterhadap ijumlah 

iuang iyang isangat ibesar, iserta ikesesuaian idengan iketentuan isyariat 

i(fikih ijinayah) idan ihukum inasional iinilah iyang iseharusnya 

imencerminkan iformulasi iregulasi iyang idapat imewakili ikeadilan 

ihukum isemua ipihak. iDan iini- ilah ikepentingan imaslahat iyang 

iseharusnya idiupayakan imelalui ipen- idekatan iberbagai iregulasi 

ihukum idari iberbagai ilatar ibelakang. iMaka idari iitu, inilai-nilai 

imaslahat iyang ifundamental iserta iuniversal iyang isemsestinya 

idiupayakan idalam ipenyelesaian ihasil irampasan itindak 

161 Dalam ipraktiknya, imenghukum ipelaku ikorupsi idengan isanksi iyang ilaing iberat, iyaitu ihukuman imati, itidak iselalu 
iberimplikasi ipositif ipada ipara ipelaku isehingga isecara iotomatis imembuat imereka ijera iuntuk imelakukan ikejahatan ikorupsi 
ikembali. iPenerapan ihukuman imati ibagi ipelaku ikorupsi idi iSingapura iberimplikasi ipositif ibagi inegara, isehingga ikejahatan 
ikorupsi isangat ibisa idikendalikan. iKeberhasilan iini imenempatkan iSingapura idalam irangking i6 isebagai inegara iterbersih idari 
ikorupsi imenurut iTransparancy iInternational iCorruption iPerception iIndex ipada itahun i2017. iDemikian ijuga idengan iTaiwan 
iyang iberhasil imengendalikan ikejahatan ikorupsinya idengan ihukuman i mati, i sehingga i menaikkan i peringkatnya i pada 
i tahun i 2016 i menjadi i 29 i dari i sebelumnya i 31 i sebagai inegara i terbersih i dari i korupsi. i Namun i berbeda i dengan 
iVietnam, i yang i meskipun i telah i memberlakukan i hukum- ian imati ibagi ikoruptor, itetap itidak iberpengaruh isecara 
isignifikan iterhadap iupaya ipemberantasan ikorupsi idi inegaranya. iVietnam imasih iberada ipada iperingkat iindex ikorupsi 
itinggi, iyaitu i107. 

162 Filosofi i hukuman i secara i prinsip i selalu i merujuk i pada i tujuan i hukuman. i Secara i umum i tujuan i hukuman i dalam 
isemua itradisi ihukum, iseperti ijuga ihukum iIslam, ibersifat itemporal idan ibermacam-macam, imeliputi: ipence- igahan 
i(detterence), iganti irugi i(retribution), irehabilitasi i(rehabilitation), imelindungi ikepentingan iuum idengan icara ipelemahan 
ikepada ipelaku ikejahatan i(protecting ithe igeneral ipublic iby iincapacitating ithe i offender), i serta iintinya iadalah ikeadilan 
i(justice). iHukuman ijuga iberhubungan isecara ierat idengan igagasan iganti irugi imelalui ikerusakan idan ikompensasi iatas 
ikerugian iyang iterjadi. iSecara iluas, ibahwa ihukuman imemiliki idua itujuan iutama/ imendasar; isatu ibersifat imendesak, idan 
iyang ilain imerupakan ikepentingan ilebih ijauh. iTujuan imendesak idari ihukuman iadalah iuntuk imenerapkan ipenderitaan 
itehadap ipelaku ikejahatan iatas iapa iyang iia ilakukan idan iuntuk imencegahnya idari imengulangi iperbuatannya. iSedangkan 
itujuan iyang ilebih iluas idan ilebuh ijauh iadalah iuntuk imelindungi imasyarakat idari iperbuatan ijahat idan imenegakkan 
ikepentingan idasar i(masāliḥ) idan istandar-standar ikeadilan. iBaca: iAhmad iFathi iBahnāsī, iAl-‘Uqūbah i fī ial-Fiqh ial-Islāmī, 
i(Cairo: iDār ial-Syurūq, i1989), icet, i6, ihlm. i18. 
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pidana ikorupsi iharus ididasarkan ipada iasas irestorasi, ipencegahan, 

ipembalasan i(efek ijera), idan iislah/perbaikan. 

Pendekatan imaslahat idalam ibentuk iformulasi ihukuman itindak 

ipidana ikorupsi idengan ipendekatan irestoratif isangat ipenting idan 

irasional. iSetidaknya iada idua ialasan iyang imendasari ipernyataan iini. 

iPertama, isebagai ipelaku itindak ipidana, iseorang ikoruptor i(dan ijuga 

ipelaku ikejahatan iapapun iyang ilain) iseharusnya iterus-menerus idi- 

iarahkan iuntuk ibertaubat idan iberkomitmen iuntuk itidak imengulangi 

iperbuatannya. iKesadaran iatas idosa idan ipenyesalan iatas iperilaku 

ija- ihatnya iakan imenjadi ilangkah iawal iyang ipotensial iuntuk 

imengem- ibalikan ipemikiran idan isikap ipelaku ikejahatan ikepada 

itatanan ihu- ikum iyang isemestinya. iKedua, iterkait idengan 

ipengembalian iharta iyang imenjadi ibagian itak iterpisahkan idari 

ipenyesalan idan itaubat iseseorang. iTidak iada igunanya itaubat ipelaku, 

ijika itidak idiikuti ipe- ingembalian iharta ihasil ikorupsi. iIni ikarena 

idalam iperbuatan ikorupsi iitu iterdapat ipelanggaran iterhadap ihak 

iindividu, iselain ipelanggaran iterhadap ihak iAllah. iSatu-satunya icara 

iuntuk imembayar ipelanggaran iterhadap ihak iindividu iitu iadalah 

idengan imengembalikan iharta ihasil ikorupsi. iPengembalian iaset 

ikorupsi iyang ijuga imenjadi itujuan ipene- igakan ikorupsi idi 

iIndonesia iakan imenjadi iefektif idan iproduktif ijika ididukung ioleh 

ipendekatan ikemanusiaan idalam iformulasi idan ipene- irapan isanksi 

iterhadap ipelaku ikorupsi. 

Pendekatan imaslahat idalam ikonteks iperampasan iaset ikorupsi 

imenyatakan ibahwa ikepemilikan idan ipenguasaan iseorang ikoruptor 

iterhadap iaset iyang idiperolehnya isecara iilegal iadalah itidak isah. 

iOleh ikarena iitu iklaim ikepemilikannya iharus idiakhiri, ibaik imelalui 

iupaya ipaksa iyang idilakukan ioleh inegara imaupun isecara isukarela 

ioleh iko- iruptor iitu isendiri. iPerampasan isecara ipaksa iatau 

ipenyerahan isecara 
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sukarela iitu isendiri isyarat idengan ikebaikan ibaik ibagi inegara 

imaupun ibagi ipribadi ikoruptor itersebut. 

Negara idapat imempergunakan iaset iyang idirampas isecara ipaksa 

iatau idiserahkan isecara isukarela iitu iuntuk idipergunakan isesuai 

iper- iuntukan isemula iatau iuntuk imembiayai ikebutuhan 

ioperasionalnya idalam irangka ipelayanan ikepada iseluruh iwarga 

inegara. iSedangkan ibagi ikoruptor iitu isendiri, idirampasnya isecara 

ipaksa iaset iyang iada ipadanya iatau idiserahkannya isecara isukarela 

iolehnya imerupakan ike- ibaikan ibaginya isecara ihakiki, iyaitu ilepasnya 

ihak iadami iyang iada ipa- idanya. iSehingga ipertanggungjawabannya 

idiakhirat itelah ihapus iatau isetidaknya isemakin iberkurang. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BAB V 

PENUTUP 

 
 

1. Regulasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia 

dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, mekanis- 

me hukum pidana. Pada mekanisme ini penanganan tindak 

pidana korupsi dilakukan melalui penetapan pidana pokok 

dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara 

dan pidana tambahan berupa penyitaan aset. Mekanisme ini 

dianggap tidak produktif dalam penanganan korupsi kare- 

na masih banyak celah gagalnya tujuan penegakan hukum, 

misalnya ketika si pelaku meninggal dunia, melarikan diri, 

dan lain-lain. Kedua, mekanisme hukum perdata. Meski di- 

anggap ada keleluasaan di pihak negara, mekanisme ini juga 

belum mendapatkan hasil maksimal karena mensyaratkan 

bukti formil. Ketiga, mekanisme UU TPPU dengan memper- 

lakukan pemrosesan hasil korupsi sebagai aset negara. Pen- 
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dekatan ini pun pada praktiknya masih menemui kesulitan. 

Upaya alternatif sedang dilakukan untuk menyempurnakan 

regulasi-regulasi sebelumnya, yaitu inisiasi RUU Perampas- 

an Aset yang masih dalam proses perumusan. 

2. Tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indone- 

sia adalah untuk mengembalikan aset negara, maka sank- 

si perampasan aset terpidana menjadi instrumen penting 

untuk merealisasikan tujuan tersebut. Para ulama meng- 

kategorikan jarimah korupsi sebagai jarimah ta’zir. Dengan 

demikian potensi instrumen penegakan hukum dari mulai 

yang paling ringan sampai yang terberat dapat diimplemen- 

tasikan, karena sesuai dengan prinsip jarimah ta’zir tersebut. 

Perampasan dan pengembalian aset terpidana korupsi men- 

jadi salah satu formula penghukuman bagi pelaku korupsi 

yang juga dirumuskan dalam fikih jinayah dan terintegrasi 

dengan instrumen taubat. Orang yang melakukan tindak pi- 

dana korupsi, maka orang tersebut melanggar dua hak, yaitu 

hak Allah dan hak individu. Ini berarti ketika orang tersebut 

terbukti bersalah maka ia diancam dengan dua sanksi atau 

hukuman yakni sanksi ta’zir dan sanksi pengembalian hasil 

korupsi. Secara restoratif, sistem pemidanaan ini sangat ra- 

sional dan besar potensiya untuk diterapkan secara efektif, 

karena berbasis nilai-nilai kemanusiaan, kepastian hukum 

dan kemanfaatan yang tinggi. 



116 

 

INDEKS 

 

 
D 

deterrence 25, 27 

F 

fiqh iv, 5, 6, 34, 90, 92, 94, 95, 96, 98, 108 

H 

hakim iv, 3, 8, 13, 40, 45, 46, 48, 55, 67, 68, 73, 74, 80, 81, 82, 100, 101, 

102, 103, 105 

hudud 51, 52, 53, 54, 81 

J 

jarimah 32, 34, 41, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 80, 81, 87, 94, 95, 98, 

115 

K 

korupsi iii, iv, v, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

75, 76, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 

99, 101, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 122, 

125, 127 

koruptor iv, 3, 4, 51, 53, 55, 56, 57, 79, 90, 92, 101, 102, 103, 106, 108, 

111, 112, 113 

L 

legal pluralism 8, 9, 103 

M 

maslahat 45, 81, 82, 108, 109, 110, 111, 112 



117 

 

P 

perampasan aset iv, v, 5, 8, 9, 19, 20, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 

72, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 102, 

103, 106, 107, 112, 115 

Q 

qisas-diyat 81 

R 

retribution 26, 111 

S 

sanksi iv, 3, 5, 7, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 70, 

84, 85, 86, 87, 91, 92, 98, 99, 111, 112, 115 

T 

ta'zir 40, 41, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 94, 98, 115 



118 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
 

Abidin, Zainal, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan 

KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3. (Jakarta: 

ELSAM, 2005. 

Abidin, Zainal, Psikologi Korupsi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015. 

Ahmad. S., Abu Abdul Halim, Suap, Dampak dan Bahyanya bagi 

Masyarakat, Cet 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996. 

Aji, Indriyanto Seno, “Pembuktian Kerugian Negara Menghambat”, 
Kompas, 30 September 2013 diakses dari http://www.kpk. 

go.id/id/berita/berita-sub/1413-pembuktian-kerugian- 

negara-menghambat tanggal 1 Juli 2020. 

al-Abadi, Abu al-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-Adzim, ‘Aun 

al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd, juz VII, al-Qāhirah: Dār 

al-Hadīṡ, 2001. 

al-Asfahānī, Al-Rāghib, Mu’jam Mufradāt al-Alfāż al-Qur’ān Beirut: 

Dār al-Fikr, tt. 

al-Azhari, Muhammad , Tahdzīb al-Lughah, Kairo: Dār al- 

Qawmiyyah, 1964. 

al-Bantānī, Syekh Muhammad An-Nawāwī, Sullam al-Taufīq, 
Surabaya: al-Hidayah, tth. 

al-Bantānī, Syekh Muhammad An-Nawāwī, Sullam at-Taufīq, 
Surabaya: al-Hidayah, tth. 

Al-Bhuri, Kadhaf al-Qina, jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. 

Al-Fatwā al-Hindiyah, Juz III, Bulak: Dār al-Thabā’ah al-Amîrah, 

t.th. 

al-Fayyūmī, al-Muqry, al-Misbāh al-Munīr, juz I, t.tp,, t.p., t.th. 



119 

 

al-Hamid, Syekh Muhammad, Radd ‘alā al-Bāṭil, Beirut: al- 

Maktabah al-‘Ashriyyah, 1997. 

al-Hamid, Syekh Muhammad, Radd ‘alā al-Bāṭil, Beirut: al- 

Maktabah al-‘Ashriyyah, 1997. 

al-Jurjānī, Ali bin Muhammad, Kitāb al-Ta’rifāt, Jakarta: Dār al- 

Hikmah, tt. 

al-Khāthib, Syarbinī, Mughnī al-Muhtāj, (Mesir: Dār al-Bāb al- 

Halabî wa Awlāduhu, 1958. 

al-Khāṭib, Syarbini, Mughnî al-Muhtāj, Mesir: Dār al-Bāb al-Halabī 
wa Awlāduhu, 1958. 

al-Manzūr, Ibn, Lisān al-‘Arab, juz III, t.tp: Dār al-Ma’ārif, t.th. 

al-Mubārakfurī, Abu ‘Ali Muhammad bin Abdurrahman, Tuḥfah al- 

Aḥwāżī bi Syarḥ Jāmi’ al-Turmūzī, juz V, Beirut: Dār al-Fikr, 

tt. 

al-Nawāwī, Muhyiddin Abū Zakariyya ibn Syaraf ibn Murri, Majmu’ 
Syarḥ al-Muhazzab, jilid XIV, Mesir: Maṭbaah al-Imam, tt. 

   , Al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaīiḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, 

Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyah, tt. 

al-Qardāwī, Muhammad Yusuf, al-Halāl 
al-Rūs, Ahmad Abu, Jarā’im al-Sariqat wa al-Nasbi wa Khiyānat 

al-Amānah wa al-Syaik Bi Dûni Rasīd, Iskandariyah: al- 

Maktabah al-Jāmi’ al-Hadîts, 1997. 

al-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad, Nail al-Auṭār, Juz 

VIII., Kairo: Dār al-Ḥadīts, t.th. 

al-Syaukānī, Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad, Nail al-Auṭār, Juz 

VIII., Kairo: Dār al-Ḥadīts, t.th. 

al-Zarqani, Muhammad ibn Abd al-Bāqi ibn Yūsuf, Syarḥ al-Zarqānī ‘ala al-Muwaṭṭa’ al-Imām al-Mālik, jilid III, Beirut: Dār al- 

Kutub al-‘Ilmiyah, tt. 



120 

 

al-Zuhailî, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Damaskus: 

Dar al-Fikr, 1989, cet II, juz IV. 

al-Zuhailī, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, cet II, 

Damaskus: Dār al-Fikr, 1989. 

Al-Ṣan’āniī, Subul al-Salām, juz XIV,  Beirut: Dār al-Ṣadr, tt. 

al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar, Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 

Kairo:Dār Diwān al-Turāṡ, tt, 

Andiyono, Direktur LBH Semarang, “Mengkaji Unsur Kerugian 

Negara dalam Delik Tipikor”, Local Workshop, Semarang 4 

November 2013. 

Anwar, Syamsul, Fikih Antikorupsi Perspektif ulama 

Muhammadiyah Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 

Jakarta: Pusat studi Agama dan Perdaban, 2006. 

at-Tabrānī, Abu al-Qāsim Sulayman ibn Ahmad, al-Mu’jam al- Kabīr, editor: Hamdi ‘Abd al-Majîd al-Salafî, Beirut: Dār Ihyā’ 
al-Turāts al-‘Arabî, 1985. 

Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum 

Pidana (Buku II) Jakarta: Fikahati Aneska, 2013. 

Audah, Abdul Qadir, Al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al Islāmī: Muqāran bi al- 

Qanūn al-Waḍ’ī, Juz 1, Beirut: Dār al Kātib al A’rabi, tt. 

Azizy, A. Qodri, dkk, Menggagas Hukum Progresif di Indonesia, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Bahnāsī, Ahmad Fathi, Al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī, cet, 6, Cairo: 

Dār al-Syurūq, 1989. 

Bassiouni, M. Cherif, Crimes Against Humanity in International 

Criminal Law, Boston: Kluwer International Law, 1999. 

Bureni, Imelda F.K.,  “Kekosongan Hukum Perampasan Aset 

Tanpa Pemidanaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana 



121 

 

Korupsi”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 Nomor 45, 

Oktober 2016. 

CD-ROM Mausû’ah al-Hadîts asy-Syarîf, Edisi 1, 2, Syarikah Shakhr 

Libarnamij al-Hasîb, 1991. 

Chaerudin, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Korupsi, Bandung: Refika Aditama, 2008. 

Dahlan, Abd. Azis, (et all.), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Cet. 1, 

Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa 

Indonesai, Jakarta: Balai Pustaka, 1995. 

Fahmi, Imam, “Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap 

Dana Bantuan Bencana Alam Menurut Hukum Pidana Islam” 

Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun 2019. 

Fleming, Matthew H., dalam Purwaning M. Yanuar, Pengembalian 

Aset Hasil Korupsi, Bandung: Alumni, 2007. Halif, “Model Perampasan Aset terhadap Harta Kekayaan Hasil 

Tindak Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Rechtens, Volume 5, 

Nomor 2, Desember 2016. 

Haliva, Muharosa, Tinjauan Yuridis Terhadap Pencbutan Hak Politik 

Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia, JOM Fakultas Hukum, 

Volume III Nomer I, Februari 2016. 

Hamzah, Jur Andi, dalam Kata Pengantar Buku: Nurul Irfan, Korupsi 

dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2012 

Hanafi, Ahmad, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan 

Bintang,. 

Hapsin, Abu, “Pidana Mati Bagi Koruptor”, Justisia, Edisi 37 Th XXII 

2011. 



122 

 

Haq, Hamka, Al Syatibi: Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab 

al Muwafaqat, (Surabaya: Erlangga, 2007). 

Hartianti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 

2007. 

Hartono, Dian Rudy, “Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor 

Perspektif Nomokrasi Islam”, Siyasah, Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2016. 

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5248a99bb71aa/ 

akademisi--hapus-kerugian-negara-dari-unsur-korupsi/ 

tanggal 5 Juni 2020. 

Hudson, Barbara A., Understanding Justice: An introduction to 

Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory, 

Philadelphia: Open University Press, 2003. 

Husein, Yunus, “Kerugian Negara dalam Tipikor”, Koran Seputar 

Indonesia (Sindo), edisi Rabu, 28 Mei 2008. Ibn Abidīn, Muhammad Amin, Radd al-Mikhtār ‘Ala al-Durr al- Mukhtār; Hashiyat Ibn Abidîn, juz VII, Beirut: Dār al-Ihya’, 
1987. 

Ibn al-Manzūr, Lisān al-‘Arab, t.tp: Dār al-Ma’ārif, t.th. 

Irfan, M. Nurul, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 

2012. 

Irianto, Sulistyowati, “Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis”, dalam E.K.M. Masinambo (ed.), Hukum dan 

Kemajemukan Budaya Sumbangan Karangan untuk 

Menyambut Hari Ulang Tahun ke-7 Prof dr. T.O. Ihromi, Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia, 2000. 

Jazuli, Ahmad, Fikih Jinayah: Upaya Penanggulangan Jekahatan 

dalam Islam, Jakarta: Rajawali, 2000. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5248a99bb71aa/


2015. 

123 

 

Kepala Daerah Tidak Juga Jera, Kompas, Jum’at, 26b Oktober 2018. 

Khan, M. Shadiq, Nail al-Marām min Tafsīr Ayāt al-Aḥkām, ttp tp, 

1929. 

Khasan, Moh, Reformulasi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Menurut 

Hukum Pidana Islam, Laporan Penelitian IAIN Walisongo 

Semarang, 2011. 

KTP – el, Korupsi Nyaris Sempurna, Harian Kompas, tanggal 10 

Maret 2017 

Latifah, Marfuatul, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang 

Perampasan Aset Hasil Tindak pidana di Indonesia”, Negara 

Hukum, Volume 6, Nomor 1, Juni 2015. 

Lippman, Matthew, Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, 

and Controversies, London: SAGE Publications, 2010. 

Lubis, Mochtar, dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, Jakarta: 

LP3ES, 1995. 

M. Zen, Satria Effendy, “Kejahatan Terkait Harta Menurut Hukum 

Islam”, dalam Amin Summa, Pidana Islam di Indonesia: 

Peluang, Prospek, dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 

2001. 

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi, 

perspektif Ulama Muhammadiyah, Jakarta: Pusat Studi Agama 

dan Peradaban, 2006. 

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet. 3, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2007. 

Menski, Werner, Comparative Law in Global Contextt, New York, 

Cambridge University Press, 2006. 

Mubarok, Nafi,’ “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional 

dan Fiqh Jinayah”, Al-Qanun, Volume 18, Nomor 2, Tahun 



124 

 

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 

Muladi dan Barda Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: 

Alumni, 1992. 

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, 

Yogyakarta: Ponpes Krapyak Al-Munawwir, 1884. 

Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Menurut al-Qur’an, Jakarta: 

Diadit Media, 2007. 

Nugroho, Leo, “Kajian Unsur Kerugian Negara dalam Delik Tipikor”, 
Focus Group Discussion, ICW, 17 September 2013. 

Nurdjana, IGM, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, 

cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 

Packer, Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction, California: 

Stanford University Press, 1968. 

Praja, Chrisna Bagus Edhita, dan Irmawan, Achmad, Pencabutan 

Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perspektif 

Hukum tata Negara, The 4 th University Coloquium 2016, 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Magelang. 

Praktek Jual Beli Jabatan Merajalela, Kompas, Kamis 1 Agustus 2019. 

Pro-Kontra Pencabutan Hak Politik Jenderal Djoko Susilo”, 
Tribunnews.com Jumat, 20 Desember 2013 diakses tanggal 19 

Maret 2017. Qala’arjī, Muhammad Rawās, dan Ḥāmid Ṣādiq Qunaybī, Mu’jam Lughāt al-Fuqaha’, Beirut: Dār al-Nafīs, 1985 

Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum Yang Membahagiakan 

Rakyatnya, Yogyakarta: Genta Press, 2008. 

Raharjo, Satjipto, Hukum Progresif Sebagai dasar Pembangunan Ilmu 

Hukum Indonesia, dalam Qodri Azizy dkk, Menggagas Hukum 

Progresif di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. 



125 

 

Raharjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku 

Kompas, 2006. Rimawan, “Akibat Korupsi, Uang Negara Menguap Rp168,19 triliun”, Tempo.co, edisi senin, 4 Maret 2013 atau versi 

elektroniknya dapat diakses pada laman https://nasional. 

tempo.co/read/464996/akibat-korupsi-uang-negara- 

menguap-rp16819-triliun. 

Shalih, Abd al Ghafar Ibrahim, Al-Qiṣāṣ fī al-Nafsi fi al- Syarī’ah 

al-Islāmiyyah: Dirāsah Muqāranah, (Kairo: Al-Nahḍah al 

Misriyyah, 1989/1409). 

Shoim, Muhammad, “Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat 

Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang”, 
Laporan Penelitian Individual dibiayai oleh Pusat Penelitian 

IAIN Walisongo Tahun 2009. 

Sholehuddin, M., Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Isu Dasar 

Double Track System & Implementasinya, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004. 

Sibuea, Deypend Tommy, dkk, “Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia”, 
Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, 2016. 

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: 

Universitas Indonesia, 1984. 

Solek, Mohamad, “Pencabutan Hak Politik Bagi Koruptor (Kajian 

Hukum Pidana Islam)”, Penelitian Individual, LP2M. UIN 

Walisongo Semarang, 2018. 

Sudarto dkk, “Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan 

Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya 

Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana 



126 

 

Korupsi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume 5, 

Nomer 1, Januari-Juni 2017. 

Suharso dkk, Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi 

dalam Perspektif Hukum Tata Negara, The 4 th University 

Research Coloquium, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2016. 

Summa, Amin, Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan 

Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001. 

Suteki, Desain Hukum di Ruang Sosial, Yogyakarta: Thafa Media, 

2013. 

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, 

Teori dan Praktek), Depok: Rajawali Pers, 2018. Sābiq, Sayyid, Fiqh Sunnah 

Usman, “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu 

Hukum Jambi, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2011. 

Utama, Paku, “Memaksimalkan Pemahaman dan Penerapan 

Unsur Kerugian Negara Dalam Upaya Pengembalian Aset Berdasarkan Delik Tindak Pidana Korupsi“ Focus Group 

Discussion, Mengkaji Ulang keberadaan Unsur Merugikan 

Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, Selasa 

17 September 2013. 

Veranda, Ivon Resta, “Urgensi Pencabutan Hak Menduduki Jabatan 

Publik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015. 

Yuntho, Emerson, dkk., “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan 

Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi,” Hasil Penelitian 

Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerjasama dengan 

Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga 

Bantuan Hukum Semarang Tahun 2014, terutama Bab II. 



127 

 

Yusuf, Muhammad, Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan 

Korupsi di Indonesia, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2013. 

Zaydan, Abdul Karim, Al-Madkhal Lidirāsati Syarī’at al-Islāmiyyah, 

(Baghdad: Al Quds, 1986 M/1407 H). 

Zurul, Ahmad, “faktor-faktor Penyebab Korupsi”, 
diakses dari https://www.kompasiana.com/ 

zurul_98/57ee2a6ab37e61951464bfe4/faktorfaktor- 

penyebab-korupsi?page=all tanggal 5 Juli 2020. 

http://www.kompasiana.com/


128 

 

PROFIL PENULIS 

 
 

MOH. KHASAN lahir di Kudus pada tanggal 12 Desember 1974 

dari pasangan Bapak H. Dja’far (almarhum) dan Ibu Hj. Asfiyah. 

Tempat kelahirannya adalah Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo 

Kabupaten Kudus. Saat ini Ia tinggal di Jl Bukit Tunggal III Blok C 2A 

No. 8 Permata Puri Ngaliyan Semarang. Sejak 2003 tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo  

Semarang. 

Riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan dasar di SD 

Adiwarno III Desa Hadiwarno, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Ku- 

dus, Propinsi Jawa Tengah, lulus tahun 1986. Pendidikan selanjutnya 

ditempuh di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kudus Prambatan 

Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, lulus tahun 1989. 

Di tingkat atas, Ia melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) I Yogyakarta selama 1 tahun, kemudian di sekolah yang sama 

mengambil program beasiswa di Madrasah Aliyah Negeri Program 

Khusus (MANPK), lulus tahun 1993. Selepas menyelesaikan pendi- 

dikan tingkat atasnya, penulis melanjutkan pendidikan tinggi (S1) di  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, lulus ta- 

hun 1998, dan S2 di lembaga yang sama pada tahun 2000 dan lulus 

tahun 2003. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S3 di  

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 

Adapun karya tulis ilmiah yang pernah dibuat antara lain: Kon- 

sep al-Sunnah dan Implikasinya dalam Istimbath Hukum: Telaah 

Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur (Al-Ahkam vol. 17 no. 2 okt 



129 

 

2006), Rekonstruksi Fiqh Perempuan, Telaah terhadap Pemikiran 

Muhammad Syahrur (Buku, tahun 2009), Pesantren, Sufisme, dan 

Tantangan Modernitas (Dimas vol 10 no. 1, 2010), Reformulasi Teori 

Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam (La- 

poran Penelitian tahun 2011), Zakat dan Sistem Sosial-Ekonomi da- 

lam Islam (Dimas vol 11 no. 2, 2011), Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum 

dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Jurnal Rechtsvinding vol.  

6 No. 1, 2017), Perspektif Islam dan Psikologi tentang Pemaafan (Jur- 

nal at-Taqaddum, LPM UIN Walisongo, Vol. 9, No. 1, 2017), Analisis 

Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU Hukum Pidana dan Asas Lega- 

litas Hukum Pidana Islam (Jurnal Isti’dal Vol. 5 No. 2, 2018), Dispa- 

ritas Sikap Pemaafan Dikalangan Mahasiswa (Jurnal at-Taqaddum, 

LPM UIN Walisongo, Vol. 11 No. 1, 2019), Reviewing Human Rights 

Issues on Crime of Hirabah in Islamic Criminal Law (2019), Peram- 

pasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fikih 

Jinayah (Laporan Penelitian tahun 2020), From Textuality to Uni- 

versality: The Evolution of Hirabah Crime in Islamic Jurispredence 

(Al-Jami’ah, Vol. 59 No. 1, 2021, Scopus ID: 57224477563). 

JA’FAR BAEHAQI menyelesaikan sarjana S1 di Fakultas Syari’ah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. S2 

dan S3 diselesaikan di Universitas Diponegoro Semarang. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Mata kuliah 

yang diampu antara lain: Hukum Perbankan, Hukum Perdata, Hu- kum Dagang, Hukum Ekonomi Syari’ah, Legal Drafting (Perancang- 

an Perundang-Undangan), dan Pengantar Ilmu Hukum. Selain itu juga aktif mengajar di Ma’had Aly Al-Musyaffa’, Pondok Pesantren 

Al-Ma’wa, dan Majlis Taklim Al-Hikam. Khidmahnya kepada umat 

terefleksikan dalam aktifitasnya di Jam’iyah Nahdlatul Ulama, baik 



130 

 

ditingkat Kabupaten Kendal (Wakil Ketua PCNU), maupun di tingkat 

kecamatan dan desa. 

Beberapa karya tulis yang pernah dibuat antara lain: Aspek Fi- 

losofis Dialektika Hukum Islam dan Hukum Nasional (International 

Seminar on Contemporary Islamic Law in Asia, 2014), Paradoks Pe- 

negakan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Judicial Review (2016), 

Dinamika dan Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indone- sia (2016), Kerangka Yuridis Kepatuhan Syari’ah dalam Operasional  

Perbankan Syariah di Indonesia (Al-Daulah, 2017), Faktor-Faktor 

Politik, Budaya, Sosial dan Ekonomi dalam Perkembangan Perbank- 

an Syariah di Indonesia (2018), Perampasan Aset Terpidana Korupsi 

dalam Kajian Hukum Pidana dan Fikih Jinayah (Laporan Penelitian 

tahun 2020). 



 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembaca yang baik, 

Kami telah menerapkan pengawasan 

ketat selama proses produksi, tetapi 

dalam prosesnya  mungkin  saja 

terjadi ketidaksesuaian. Oleh karena 

itu, apabila Anda menemukan cacat 

produk—berupa halaman terbalik, 

halaman tidak berurut, halaman tidak 

lengkap, halaman terlepas, tulisan 

tidak terbaca, atau kombinasi hal di 

atas—silakan kirimkan buku tersebut 

dengan disertai alamat lengkap Anda 

kepada: 

a nea 

Kantor Redaksi Penerbit Alinea 

Kavling Permata Beringin IV Blok G, 

Nomor 12, Wonosari, Ngaliyan, 

Semarang, Jawa Tengah 

Email: redaksi@penerbitalinea.com 

Syarat: 

1. Kirimkan buku yang cacat 

tersebut beserta catatan 

kesalahannya dan mohon 

lampirkan bukti pembelian 

(selambat-lambatnya tujuh hari 

sejak tanggal pembelian). 

2. Buku yang dapat ditukar adalah 

buku yang terbit tidak lebih dari 

satu tahun. 

 
Penerbit Alinea akan menggantiya 

dengan buku baru untuk judul yang 

sama selambat-lambatnya 14 hari 

kerja sejak buku cacat yang Anda 

kirim kami terima. 

Catatan: Mohon terlebih dahulu untuk 

berusaha menukarkan ke toko buku 

tempat Anda membeli buku tersebut. 

mailto:redaksi@penerbitalinea.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
132 


